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Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Langkungan



Salam Rimbawan,

alam era teknologi modern, segala sesuatu

semakin mensyaratkan kecanggihan

penanganannya. Pengelolaan sumber daya
hutan berbasis lahan yang begitu luas menjadi
sangat terimbas dengan ketersediaan manajemen
data primer maupun sekunder terkait efektifitas
kelolanya. Untuk itu buletin Planolog edisi kali ini
berusaha menengahkan upaya terkait teknologi
akurasi data antara lain: peraturan dan sarana
prasarana terkait data informasi pengelolaan
sumber daya hutan. Mudah-mudahan informasi ini
menjadi sangat relevan dengan peningkatan
pengetahuan khususnya penyusunan perencanaan
yang mendukung ide fikir pembangunan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, sekarang dan yang akan
datang, semoga.

Selamat Membaca.
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DR. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc., Direktur IPSDH

isbern Monitoring Hutan  Masional
S [SIMONTAMA) sebuahinovas! don kreas)

pola baru monitoring (pemantauan)
sumber daya hutan di Indonesia yang
dikembangkan oleh Direktorat IPSDH. Sistem
il dilkutkan dalam Kompetls]l Inowvas]
Pelayanan Publik (SINOLINGHUT) lingkup
Eselon Il dan UPT Kementerian LHK Tahun
2017, Pelaksanaan kompetisi diatur dalam

Peraturan Sekretaris Jenderal Mo rmor
P.2/Setjen/Ropeg/OTL.O/0/2017, tanggal 13
Kegiatan

1. Pengumuman Kompetisi
Z. Par;g:a‘uan F'mpm:‘r
3. Penilaian Proposal
4. Pemilihan Top 5 per kategori
5. Penentuan Pemenang I, Il dan il
6. Pengumuman dan Penyerahan
Penghargaan

Kategorl Inovasi dalam  kompetisi
SINOLINGHUT ini  dikelompokkan menjadi
tujuh kategori, yaitu:

1. Inovasi proses (process inmovation)

2. Inovasl metode (method Innovation)

3. Inovasl produk {product innovation)

4. Inovasi konseptual {conceptual innovation)

5. Inowvasi teknologi (technology innovation)

6. Inovasi hubungan [refationship innovation)

7. Inovasl pengembangan sumber daya
manusia fhuman resources development
innovation)

e
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Maret 2017 tentang Pedoman Kompetisi
Inovasl  Pelayanan Publk  Kemernterian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017,

Eompetisi inf diselenggarakan dalam
rangka meningkatkan kinerja Kementerian LHK
dalam pelayanan publik serta untuk
menggugah semangat inovasl dl Kermenterian
LHE. Jadwal Pelaksanaan SINOLINGHUT 2017
sebagai berikut:

Waktu
Mirnggu Il Maret 2017
Apr-ll_;— September 2017
Oktober = November 2017
Minggu Il November 2017
Minggu | Desember 2017

Acara Peringatan Harl Bakti Rimbawan 2018

NOVELTY (Kebaruan] SIMONTANA
Pemantauan sumber daya hutan yang
dilakukan Kementerian LHK dalam hal inl cleh
Direktorat  |Inventarisasl dan  Pemantauan
Sumber Daya Hutan {Dit. [IPSDH), Ditjen
Planologl Kehutanan dan Tata Lingkungan
adalah pemantauan tutupan hutan dan lahan
seluruh Indonesia. Penutupan lahan dihasilkan
dari kegiatan penafsiran data citra satelit
secara manual.
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Monitoring adalah
kegiatan yang dilakukan
untuk memetakan sumber
daya hutan dan memantau
perubahan luasan hutan di
seluruh Indonesia dari
hasil penafsiran dota citra
penginderaan jauh
{remote sensing) yvang
menghasilkan Peta
Penutupan Lahan
Indonesia

begitu cepat, keadaan tutupan hutan {land cover) berubah
dengan dinamika yang sangat beragam karena tuntutan
pembangunan nasional. Dinamika perubahan tutupan yang
berhutan menjadl tidak berhutan darl berbagal penyebab
(drivers of deforestation) maupun kondisi sebaliknya
penambahan tutupan hutan [reforestation dan offorestasi)
harus diketahul secara pastl.

Kegiatan  monitoring  sumber daya  hutan
menggunakan data citra satelit  atau  inventarisasi
penginderaan jauh sudah dilaksanakan Kementerian LHK sejak
tahun 1930 sampai dengan saat ini, yang menghasilkan Peta
Penutupan Lahan tahun 1990, 1996, 2000, 2003, 2006, 2003,
2011, 2013 atau tiga tahunan atau lebih, Dengan meng-
overiay-kan dua periode [(n+1)-n] Peta Penutupan Lahan yang
berbeda tahun bisa diketahui perubahan penutupan lahan
akibat deforestesi atau reforestation dan aofforestosi yang
terjadi di tingkat tapak {lapangan).

Tersedianya Peta Penutupan Lahan
Indonesia dengan periode yang jauh (lama)
dan tidak reguler berakibat pada pengambilan
kebijakan tidak sesual dengan perubahan yang
terjadl di lapangan, bahkan sektor laln
menganggap inl thdak memberikan iklim usaha
yang sehat.

Demikian juges target pembangunan
nasional  dan  tuntutan  internasional
memeriukan dukungan ketersediaan data dan
informasi mengenal tutupan hutan dan lahan
serta perubahan PEngUrangan dan
penambahan tutupan hutan dan lahan yang
dipresentasikan dalam bentuk peta yang
akurat dan tepat waktu.

MENUJU PERUBAHAN

Proses Perubahan:
Reliohle and HGmely monner
Forest Repart
{menjadi handal, terpercaya |

seriatepat walkiu)

MONITORING
HUTAN

TIGA
TAHUNAN

Inovasi/ Terohosan

MONITORING
HUTAN
TIAP

1. HeRonstroksi kebijakan

2. Penppanaan (CT

3. Penerapan M = 5DM
N 4 Hevisi Angparan
) 5stakeholder Aedworkiding

%

=¥ transparansl, akuntabilitas dan partisipas| — goeod governance

Inovasi mendukung pelayanan publik yang prima
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Langkah-langkah
ditempuh menuju perubahan melalui:
(1) rekonstruksi kebijakan dan regulasi
{2) penggunaan information communication
technology
(3) penerapan total quality management
(4) revisl anggaran dan
(5) stokeholder networking.

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Rekonstruksi Kebijakan
Perubahan diawali dengan mempelajari
business process sehingga mengetahul
tata kerja dan tata laksana yang belum
optimal, hal yang paling mendasar dalam
kegiatan monitoring hutan saat ini sangat
sentralistik dan dikerjakan sendiri oleh
unit kerja ini. Setelah berhasil mengurai
proses kerja kemudian dilakukan
pendokumentasian dalam bentuk
tulisanfpaper {publikasi, jurnal) vang
kemudian dituangkan dalam kebijakan
atau Peraturan.

2. Penggunaan IcT
Communication Technology)
Perubahan vyang diharapkan mampu
memberikan pelayanan informasi yang
lebih cepat, transparan, akuntabel serta
melibatkan partisipasi masyarakat secara
interaktif, hal itu akan terwujud dengan
memanfaatkan ICT atau sering disingkat /T
yang tepat guna dengan pemberdayaan
sarana dan prasarana yang telah ada.

TQM  (Total  Quality

yang

(information

Unsur utama dalam inovasi ini adalah man
behind the gun, oleh karena itu dibangun
budaya kerja vyang baik melalui
pembinaan dan penerapan nilai-nilai etika
dan integritas yang tinggi. Pembinaan
sumber daya manusia (SDM) memilih
metode Total Quality Management
(TQM). TQM merupakan manifestasi dari
Budaya (culture), Perilaku (attitude) dan
Organisasi {organization).

4. Revisi dan Pengelolaan Anggaran
Alokasi anggaran yang ada saat ini dapat
dipastikan masih business as usual
~seperti yang dulu, dengan adanya
perubahan tentunya perlu diikuti dengan
revisi anggaran yang ada sehingga lebih
efisien serta dapat menggali

—/W
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dana/ er lain yang sah
" dan tidak mengikat.

Oleh karena itu karena ada perubahan
yang diusung maka perlu dilakukan revisi
anggaran tahun berjalan baik melalui
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun
melalui DJA (Dirjen Anggaran) dengan
mempelajari keterkaitan antara Output-
Kegiatan-Program dengan Mata Anggaran
dalam DIPA Tahun Anggaran berjalan.

5. Stakeholder Networking

Disadari sepenuhnya pada era globalisasi
dan keterbukaan saat ini, kita tidak bisa
bekerja sendiri tanpa memanfaatkan
jejaring yang ada. Oleh karena itu dalam
perubahan ini akan mengidentifikasi
semua stokeholder yang ada, kemudian
menjalin dan menggalang kerjasama
seluas-luasnya dengan memberdayakan
kompetensi masing-masing, seperti kata
pepatah kita serahkan pada shlinya
sehingga jelas who's doing what.

Proses Kreatif dan Inovatif SIMONTANA
Dalam kemajuannya SIMONTANA melalui
beberapa inovasi secara simultan dan sinergi
dalam kegiatan perubahan tersebut, yaitu:

Sebelum terjadi perubahan, semua
proses monitoring hutan dilakukan sendiri oleh
internal Dit. IPSDH, sehingga terkadang ada
pekerjaan penting tidak sempat diselesaikan.
Setelah dilakukan perubahan inovasi proses
vang dilakukan dalam monitoring hutan
dengan di-desentralisasi melalul  suatu
peraturan perundangan, maka melibatkan
eksternal Dit.IPSDH bahkan di luar KLHK yang
mempunyai tupoksi terkait erat dengan proses
penginderaan jauh. Sehingga betul-betul
pekerjaan dikerjakan oleh para ahli sesuai
experties-nya.

Peta Penutupan Lahan vyang ada
sebelum dilakukan inovasi adalah tahun 1990,
1996, 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013
{dengan periodisasi yang tidak teratur).
Setelah dilakukan perubahan melalui inovasi
produk bisa dihasilkan Peta Penutupan Lahan
tahun 2012, 2014, 2015, 2016. Produk time
series ini sangat ditunggu oleh Direktorat
(Eselon 2) lain di dalam Kementerian LHK
maupun di luar kementerian, misalnya
ATR/BPN, Pertanian, ESDM, BIG, Bappenas,
BNPB, BMKG, Universitas, Lembaga penelitian,
LSM_ serta instansi- terkait dengan land-based




1980

Dalam proses monitoring hutan, dengan
perubahan yang dilakukan telah dilakukan
permbakuan tata cara proses standar sesual
dasar penginderaan jauh yang scientific based,
mutakhir dan melalui inovasi metode sehingga
proses dapat dilakukan oleh operator dan
dapat dengan mudah dipelajari dan direplikasi
oleh unit instansi yang melakukan pekerjaan
penginderaan jauh untuk monitoring hitan.

Perubahan cara monltoring  hutan
setelah  dilakukan  inovasi  benar-benar
dirasakan dapat memberikan solusi yang tepat
terhadap permasalahan selama Ini, vaknl
ketersediaan data dan informasi mengenai
tutupan hutan dan perubahan tutupan hutan
secara periodlk, tepat waktu dan terpercaya.
Perubahan ini didukung dengan Inovasi
konseptual yang mendasar karena melibatkan
unsur interral danm eksternol yang mampu
memunculkan  paradigma baru  dalam
pemantauan sumber daya alam Kkhususnya
hitan.

Proses penginderaan jauh tidak bisa
terlepas dengan penggunaan teknologi, dalam
perubahan yang dilakukan ini banyak dilakulan
inovasi teknologl pada proses remole sensing
dengan memanfaatkan teknologi hordware
dan software terkini, bahkan dilengkapi
dengan sistem Informasi dan  komunikasi
tercanggih. Hal tersebut memungkinkan terjadi
setelah dilakukan revisi anggaran sehingga
lebfh berdaya guna dan berhasll guna.

Pemutakhiran Peta Penutupan Lahan in
hanya mungkin terjadi dengan pendekatan
yang Intensif dengan para stokeholders,
Mekanisme baru yang diterapkan dalam

sistem  monitoring  hutan nwf'

|
{
1 v —
': i
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206
menerapkan fnovasi hubungon dengan para
pihak di tingkat nasional, internal LHK dan
dengan UPT. Hubungan kerja sama tersebut
diwujudkan dalam bentuk Kesepakatan
Bersama (Mol) dengan LAPAN dan BIG oleh
pimpinan lembaga dalam hal inl Menterl LHK
dan Kepala LAPAN dan Kepala BIG, yang
menyepakati dukungan kedua institusi ini
dalam sistern monftoring pola baru. Perjanjian
Kerja Sama (PKS) antar Eselon | dan Eselon |,
yang menguraikan Mol agar dapat dilakukan
kegiatan teknis antara ketiga institusi.

Semua perubahan hanya dapat terjadi
apabila didukung dengan staf, operator dan
pelaksana teknis yang menjalankan kegiatan
tersebut. Upaya dilaksanakan dalam copocity
building melalui inovesi pengembangon
sumber doya maonusio dengan berbagai
kegiatan yang terjadwal denmgan balk, salah
satu upaya yang dilakukan dan sangat efektif
adalah dilzksanakannya Pembinaan dan
Training sumber daya manusia dengan metode
TaM (Total Quality Management).

Manfaat inovasi

SIMONTANA memberi dampak yang nyata
tidak saja bagi intitusi Direktorat IPSDH namun
juga memberikan kontribusi positif terhadap
publik atau masyarakat luas.

Manfaat bagi institusi: 'Meningkatkan citra
instansl’
# Memberikan kepercayaan diri yang lebilh
baik terhadap institusi,
* Memacu unit kerja yang lain untuk terus
berkreasi dan berinovasl.
¥ Meningkatkan kredibilitas institusi di

dalam ﬂmluw-mmi_..._\\
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# Menjadi institusi yang profesional sesua
prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Manfaat bagi masyarakat: 'Meningkatkan
kepercayaan masyarakat'

» Memberikan informasi publik yang akurat
terhadap kondisi hutan Indonesia.

» Memberikan kejelasan walidata
{custodianship) penutupan lahan dalam
rangka mewujudkan Kebijakan Satu Peta
(One Map Policy).

¥ Mendorong terwujudnya Pembangunan
Low Emission Development Strotegy
(LEDS).

¥ Mendukung iklim investasi yang sehat dan
kepastian berusaha.

» Meningkatkan posisi tawar Pemerintah
Republik Indonesia di tingkat global atau
dunia internasional terutama terkait
penanggulangan perubahan iklim.

¥ Mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola
yang baik untuk menjamin kesejahteraan
nasional (national prosperity).

Contoh hasil
Dengan adanya produk SIMONTANA maka
pengambilan kebijakan dapat dilakukan
dengan cepat dan mudah dengan
menggunakan analisis spasial penutupan lahan
yang ada, seperti untuk:
1. Analisis Rencana Pengelolaan Hutan;
2. Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi;
3. Peta Indikatif Penundaan Pemberian lzin
Baru (PIPPIB);
4. Peta Arahan Kawasan Hutan Untuk
TORA dan Perhutanan Sosial;
5. Peta Manajemen Penanggulangan
Bencana (Karhutla, Banjir, Longsor) ;
6. Penggunaan data pemantauan hutan
untuk Restorasi hutan;
7. Penggunaan data pemantauan hutan
untuk Penegakan Hukum;
8. Penggunaan data pemantauan hutan
untuk FREL dan Indonesia's NDC.

Pembelajaran

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan
kegiatan perubahan menuju pola baru
pemantauan sumber daya hutan adalah
keengganan dan perlawanan (reluctance and
resistance) dari para pemangku kepentingan
(stakeholder), kekhawatiran bahwa sistem
baru akan mengganggu 'kenyamanan' kerja
selama ini dan anggapan sistem baru akan

T
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mengakibatkan - beban—k menjadi lebih
..--:‘ e ey

Ternyata dengan upaya yang persistent
{gigih dan terus menerus) serta pendekatan
terhadap semua level stakeholder yang
dilakukan secara formal dan informal berhasil
meyakinkan bahwa sistem baru ini akan
memperjelas who's doing what melalui proses
kerja yang dituangkan dalam alur kerja, beban
kerja, distribusi kerja yang jelas karena semua
terjadwal dan terdokumentasikan secara rapi.

Disamping Hu sistem baru juga akan
memanfaatkan teknologi baru sehingga
kecepatan dan keakuratan kerja terjamin
dengan baik, sehingga operator merasakan
memiliki kepercayaan diri yang meningkat.

Pembelajaran yang terpenting adalah
adanya komunikasi dua arah yang aktif dan
sangat kentara antara Dit. IPSDH dengan para
pengguna dan pemangku kepentingan di luar
unit kerja, hal ini berdampak sangat positif

dengan naiknya tingkat akurasi produk-
produk Peta Penutupan Lahan Indonesia
karena pengguna (user) akan selalu
memberikan masukan atau koreksi untuk
perbaikan dan pemutakhiran.

Berkelanjutan dan Dapat Direplikasi
Produk-produk  yang  dihasilkan  oleh
SIMONTANA sudah sangat dinantl oleh

pengguna tidak saja di internal KLHK namun
juga eksternal KLHK, ini suatu hal yang
membanggakan bagi kami unit kerja dan
tentunya bagi Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Hasil-hasil analisis spasial Peta
Penutupan Lahan Indonesia telah banyak
membantu memecahkan permasalahan di
tingkat nasional bahkan secara detail di level
daerah. Oleh karena itu akan terus dijaga
komunikasi antara SIMONTANA dengan para
pihak agar hubungan baik yang telah terjalin
terus dapat ditingkatkan.

Pembaharuan sistem monitoring sumber
daya hutan yang diramu dalam SIMONTANA
telah didokumentasikan dalam berbagai
regulasi dan peraturan, Juknis dan Juklak serta
publikasi baik nasional maupun internasional
sehingga sangatlah mudah sistem ini untuk
direplikasi di tempat lain yang memanfaatkan
teknologi penginderaan  jauh untuk
pemantauan perubahan tutupan hutan, Bagi

unit.kerja di luar KLHK yang ingin melakukan




replikasi metode atau sistem inm--

mudah untuk menerapkannya  karena
dokumentasi SIMONTANA mudah didapatkan
bahkan bisa diakses dan diunduh secara gratis
untuk publik.

Adanya kerjasama dan  technical
assistance darl FAOQ, GIZ, UK-5poce, Maryland
University dan WNorwoy dengan keyakinan
penuh  kami merencanakan SIMONTAMNA
mampu menghasilkan data dan Informasl
setiap bulan {Monthly), hal ini akan sangst
mendukung kegiatan penegakan hukum,
pengendallan perubahan Iklirm dan
pembangunan rendah emisi.

Kesirmpulan

Implementasi dan penetrasi SIMONTANA
(Sistemn  Moniboring Hutan Nasional] atau
NFMS [Notional Forest Monftoring System)
dalam unit kerja internol dan eksternal Dit
IPSDH sudah terinternalisasi dengan sangat
balk danm telah merubah paradigma
pemantauan Sumber daya huwtan secara
terstrultur, sistematis dan masif.

Selain itu ide pembaharuan SIMONTANA
sl forisinfl] oleh Inovator yang digali cari
permasalahan  mendasar yang  ditemui
sebelumnya di unit kerja Direktorat IPSDH,
Ditjen Planologi Kehutanman dan Tata
Lingkungan (PKTL).

Inovasi  yang  dilakukan  telah
memberikan maonfoot nyata terutoma dolam
pemecohon mosaleh terbatasnya data dan
informasi mengenai tutupan hutan dan lahan
serta perubahannya, hal ini bermanfaat dan
mendukung kinerja infernal dan eksternal unit
kerja Dit. IPSDH, Ditjen PKTL.

Mpenﬁmﬁn

fmrfesta.r:es} inovasi tersebut disusun rinci
{detall)] dalam tohopon kegioton yang jelos
dan terukur serto telah dioplikesi secoro
internafized, sehingga pencapaiannya sangat
mudah untuk dievaluasi dan dikoreksl apabila
terjadi penyimpangan atau kesalahan.

SIMONTANA didokumentasikan dengan
baik dalam berbagai regulasi dan peraturan,
Juknis dan Juklak serta Publikasi, hal inl sengat
memudahkan untuk mereplikasi inovasi ini di
unit kerja atau instansi lain.

Pembaharuan  sistern  pemantauan
sumber daya hutan dan lahan yang diciptakan
ini seleres daon mendukung sistemn dan
kebijokan naslonal bahkan terkait erat dan
mendukung target pembangunan nasional
serta tidak bertentangan dengan peraturan
vang berlaku, sebaliknya sistem Inl telah
dituangkan dalam regulasl dan peraturan
pemerintah yang dapat diacu dan dipedomani
oleh instansi land-based sector lain.

Akhirnya, kompetisl SINOLINGHUT 2017
diharapkan dapat mendukung percepatan
pencapaian Reformasi  Birokrasi  di
Kementerlan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, ini akan berdampak pada tingkat
pelayanan publik di Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan {KLHK),

Dengan proses kreatif dan inovatif
SIMONTANA menjelma menjadi sebuah sistem
yang mendukung pelayanan publik yang prima,
transparan, akuntabel dan partisipatif menuju
good governance pengelolaan hutan yang
mantap dan menyediakan lingkungan hidup
vang balk dan sehat.

SIMONTANA

[Sistem Monitoring Hutan Nasional]
)

ook
5 Weinn [danl b

)
adatah buring feevis, dikenal
cebagal lambang atau simbal

Ibmu pengetahuan.
Sline: S dmeodse

Diadafs dongan hatagan
SIMONTARS dapat imewujudken

sifat-sifat dan mempu mengamagi

dengan seksama semn

ST,
- Cerdas, tepal,

- Jell, awas dan tajam serta

- Terpercaya.

SI BINO

.
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AMDAL SEBAGAI ALAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pendahuluan

mdal sudsh dikenal di Indonesia sejak

30 tahun yang lalu melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986.
Instrumen ini dibangun dan dipergunakan
sebagai salah satu environmental sofeguord
untuk melindungi lingkungan dan sebagai
pertimbangan dalam pengambilan keputusan
apakah suatu wusaha danfatau kegiatan
tersebut “go or not go”. Mamun, paradigma
tersebut saat ini telah bergeser. Sebagian
pihak menganggap bahwa Amdal hanyalah
salah satu syarat administrasi belaka dan
hanya sebagai pelengkap dalam proses
perizinan. Terlebih dalam era pembangunan
vang cukup masif =zaat ini, sudah jamak
anggapan bahwa Amdal adalah penghambat
pembangunan dan penghalang investasi,
Bagaimanakah prozes Amdal sampai dengan
pengambilan  keputuszan kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan?

2. Pengertian dan Definisi

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, atau
lebih dikenal dengan Amdal, telah mengalami
beberapa perbaikan. Saat ini pemerintah telah
menarbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2012 tentang lzin Lingkung anvang telah
mengatur tentang Amdal. Peraturan Ind
merupakan peraturan keempat yang mengatur
tentang Amdal, sehingga Amdal saat inl dikenal
sebagal Amdal generasl keempat. 5alah satu
elemen utama dalam Peraturan Pemerintah ini
adalah dengan mengintegrasikanAmdal
dengan instrumen perizinan yang disebut
sebagal lzin Lingkungan.

Secara definisl, Amdal adalah kajian
mengenal dampak penting suatu Usaha
dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan Usaha dan/atau Keglatan',
dimana lingkungan hidup merupakan kesatuan

! Pasal 1 PP 27 Takun 2013 tentang lzin Linghungan
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DALAM TAHAP PERENCANAAN KEGIATAN

Oleh: Farid Mohammad 5T., M. Env
Kasi Audit Lingkungan Hidup,

Subdit Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi,
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

ruang dengan semua benda, dava, keadaan,
dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lain®.

Adapun izin merupakan suatu
pernyataan mengabulkan (tidak melarang) ?
atau secara lebih tegas didefinisikan bahwa
izin [vergunning) adalah suatu persetujuan dari
penguasa berdasarkan Undang-Undang atau
Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan
tertentuy  menyimpang darl  ketentuan-
ketentuan larangan peraturan perundang-
undangan * . Apabila definisi  tersebut
dipersempit terhadap "lzin Lingkungan”, maka
akan bermakna bahwa izin lingkungan
merupakan instrumen tata usaha negara untuk
pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan. lzim Lingkungan ini  diberikan
kepada setiap orang yang melakukan Usaha
dan/atau Kegiatan vang wajib Amdal atau UEL-
UPL dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan  hidup  sebagal
prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau
Eegiatan.

3. Penentuan Usaha/Kegiatan Wajib Amdal

Proses penentuan suatu usaha/kegiatan wajib
memyusun  Amdal dikenal dengan istilah
penaplsan.5aat inl, metode penapisan yang
digunakan adalah metode 1 langkah, dimana
setiap orang dapat mellhat pada suatu “daftar
positif/positive fist* yang tercantum dalam
Permen LH nmomor 05 Tahum 2012 tentang
kriteria jenis usaha danfatau kegiatan yang
wajlb dilemgkapi dengan Amdal. Sebagai
contoh adalah pembangunan dermaga dengan
panjang 250 m adalah keglatam vang wajib
dilengkap dengan amdal. Hal ini dikarenakandi
dalam daftar tersebut, tercantum kriteria wajib

* pagal 1 UL 32 Tahun 2000 Tentang PerSsdungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

! kamus Besar Bakasa indonesia [hitps:/ kbl web.idfizin]
“Adrian Sutedi 1011 Good Corporate Governance




Amdal untuk pembangunan dermaga sebesar
panjang =200 m atau luas 26000 m*.®

4. Pemilihan Metode

Amdal pada dasarnya sebuah kajian ilmiah
vang dilakukan oleh pemrakarsa untuk
membuktikan bahwa rencana usaha dan/atau
keglatan yvang akan dilakukan tersebut aman
bagl lingkungan hidup (ramah lingkungan).
Kajlan tersebut dilakukan melalul berbagai
proses termasuk proses pelibatan masyarakat.

Sebagal sebuah kajian iimilah, Amdal
berisi tentang informasi mengenal identifikasi,
prediksi [prakiraan), evaluasi serta mitigasi
berbagal dampak lingkungan yvang akan terjadi
di masa depan (blogefisik kimia, soclal-
ekonomi, sosial budaya dan kesehatan
masyarakat) darl rencana usaha dan/atau
kegiatan (proyek) vang akan dilakukan saat ini.
Oleh karena itu, dalam hal pemilihan metode
studi perlu dilakukan secara cermat dan teliti
untuk dapat menghasilkan studi vang dapat
dipertanggungjawabkan mengingat dokumen
Amdal ini tidak hanya akan digunakan oleh
pemerintah dan pemrakarsa kegiatan untuk
menentukan kelayakan atau ketidaklayakan
lingkungan, namun rincian data dan informasi
didalamnya sangat penting dalam pengelolaan
lingkungan, pemantauan lingkungan, sampai
dengan pelaksanaan pengawasan lingkungan
hidup.

Adapun beberapa metode studi vang
dipergunakan mencakup metode
pengumpulan data, metode analisis data,
metode prakiraan dampak, dan metode
evaluasi dampak ®* . Pemerintah tidak
membatasi kewajiban kepada pemrakarsa
kegiatan untuk menggunakan metode tertentu
dalam penyusunan dokumen Amdalnya.
Secara prinsip, berbagai macam metode
terbuka untuk digunakan sepanjang ada dasar
ilmiah penstapan penggunaan metode studi
tersebut.

5. Prediksi “With and Without Project”

Prakiraan dampak merupakan inti dari
dokumen Amdal. Pada bagian ini, pemrakarsa
menyampaikan hal-hal yang bersifat prediktif
terhadap usaha dan/atau kegiatannya apabila

* Lampiran | Huruf F Angka 4 2 Parmsen LH Be. 5 Tahun 2012
tentang Krbteris lemi Lsakha dan/stou Eegistan vang Wajil
dilengkap dengan Arndsl

o Peraturan Menteri LH Normor 16 Tahien 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Uingkungan Hidup

telah dilaksanakan. Pemrakarsa harus mampu
membandingkan kondisi lingkungan secara
detail baik dengan adanya provek maupun bila
tidak ada proyek. Selain itu prediksi dampak
harus dapat meryatakan kondisi lingkungan
sebelum dan sesudah adanya usaha dan/atau
kegiatan.

Penyajlan prakiraan dampak tersebut
akan memberikan gambaran yang utuh kepada
Komisl Penilal Amdal yang terdiri dari tim
tekmis, instansi terkait, para pakar dan
masyarakat untuk dapat melakukan penilalan
apakah kegiatan ini "pantaz” dilanjutkan atau
tidak.

6. Menilal Kelayakan Lingkungan

Penilaiam kelayakan lingkungan didasarkan

terhadap 10 (sepuluh) kriteria kelayakan

lingkungam, yaitu:

1) Rencana tata ruang sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2] Eebijakan di bidang perlindungan dan
pengelolaan  lingkungan  hidup  serta
sumber daya alam (PPLH & PSDA) vang
diatur dalam peraturan  perundang-
undangan;

3} Eepentingan pertahanan keamanan;

4] Prakirasan secara cermat mengenal
besaran dan sifat penting dampak dari
aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi,
budaya, tata ruang, dan kesehatan
masyarakat pada tahap prakonstruksi,
konstruksi, operasi, danm pasca operasi
Usaha dan/atau Kegiatan;

5) Hasil evaluasi secara holistik terhadap
seluruh dampak penting sebagai sebuah
kesatuan yang saling terkait dan saling
mempengaruhi  sehingga  diketahui
perimbangan dampak penting vyang
bersifat positif dengan yang bersifat
negatif;

6) Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak
terkait yang bertanggung jawab dalam
menanggulanggi dampak penting negatif
yang akan ditimbulkan dari Usaha
danfatau Kegiatan yang direncanakan
dengan pendekatan teknologi, sosial, dan
kelembagaan;

7} Rencana usaha danfatau kegiatan tidak
menganggu  nilai-nilai sosial atau
pandangan masyarakat {emic view);

8) Rencana usaha danfatau kegiatan tidak
akan mempengaruhi dan/atau
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mengganggu entitazs  ekologls vang

merupakan:

i) entitas danfatau spesies kuncl (key
species);

il  memiliki nilai penting secara ekologis
{ecological impartance);

iii) mmemilki nilai  penting  secara
ekonoml  [economic Importance);
dan/atau

iw] memiliki nilai penting secara ilmiah
{scientific importonce).

9) Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak
menimbulkan gangguan terhadap usaha
danfatau kegiatan yang telah ada di
sekitar rencana lokasi usaha dan/fatau
keglatan;

10) Tidak dilampauinya daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup dari
lokasl rencana usaha dan/atau kegiatan,
dalam hal terdapat perhitungan daya
dukung dan daya tampung lingkungan
dimaksud.

7. Persyaratan  lzin

peraturan sektoral
Ujung akhir dari seluruh proses inl adalah
memberikan environmental clegrance
terhadap pengambllan keputusan terkait "go
or not go” suatu usaha/kepiatan atau lebih
biasa dikenal sebagal penerbitan |zin
usaha/kegiatan oleh sektoral. Seluruh

Lingkungan  pada

peraturan  perundang-undangan  sektoral
mewajibkan hal Inl 7. Beberapa contoh
peraturan  perundang-undangan  sektoral

tersebut antara lain:

= |zin Mendirikan Bangunan (IMB)

UU  Momor 28 Tahum 2002 tentang
Bangunan Gedung dan telah
diterjemahkan secara detail melalui Pasal
28 dan Pasal 32 Peraturan Menterl
Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016
telah  menegaskan bahwa dalam  hal
persyaratan  pengurusan  IMB  untuk
pembangunan gedung, pemrakarsa wajlb
memiliki rekomendasi  teknis/perizinan
Amdal atau UEL UPL, dimana hal inl wajib
diterjemahkan langsung menjadi lzin
Lingkungan.

- Pembangunan dan Pengoperasian Bandara
Peraturan Pemerintah Momor 40 Tahun
2012  tentang Pembangunanm  dan
Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar

"Primiartara, Erik T, 2007 Sistem Perizinan Lingkungan dan
Perigingn Seklar,

olume 15 Edisi 11 Tahun 2017

Udara telah menyampaikan secara jelas
pada pasa 12 dan pasal 40 vang
menyatakan bahwa persyaratan  untuk
memperoleh izin mendirikan  bangunan
bandar wudara wajib dilengkapl izin
lingkungan.

Izin Usaha Perkebunan

Undang-Undang Momor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan juga telah jelas
menyatakan secara tegas pada pasal 45
dan &7 yang menvatakan bahwa setiap
pelaku usaha perkebunan harus
memenuhl persyaratan izin lingkungan dan
setiap pelaku usaha perkebuman  wajib
membuat Amdal atau UKL UPL sebelum
memperoleh izin usaha perkebunan.

Selain itu, masih banvak contoh-contoh
perundang-undangan sektoral lainnya vang
secara  jelas dam  tegas mempersyaratkan
Amdal/UKL UPL dan lzin Lingkungan terhadap
setiap penerbitan izin usaha/keglatan seperti
pembangunan dan pengoperasian terminal,
jalan, pelabuhan, kegiatan perikanan seperti
budidaya ikan, kegiatan/usaha sektor migas,
pertambangan, energl, dan lain sebagainya.

8. Kesimpulan/Penutup

Memperhatikan bahwa Amdal merupakan
kajian ilmiah, maka mulai dari penyusunan,
proses penilaiannya sampai dengan penerbitan
izin lingkungan memerlukan kecermatan dan
kehati-hatian dalam pelaksanaanmya.
Kesalahan perhitungan dalam  prakiraan
dampak dan evaluasi dampak akan
mengakibatkan ketidaktepatan pengambilan
keputusan. Seluruh peraturan  sektoral
menyadari kondisi ini, sehingga di dalam setiap
peraturan  perundang-undangan  sektoral
mengamanatkan persyaratan izin lingkungan
untuk memperoleh izin usaha. Apabila proses
ini tidak dilewati dengan benar, alih-alih akan
mendapatkan peningkatan kualitas hidup,
pencemaran dan  kerusakan lingkungan
menjadi tidak terkendali, yang pada ujungnya
adalah pembangunan semakin terhambat atau
pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat
dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu,
untuk meningkatkan kualitas pembangunan
dengan  diiringi  peningkatan  kualitas
lingkungan, maka proses pengamhbilan
keputusan yang didasarkan dengan dokumen
Amdal vyang baik harus selalu dijaga,
dipertahankan, dan diperjuangkan untuk masa
depan tanah air kita.




I. Latar Belakang

emerimzh Indonesia telah lama melalui

berbagai pertemuan Imternasional
menoaba untuk menggali pendanaan
Hibah Luar HNegerd wuntuk mendukung
pemblayaan pambangunan kehutanan. Salah
satu yang coba digall adalah pendanaan Hibah
vang diinisiasl oleh Climate Change Fund [CIF).
Melalul serangkaian pertemuan yang dilakulkan
sejek tahun 2012 akhimya Pemerintah
Indonesia «¢g. Kementerian Kehutanan
[sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan! mendapatian lampu hijau untuk

CIF menghimpun dana dari 13 neg

ara

donor sebesar USD 6,5 milyar melaluj
Bank Fembangunan Multilateral (WB,

ADB, dil}.

bersumber dari 8 negara donor

[Australia, Denmark, Jepang, Morwegia,

Spanyol, Swedia, Inggris, AS)

Megare Pilots: Brazil, Burkina Faso,
Demooatic Republic: of Congo,
INDONESTIA, Ghana, Lao PDR;
Mexico, Peri

Masing-masing negara pilots
mengajukan FIF Plan kepada CIE

FIF mendapat alokasi USD 639 juta

bDana FIP disalurkan untuk 8 (delapan)

Oleh : Ali Djajono Y

prases leblh lanjut dalam mengakses dana
hibah tersebut melalul pendanaan vang
dinamakan Forest Inwesment Program (FIP).
Pendanaan tersebut akan disalurkan melalul
berbagal plhak vyang ada dalam Bank
Pembangunan Multilateral atau dikenal Multi
Development Bank {MDB]! yang terdiri dari
World Bank (WB), Asian Development Bank
{ADB) dan lainlain.

Secara Umum gambaran rancangan awal
FiP dl Indonesia sebagalmana Gambar 1 dl
bawah Ini:

FIP Plan Indonesia disetujui CIF

Sub Committee pada Movemwer

2012

Twjvan FIF Indonesia; Mengurangi

kendala implementasi REDD+

sub-nasional dan meninghkatkan

'|| kapasitzs provinsidan lokal

I dalam REDD+ dan pengelolaan
hutan lestari.

Tema:

1. Pengembangan
Kelembagaan untuk
Pengelalaan Hutan dan SDA
Lestari
Usaha dan Pengelolaan
Hutan Berbasis Masyarakat
Tata Guna Lahan Masvarakat
dan Peningkatan
Penghidupan Masyarakat

Gambar 1. Rancangan Awal FIP dl Indonesia

Lampu hllau akses pendanaan melaiul
FIP tersebut ditindakdanjutl dengan langkah-
langkah proses koordinasi, sinergi, konsultasi
antara Kememterian Kehutanan dengan Tim
MDB. Secarm umum pProses menuju
implemermtasi proyek dilakukan melalui: 1)
Tahapan perviapan Dokumen Proyek untuk
mendapatkan persetufuan pember Donor, 2)
Tahapan proses Imtemallsasl Pendanaan ke
dalam Proyek Pembangunan FPemerntah
melalul proses negoslasl sampal tahapan
Grant Agreement, 3} Tahapan penyiapan
implemertasi proyvek.

1) Perencana Madya PadiDirs
irat Jerideral Plano

10

Secara umum proyek FIP terbagl dalam:
FIP 1 yang didanal melalui ADB; AP Il yang
didanai dari WB {yang belakangan mendapat
tambahan pendanaan dari Denmark melalui
DANIDA); dan FIP Il yang didanai dan
intemational Finance Corporation {IFC); serta
dana hibah vong langsung disalurkan kepada
Masyarakat Adat/lokal tanpa melalul
Pemerntah yvang namanya Dedicated Grant
Medhanlsm (DGM).Berdasarkan koordinasl],
sinergl dan konsolldasi dengan MDB, secara
garis besar proyek FIP Indonesia diperoleh
rincian umum sebagaimana Gambar 2
dibawah ini:

aan dan Pembentukan Wilayah Pengelolsan Hutan,
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S — il

FIP Indonesia - Tiga Project

Thems= FiP/Proyect Instansi -h
Feulnpm Pelaksana

AP\ Han Hiogh

Investasiuntisk masyaraksl |70 juts {2 Jele

dalermn menostasi deforesiasi

dan degradas] hutan

FiP i Hibah Hibal: PHTL

Fﬂnjﬂmlﬁﬂn Sumber DE'I-'ﬂ 170 jta 0.5 Juts 0 RPP

Alam Berkelanjulan Berbasis  Hibah DANDA

Wasyarakat dan s —odt

Pengembangan Reiembacaan

= Prjaman Hipsh FHAL

Penguatan Usaha Kehutarian  Lunak 0,3 juts

enfuk Menurenken Emis)| 325 ytn £

Karbon Hizah &IFC
2.2 (B L

Gambar 2. Provek FIP Indoresa, Dane den Sumber Dang, Instansl Pelaksns

Proyek AP || dengan Mamas Proyek
Pengelalaon Sumberdaye Alam Berkelonjutan
Berbnls Masyaraket dan Pengembangn
Kalsmbogaon  [“Promeoming SusTANASLE
CoaowuTy Basrm Aammal  ASSOURCE
MANAGEMENT AND INSTITUTIONAL DEVELOPMENT
Prarc{P144259) IPanule pihmengadi meteri
uama dalam wisan Inl, dimana Penulis
terfibet nteng delam proges persiapan dan
renzna Implementasing.

Pengembangan dan  pembangunan
ofganlgag tapak iyl peangaslelaan  hutan
melalul kebijakan Permbangunan KPH menjadi
fokus Proyek FIP 1, hal Inl diperjuangkan
karena  keberhaslian  pembangunan  dan
operaskonalisasl  KPHmanjadl  prakondis!
keberbaslian pengelolaan ian, peningiarian

kesnjahtaraan masyearakat, sefta  dapat
menjadl prakondisd untuk pananganan
parubahan ldim.

IL Proass Pasmyiapan Doluren Proyek
Proses E untuk dapat
mengimplementasikan proyek adalah

bagaimana proses perylapan Dokumen Proyek
yang mernipaken cerminan darl Proyek yang
menggambarkan  keterkaftanmyz dengan
pembangunan kehutanan di Indonesia serta
tujuan pendanaan CIF secara kessluruban dl

Vol 15 Bdial IT Tohun 2007

11

duniz. Okh karena ftv Dokumen Proyek
memeriukan proses yang panjang didukung
telsahan/iajian oleh para pekar seriw
dilakulan melalul proses partisipatf yang
rglibatkan  barmmk piksk, Dalam  tehapan
persiapan  Inl diadopsl proses  partsipadf
mangaty pede Panduen Prosas yang st di
Dewan Kehutanan Nasional {DKN).

Sadangkan tahapan ringd parslapan
ptw!hmellputl.

1. Ke[lan dan telash Rancara Provak yang
dilakulan oleh para pakar vang mencakup:
a) Kajlan/telaah  besaline  substansi
kebllakan/regulasl, pengetahuan dan
kapasitas, serta taref hiklup masyarakat dan
operasional KPH; b). Kajtan/telsah
managamant provel; o Kajlan/telash
safeguord Sosial dan linglungan.

2, Komsultasl publk f Pusat dan
Daerah/Regional,

3. Proses quofty conind tarhadap progres dan
konsep Dolumen akeh Tim W,

4, Proses finalises] Dolamsan Provek yeng
mellput] Project Appralsal Documernt [FAD],
Profect Operation Manuol (POM), dan
Dokumen Kajlan Sogfeguard,

Gambaran ringkas t=hapan perslapan
prizyek sebagslmane dalam Gambar 3 berikut

22t Tk,
: Erh e A s x
- g A
— - e
gy
} 2 IR, V) 3 =
h

] e ) g 7 o T




Tahapan Proses Penyusunan Project Document (PD)

dan Project Operational Manual (POM) Proyek Il

FIP

Mkt 2014 hi—ﬂ;np:tjmh-ﬂ'

(8 e, e
Mirpra T et 20014

TAHAP PERSIAPAN

Dresemoer 2010 P
Februasd 205

P & ekl

Gambar 3. Tahapan Proses Perwlapan PAD dan POM

il Tincdek Lanjut Pemyusuran |miemaiimsd
Rancana Froyak  Dselam Rencana
Peambangunan Nasional,

Dalam lkonteks Hibah Luar Negerl terdapat

beberapa skema prosedur agar dana hibah

tersebut  dapat  diimplementacikan  di

Indonesia, sebagaimana  diatur  dalam

Peratumn Menter Keuangan Mo,

99/ PMIK.05/ 2017 tentang Administrasi

Pengelolaan Hibah, ada 2 Jenis Hibah yaltu:

Hibah yang direncanakan, dan Hlbah Langsung.

Hibah yang direncanakan merupakan
hibah yang dilaksanakan melald mekanlsme
pererwanaan, sedangkan Hibhah Langsung
merupakan Hikah yang dilaksanakan tidak
melalui  mel@nisme  perencanaan.  Yang
dimalsud dengan mekanisme perencanaan
disini adalah mekanisme perencanaan
penganggaran sebagaimana kRamnya proses-
proses perencanaan pembangunan yang akan
masuk melaid pendansan dard  Anggaran
Pendapatan Balan]a Megara [APBM]).

Proyek FIP secara keseiuruhan termasuk
dalam |enls Hihah yang direncanakan, oleh
rena ity agar dapat terimplemertasikan
make harus mengikuti proses-proses dan

Berdasarkan penpalaman menglkut] dan
melakukan proses FIP I, terdapat beberapa
tahapan yang ditempuh antara [aln:

1. Penentuan Instansl yang akan menjadi
palakesna Proyek.

2. Penetapan Perjanjian  Kerfasaiva  antara
Pemberi Hibwah dengan Pemerintah
Indonesia (cg.  Kementerian  Keuangan)
dalam bentuk Gront Agreement.

3. Reglstras! Hibah ke dalam slstern keuangan

negars.

Pemylapam HRekening Khusus

peraluran Dana Hibah.

5. Pangintegrasian Program  dan  Keglatan
dalam struktur Rencana Keglatan dan
Anggaran Kementerian danfatau Lembaga
{RKAKL) dan APBN.

6. Koordinasi dengan Pemerintah [eemh
dimana KPH-KPH terplith berada.

4. untulk

Dengan demikian PAD FIP Il yang telah
mendapatian persetujuan WB ager bisa
tereafieasian dalam keglatan pembangunan
kehutaran secara umum hane  menglkotl
prosedur tersebut. Tabel 1 dihawah inl
memperfatkan proses yvang ditempuh aleh
Prayek FIR 1.

jadwal atau agenda PErencandan
pengangearan APBN.
Tabe| 1. Proses Internalisasl Proyek AP |l ke dalam Perencanaan Pembangunan Naslonal.
No. Kagistan Proses yang ditempuh Pihak Yang Farl bet
1 | Penemtusninstansi | - Penetapan Kepuhean Seloetars brderal Kemen LHK | Menber LHE o,
yang akan menjad| untuk menunjuk Executing Agency (EAS, Sekretars lenderal.
Implamantin s Para anggota A,
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o B oS il
Knglxtan Proses yang dgmpih Pihwlk Yieng Tl Bt

palaksana Praysk Commbtins (PSC), Tachnical Steering Commidsa | PSCda TSC

(1}-=

EA enlmBpus 1Az Dirjan PETL c. Dimktur Rencana,

Panggunaan dan Pambamulan Wilnah Pengslaban

Human {Oir RPR]

b Diraktur Kesstuan Pangsiolaan Hutan Procuks

(KPHPL Dirgicur Bira Usaha Perharanan Soskal can

Hutan Adat [BUFSHA]), K=pala Pusat Data dan

Informas! {Pusdatin], Kepala Pusat Pendidikan dan

Pelatiban Unghkungas Hikup dan Kshutanan

(Piesdlidat)

PSC: beberapa Esslon | lingkup KemenLHE, Eselon |

Buppanss, Esalon | Ksmendagrl, Esalon | Kemenkau,

Emion | Kemeniarian Agraris den Teie Rusng.

T5C: babarspa Esslon Il Englup KsmanLHK, Exslon 1l

Exppansa, Eealnn || Karmandegr], Exstarn || amen kau,

Exslon |l KEsmantarian Agraris dan Tata Ruang
Penatapan Panylapan korsap GA den lampiren -lampienms, - Pemarintah
Perjanjlan Betarapa kall mpat pembahasen linglup intermnal Indonmsia
Karjazarms antera Kamarmerian LHK. DHjan PPR,
Pambari Hibah Bebsrapa kall gt pambahzmin Konsep Colormen EASLA, Biroran,
dangen Permmarimsh dangan Kemankau (cq. Ditjen Pangsiolasn Blro KLN.
indanazla [q. Pambinyasn den Rexdin) FPR). = WB:Tim W8
Kemanmesrian Bebarapa kall rapet pambahesan dan negeslas Tim Washington,
Keusngan) dalam Pemerirah IndonesTa (dipkmpin wakl Dijen PPR dan Tim WB
bertuk Sront anggota EASA AP 1), Indonesia.
Apgvresment, Penpepakatan G4 dan catatan-catannya,

Surat Persetujsan GA darl WD

Penaridutargan GA arbars Kernenberian Keungan

dan WB.

Kmrena berdesarksn 2 sumber donor maka ada dus

Dokuman GA
Regisirasd Hibah ke Pendaftaran Frovek kecalam reglstas! kKeuangan - @adan
dalam sistern Megara Registrasi:
ktuRnger Megara Hibah WH :, No. GA: TROAZ104, No. Reglatresl Ditjen PPR

12PS3ROA - {oat tabls: Tim

Hibah Canida: No. GA: TFOAZBSE, No. Anguitar EASIA dan TTm

ASNETDLA, WB.

Sscurn paralial dblaplan Cast Tebls yang manied|

Inrcaean awslumtuk penpajusn rindan anggEen

cdalam parencanaan ealanhsinya.
Pamylapan Pangusulen Relening Khuss {Rakeus) olah EA, EA, Direktorat
Relmning Khusus dlisngkapl dergan al: Agresd Minutex Kemenkeu den | Mnjerman den
umtuk panyaluran WH, GA, Nomor RAagixtar, Rencans Panariian Dsna. Hibah, Dtjan PPR;
Dana Hibzh Manginget dana DAMIDA herus disalesalinn X118 DTrmktarat

urituk tasp awal baru pads tshap Panatanan Pengeloban Kz

RalsenTng Khasus DANIDA malaiul Mg, 60218331198, | Megara (PEN),

Untuk hlbah WB hans diusulican gl tersendind DTjen

Perbendavarsan,
Fangmmgrasn Panylapan Annusl Wark Plan (AWP] vang EA, IA, WH, Bim
Program dun mendapstan hans mandspat pasatujusn WB. Parmsncanean, Biro
Kegiztan dalam Panylapan kaorasp DIPA yang sabaras drgan AWP KLM.
atruktur Rancana untk bahan pambabacan pagu anpgaran {ndiat i
Faglatan dan cefinkthe).
AngEaran EA dan |& selaki terfbat dalam sethp pembahasan
Eementerlan anggaran APBN bak Bllateral, Trilateral
dan/atau Lembaga iy
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o [Ne|  Keghtm Prosen yang ditemgun Pilink Yang Terd But

S tingkat lanjut =
== ~#-1:8.2,12 Dukungan untuk Operasionallsas| g ;ﬂ%
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{RKAKL) dun APEN R
[ FKoordinasidergan | - Memapkan iohtera-irtterla pemillhan KPH. EA, Dirjen PHPL: LA,
Pemerintah Daerak | - Pemfllhan 10 EPH. Dinas yang
dimana KPH-KPH - Melkukan koordingsl don sinengl dengan mengurus bidang
terplih berada Pemerintah Daerah {eg. Dines yang membidangi Kehutarmn, KPH
kmhutanan).
- Manmfapian swurst pemberiahusn Epade Gubsmur
khusus peds provinsl yang terpllih.

IV, Substarsl Program dan Strulcur Proyek
Berdasarkan proses persiapan Dolumen yang dan Deersh, secara urmum substans! Proyek FIP
cukup lama serta melalul tahapan partisipstf I, tersajl dalam Kotak 1 dibawah Inl.
yvang melfbaten bamak plhak teriealt dl Pusat

Kotzk 1. Ringlkasan Substasi Program

LATAR BELAKANG
1] Pernbangunan KPH bersifat transformetif dan berdarnpak jangks panjeng. Unit pengelola di dnglet
tapak |KPH) adalah driver bagl penanganan degradas!, deforestas] dan penurunan kualltas Butan.
2] KPH sebigad oo daam updya Implements] REDD+ dan roeningistioon leipastas daerab dakim
perenganen REDD+ dan pangeio/san huten lestar.
3] KPFH marupskan Instiusl tapek den delst dengan mesyerslmt menled] pinte begl peninglatsn
paran Pamerimtah delem paninglaten knesjahtsrann rrasymm ket
TURIAN
1} Proyek dihsrapien mendamng Transformasl Program Tata Kslols Kshutanen metalul KPH
2] Mambangun kelsmbagaan dan ikapaaiax dssrsh guns meningiatan iomi trean dan memparbaild
desantralisas] manglemen hitan,
QUTPUT
1] Tersecdianyn penguatan kebilokan dan regulas! untuk mendorong penguatan dan operasiornalisas]
KPH
2] Terbangurrwa platform pengembangan  inforrmasl dan pengetahuan  peningkatan prakbelt
pengelelmn hokan 3 tingkat tapak (KPH).
MAPDNEN KEGIATAN
1} Terdspat 4 kemponen Kegltan mesing-mmsing:
*  Kompenen 1:Pengustan Kslsmbegesn, Ksblskan dan Kapasitss instiusi peda Desentraflsesl
Pangeioiaan Hutan
* Komponan Z: Fangembengan Pladform Kelambegaen
* Knmponen 3: Paningiotan Pengsiclaan Hutan padxs 10 KPH
»  Komponen 4; Dperasional Proyek
2] Secara umum masng-masing (A berfangpuny awab pada masing-masing komponen dan sub
komporen, sebagal berilnt: Kemponen 1 dan 4 sebagal 1A adalah Direitorat RPP; Komponen 2
dalah Pusdotim dan Pusdlidat, Komponen 3 odalah Direltorat KPHP dan Dircitorat BUPSHA,
dengan pelaksana lapangan adalah 10 KPH.

Gambaran Kamponsan dan LA sarta total rancana pamhbleyaan nya dapat difhat pada Matrik 2.
Mairik 2. Komponen, |A, Lokasi dan Prediks! Jumniah Anggaran {sd 2021},

Komponen A Linkcas] Anggzman
(USS)
Komponm 1 Dirskixrat Pugat 4.951.978
Memperkuat Perundang-undangan, ebilakan | Rencana,
dan Kapasitas Kalembagaen dalam Panggunaan dan
Desentralisas] Manajemen Hutan Pembemiukan
Komponasn 3 Wileyah
Merdngiatian Praktek Pengeiclaan Hutan Pengellaan Hutan,
pada 18 KPH Ditjan PKTL
Sublomponan 3.1 Operaskonalisas! KPH




Komponen 1A Lokasi Anggaran
{Us$)
Proyek pada Tingkat KPH
Komponen 4.
{Operasional Proyak
Komponen 2 Pusat Data dan Pusat 1.588.380
Pembangunan Portal (Platform) Pengetahuan | Informasi, Setlen
Subkomponen 2.1 Sistem Manajemen KLHK
Pengetahuan dan Informasl
2.1.1. Pengembangan KMIS
2.1.2. Pengembangan jaringan dan sistem
terintegrasi pada level Nasional dan Daerah
Komponen 2 Pusat Dildat Pusat 1.602.154
Pembangunan Pertal (Platform) Pengetahuan | Lingkungan Hidup
Subkomponen 2.1 dan Kehutanan,
Sistem Manajemen Pengetahuan dan BP25DM
Informasi
2.1.3. Pelatihan KMIS
Subkomponen 2.2
Peningkatan Kapasitas dan Pertukaran
Pengetahuan
Koemponent 3 —Direktorat Pusat/Daerah | 8.798.833
Meningkatkan Praktek Pengelolaan Hutan Kesatuan
pada 10 KPH Pengelolaan
Subkomponen 3.1 Hutan Produksi,
Operasionalisasi KPH tingkat lanjut Ditjan PHPL.
—Dinas/KPHL/KPHP
Kemponen 3 — Direktorat Bina Pusat/Daerah | 4.272.509
Meningkatkan Praktek Pengelolaan Hutan Usaha
pada 10 KPH Perhutanan
Subkomponen 3.2 Sosial dan Hutan
Keglatan Pemberdayaan Masyarakat dl 10 Adat, Ditjen PSKL
KPH —Dinas/KPHL/KPHP
dnish 21.253.854
Kontingensi 1.166.146
o 22,420,000
Catatan: Saat Inl sedang berproses perubohan Cost Table dan distribusi Anggoran.
Dengan telah ditetapkannya EA dan |A, [Program teenng Commizee)——3

maka secara khusus Sekretarls lJenderal

I Program Caordination Unit |

N IO ;
Kementerian LHK menerbitkan Keputusan  : | v ¥ i
tentang Project Manogement Unit [PMU) yang FIP | EA- Ditjan PKIL
e o kG FIP 11 FIP 11l
memuat struktur proyvek vang bertanggung et L b
jawab dan melaksanakan proyek sampai t=] 2 1A DitRPP, DitjenPKTL ey
o |2 1A it ket DitjenPHPL i
dengan tahun 2021. Secara garis besar struktur 2|3 1A Di BUPSHA, DitjenpsKL €| seeiin
-t i ammittes
proyek FIP Il dalam keseluruhan proyek FIP s el
terlihat pada Gambar 4. and supporting consuitarts

Secara khusus mulal tahun 2018, U N
sebagian anggaran yang adapada Direktorat
KPHP akan didistribusikan ke Balai Pengelolaan
Hutan Preduksi {BPHP) di daerah dimana KPH-
KPH yang terpilih merupakan wilavah binaan

==masing-masing BPHP.
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DinasKehutanan/ .| ConsulEtive
KPHP-KPHL Committee

I Supporting Unit of cunsu?lamslf.

DAERAH

TATION ARRAMGES

INMIPLEMER

“GambaT 3. Bagan StruKTU*Reye prayek FIPI

)
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V. Pambelajeren T hanss diputuskan o
' Berdasarkan pengalaman menglant! dan pycl, Bengan me

terlibat dalam proses pemylapan suatu provek prosedur yang akan  ditempuh  dan
Hibah khususmya Hibah Loar Negerl, terdapat konsekuens! yang akan diambl Proses
bebarmspa pembelajeran perting antars laln: Hibah Terencana memeriukan proses yang

1. Memastkan bahwa arsh keglatan provek rumit dan panjang namun akan sangat

hibeh harus e dengan program
Pembangunan Nasional, Olkeh kErena Hu
laterMbatan dan concern para calon LA atay
pelaksana sangat dibutuhkan sejak awal
pardapan proyel. Dalem perjalanan prasas
proyek tanpa ada  pengawalan  yang
mamadal akon meangakibatkan arah proyek
menjadl “keinginanmya pemnbed  hibah®
stau dikanal dangan Doror driven.

2, Perentsan atau  pemillhan Jenls  hibah
{Hibah Terencana steu Hibah Langsung)

terukur sarta sanget  skuntabel  dalam
prosas pelalsanaannya.

. Torflbat dalem prosas penylapan suaty

proyek Hibah Terencana sangat pemting
untuk menjadi bahan pambelajaran Bagl

para phak (Instans! maupun Indhvidu) untuk

manghadap parancanean proyak-proyak
hiah yang akan dirnang pada masa yang

plean deteng.
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APLIKASI TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH
DALAM KAJIAN EKOSISTEM LAHAN GAMBUT TROPIS DI INDONESIA

l. PEMNDAHULUAN

Telmnlngi penginderaan jauh (PJ) telah
banyak diaplikasikan dalam kajian
tentang lahan gambut dan hutan rawa
gambut. Secara definisi, Pl adalah ilmu dan
seni untuk memperoleh informasi tentang
obyek di  permukaan bumi  dengan
menggunakan alat/wahana, biasanya pesawat
atau  satelit, tampa bersentuban/kontak
langsung dengan obyek tersebut (Lillesand &
Kiefer, Z000; Lwin, 2008). Perolehan data
tentang obyek tersebut dilakukan melalui
suatu sensor yang ditempatkan pada suatu
wahana. Dengan demikian, teknologi P) terdiri
dari dua komponen utama, yaitu: (1) sensor:
perangkat yang menerima radiasi gelombang
elektromagnetik dari obyek di permukaan
bumi dan merubahnya menjadi sinyal yang
dapat dicatat dan ditampilkan dalam bentuk
data numerlk maupun citra, dan (2) wahamna:
alat pembawa sensor yang dapat berupa
pesawat, satelit, balon, atau drone, di mana
satu wahana dapat membawa lebih dari satu
sensor (Lillesand & Klefer, 2000; Lwin, 2008).
Secara umum, teknologi Pl terbagi
menjadi dua kelompok, valtu: (1) P! pasif dan
{2} P aktif (Lillesand & Kiefer, 2000; Lwin,
2008). Pl pasif menggunakan matahari sebagai
sumber energi elektromagnetik dan sensor
akan mengumpulkan radiasi elektromagnetik
dari mataharl yang dipancarkan/dipantulkan
oleh obyek di permukaan bumi, sedangkan Pl

aktif dilengkapi dengan sumber energi
elektromagnetik untuk dipancarkan pada
obyek dan selanjutnya pantulan radiasi

elektromagnetik tersebut direkam oleh sensor.

Pemanfaatan teknologl Pl dalam kajian
tentang ekosistem lahan gambut tropis
memberikan banyak keuntungan. Keuntungan
dari penggunaan teknologi P] tersebut antara
lain adalah: {1} pengamatan dapat dilakukan

! Balal Penefitian dan Pengembangan Teknologi
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPFTPDAS),
JI. Jenderal Ahmad Yani - Pabefan, P.O. Box 295,
Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
57102, E-mail: np_nugrchold Byahoo.com
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pada daerah yang luas; (2} pengukuran dapat
dilakukan secara pericdik/berkala maupun
kontinyu; (3] data spektral  umumnya
konsisten, baik dar satu sensor maupun lintas
sensor, sehingga memungkinkan adamya
pEngEUnaan data multi-sensor; (4}
beragamnya format data digital
memungkinkan  dilakukannya pengolahan,
standardisasi, pengarsipan, dan distribusi
secara onling; dan (5) tersedianya arsip data
Jangka panjang yang konsisten memungkinkan
dilakukannya analisis wrut waktu kejadian/
chronoseguential (Inowe, 2010).

Kawasan lahan gambut di Indonesia
pada umumnya diliputi awan sekitar 70-80%
satiap tahunnya dan adanya kabut yang
dihasilkan oleh kebakaran lahan gambut
seringkali menghambat pengamatan oleh
sensor optik dari PJ pasif (Langner et al., 2007;
laenicke et al, 2011). Oleh karena itu,
teknologi Pl aktif, seperti radar, biasanya
digunakan untuk melengkapi data lokasi kajian
yang hilang akibat tertutup awan. Pada
dasarnya, ada dua keuntungan menggunakan
data radar untuk pemetaan dan monitoring
ekosistem  lahan  gambut  tropis: (1)
kemampuan untuk  menembus  awan,
memungkinkan dilakukannya pengamatan
terus menerus terhadap lahan/hutan rawa
gambut terlepas dari pengaruh kondisi
atmosfer; dan (2] kemampuan untuk
menembus penutupan vegetasi sampal pada
batas tertentu, tergantung pada panjang
gelombang vang digunakan, memungkinkan
dilakukannya estimasi kandungan biomassa
atas permukaan hingga pada tingkat jenuh
{soturated level) dan kuantifikasi banjir di
bawah kanopl yang rapat (Hoekman & Vissers,

2007 Hoekman, 2007: Hoekman, 2009;
Englhart et al., 2011).
Ekosistern  lahan  gambut  tropis

merupakan suatu ekosistem yang unik, biasa
dikenal dengan istilah ekosistem ganda atau
dual ecosystern, yang terdiri dari ekosistem
lahan gambut dan hutan hujan tropis, yaitu
hutan rawa gambut (Rieley, 2007). Hutan rawa




gambut merupakan penyumbang utama
pembentukan gambut melalul serasah maupun
debris, sedangkan karakteristik lahan gambut
yvang terbentuk menentukan kondisi ekologi,
hidrologl dan unsur hara yang mempengaruhi
pertumbuhan pohon dan  struktur  hutan.
Selain bersifat unik, ekosistern lahan gambut
tropls juga bersifat rentan terhadap gangguan,
baik karena faktor alam maupun gangguan
manusia. 5ifat rentan Inl terutama disebabkan
oleh adanva saling ketergantungan antara
gambut, vegetasl dan air, dil mana perubahan
pada szalah satu komponen tersebut akan
berdampak pada komponen lainnya [Joosten,
2008).

Teknologi Pl bersama-sama dengan
sistemn  Informasl  geografis  [GIS), wvang
didukung oleh data hasil pengukuran lapangan,
merupakan alat  vang ampub  dalam
mempelajari tiga komponen ekosistern lahan
gambut, yaitu: (1) tanah gambut, {2) vegetasi
{hutan rawa gambut} dan (3} air {(hidrologl
gambut) (loosten, 2008). Penelitian terkait
dengan komponen ekosistem lahan gambut
dengan memanfaatkan teknologi PI telah
banyak dilakukan di Indonesia, meskipun
dengan proporsi yvang berbeda-beda untuk
masing-masing komponen tersebut. Tujuan
darl kajian ini adalah wuntuk memberikan
gambaran Informasl tentang pemanfaatan
teknologi P) dalam kajian ekosistem lahan
gambut tropis di Indonesia. Tulisan inl adalah
hasil darl desk study vang dilakukan
berdasarkan tinjauan pustaka darl makalah
yang diterbitkan/artikel dan sumber-sumber
online yang relevan,

Il. APLIKASI TEENOLDGI PJ
A. KAJIAN TERKAIT DENGAN PENUTUPAN/
PENGGUMNAAN LAHAN
Teknologi Pl, baik pasif maupun aktif, banyak
diaplikasikan untuk memetakan penutupan/
penggunaan  laham  serta  menganalisis
perubahan  vang terjadi akibat adanya
gangguan, baik alami maupun ulah manusia.
Pemanfaatan data P! terkait kajian aspek
penutupan lahan pada ekosistern lahan
gambut lebih ekstensif bila dibandingkan
dengan aspek lainnya, misalnya hidrologi
gambut. Namun demikian, seringkali kajian
terhadap  aspek-aspek  tersebut  saling
berkaitan, misalnya antara penutupan lahan
dan kandungan biomassa serta dampak

kebakaran.
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Data vang diperoleh darl citra satelit
dengan resolusi spasial rendah [~1 km) pada
umumnya digunakan untuk memetakan dan
memonitor perubahan penutupan lahan pada
kawasan lahan gambut dengan cakupan yang
luas [(regional atau global) serta meliputi
berbagai macam kelas penutupan/penggunaan
lahan [Boehm & Slegert, 2001; Langner et al.,
2007; Uryu et ol., 2008; Miettinen et al., 2009;
Miettinen & Uew, 2010b; Miettinen et al,
2011). Data yang digunakan untuk kajian
tersebut adalah citra vang diperoleh dari
National Oceanic and Atmaspheric
Administration—Advanced Very High Resalution
Rodiometer [NOAA-AVHRR), European Remote
Sensing Sotellite 2-Along Trock  Sconning
Rodiometer  (ERS2-ATSR), ENVironmental
SATellite -Advonced  Along-Trock  Sconning
Radiometer (ENVISAT-AATSR), SPOT-
VEGETATION, dan Terra/Aqua—MODerate
resolution Imaging Spectrameter (MODIS).

Data Pl optik dengan resolusi spasial 15-
30 m, seperti Landsat-AultiSpectral Sconner
{MS5)/Thematic  Mapper  (TM)/Enhanced
Thematic Mopper-plus [ETM+), Satellite Pour
I'Observation de lo Terre-Houte Résolution
dons le Visible et linfro-Rouge (SPOT-HRVIR],
dan Terra-ddvonced Spoceborn  Thermaol
Emission ond Reflection Rodiometer (ASTER)
telah banyak dimanfaatkan pada studi tentang
ekosistern lahan gambut di Indonesla. Citra-
citra satelit tersebut, balk bi-temporal maupun
multi-termporal, telah digunakan  untuk
menganalisis dinamika perubahan penutupan/
penggunaan lahan gambut dari waktu ke
waktu (Boehm & Siegert, 2000; Lee, 2000;
Boehm & Siegert, 2001; Page et al, 2009;
Miettinen & Liew, 2010a; Miettinen & Liew,
2010b; Miettinen et al, 2016) dan untuk
mendeteksi pola spasial dari pembalakan liar
{illegal logging) di hutan rawa gambut {Boehm
& Siegert, 2001). Citra satelit dengan resolusi
menengah dan tinggi seperti Landsat dan
SPOT-HRVIR/High Resolution Geometric (HRG)
seringkali juga digunakan untuk menilai tingkat
akurasi klasifikasi penutupan lahan dari citra
dengan resolusi spasial rendah, seperti NOAA-
AVHRR atau MODIS (Huang & Siegert, 2004;
Langner et al., 2007; Miettinen et al., 2007;
Tansey et al., 2008b; Miettinen et al., 2011).

Teknologi P aktif radar juga telah
banyak dimanfaatkan dalam kajian tentang
hutan rawa gambut, ENVISAT-Advonced
Synthetic  Aperture  Rodar. [ASAR} C-bond
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dengan panjang gelombang 5 cm ([frekuensi
5,331 GHz) dilaporkan mempunyal potensi
untuk memonitor deforestasi tetapi kurang
sesual untuk mengamati karakteristik hidrologi
dari hutan rawa gambut (Hoekman, 2009).
Selain  ENVISAT-ASAR, cira radar Joponese
Earth Resources Sotelfite 1 ([JER5-1) telah
digunakan pula untuk memonitor deforestasi,
pola banjir dan dampak kebakaran hutan pada

lahan gambut berhutan di EKalimantan
[Romshoo et al., 2002; Romishoo, 2004).
Citra Advonced Lond  Observing

SatellitePhased Array type L-band Synthetic
Aperture Rodar [ALDS-PALSAR) Fine Beam Dual
polarization (FBD) dengan resolusi spasial 50 m
telah digunakan untuk memetakan penutupan
lahan di Riau dengan tingkat kesesualan
terhadap hasil klasifikasi citra Landsat sebesar
70-BB%, tergantung pada jumlah kelas yang
digunakan ([Longepe ef ol, 2011). Citra
ENVISAT-ASAR dan ALOS-PALSAR  multi-
temporal telah  secara  bersama-sama
digunakan untuk memonitor dampak dari
kegiatan restorasi lahan gambut di KEalimantan
Tengah [Jaenicke ef ol, 2011). Sementara itu,
citra ERS=Synthetic Aperture Rodor ([5AR)
multi-temporal  telah  digunakan  dalam
klasifikasi penutupan/penggunaan lahan di
hutan rawa gambut Ealimantan (Sugardiman,
2007). Citra muwulti-sensor dari Landsat-EThM+
dan TerraSAR-X berhasil pula digunakan untuk
menggambarkan perbedaan karakteristik tipe
laham gambut dan penutupan lahan  di
Kalimantan Tengah dengan tingkat akurasi
hingga BO0% [Wijaya et al., 2010). Penggunaan
hMcFeeters-NDWI  (Normalized  Difference
Water Index) yang diturunkan dari citra ALOS-
AVINIRZ (Advanced Visible ond Near infrored
Rodiometer 2) dapat menggambarkan
karakteristik  musiman  lahan  gambut
terdegradasi, yang ditunjukkan oleh adanya
perbedaan rentang nilal NDWI pada musim
hujan dan kemarau [Movresiandl & Nagasawa,
2016).

B. KAJIAN TERKAIT DENGAN KAMDUNGAN
BIOMASSA/KARBON
Teknologi Pl didukung dengan data
pengukuran lapangan serta SIG telah bamyak
digunakan untuk menganalisis biomassa dan
karbon pada ekosistem lahan gambut., Peta
penutupan  lahan vang dihasilkan dari
klasifikasi citra satelit dikombinasikan dengan
data kandungan karbon per kelas penutupan
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lahan {misal nilai default dari
intergovernmental Ponel on Climaote Change-
IPCC) telah digunakan untuk membuat peta
sebaran spasial karbon di atas permukaan,
perubahan temporalnya, serta emisl karbon
vang dihasilkan akibat darl perubahan tersebut
[Uryu et ol, 2008; Miettinen & Liew, 2010b;
Uryu et al., 2010).

Landsat-ETM+ dikombinasikan dengan
Shuttle Rodar Topographic Mission = digital
elevation model [SRTM-DEM) dan data
ketebalan gambut telah digunakan untuk
memperkirakan kandungan karbon lahan
gambut vang  tersimpan  berdasarkan
pemodelan 30 [Jaenicke et ol,, 2008; Jaenicke
et al, 2010). Kandungan karbon serta emisi
karbon sebagai dampak kebakaran hutan dan
lahamn dapat pula ditentukan dengan
memanfaatkan data citra satelit Landsat-
TM/ETM+ dan ERS-1/2 yang didukung aleh SI1G
dan pengukuran lapangan (Boehm ef ol,
2001). Selaln itu, data citra resolusi tinggi
Alrborne  Loser  Sconnmer  [ALS)  telah
dimanfaatkan pula untuk mengukur dan
memetakan kedalaman kubah gambut dengan
membangun model elevasi digital (DEM) dan
model permukaan digital [digital surfoce model

-05M)  darl  lokasi  kajiam  dan  untuk
memperkirakan  kandungan karbon  lahan
gambut dengan didukung oleh data

pengukuran kedalaman gambut di lapangan
[Boehm & Frank, 2008).

Eombinas citra multi-ternporal
TerraSAR-X dan ALOS-PALSAR memberikan
estimasi nilai biomassa atas permukaan hutan
rawa gambut yvang lebih baik bila dibandingkan
dengan menggunakan data citra darl sensor
tunggal [Englhart et ol, 2011). Citra satelit
ALDS-PALSAR telah dimanfaatkan pula untuk
mengembangkan model penduga  massa
karbon dan untuk memetakan sebaran spasial
biomassa atas permukaan hutan rawa gambut
[Englhart et al, 2011; Nugroho, 2013; Yuwono
et al., 2015). Pemanfaatan citra Light Detection
ond Ronging [LIDAR), TerraSAR-X, ALDS-
PALSAR, data pengukuran lapangan dengan
teknik ortificial neural network [ANMN) mampu
mendeteksl biomassa atas permukaan hingga
650 ton/ha (Emglhart et al., 2012). Teknologi
LDAR didukung oleh data dari inventarisasi
hutan telah dimanfaatkam pula untuk
menghitung  kandungan  biomassa  atas
permukaan serta keragaman spaslalnya pada
hutan rawa gambut dengan cakupan yang luas




[Jubanzki et al, 2013). Sementara itu, citra
LIDAR multi-temporal dengan dukungan data
inventarisasi lapangan juga telah digunakan
untuk mengetahui  dinamika kandungan
biomassa hutan rawa gambut di Kalimantan
Tengah pada kawasan hutan tidak terganggu,
hutan bekas tebang pilih, dan hutan bekas
kebakaran (Englhart el o, 2013).

C. KAJIAN TERKAIT DEMGAMN KEBAKARAN
HUTAM DAN LAHAN GAMBUT

Teknologi PI telah banyak pula dimanfaatkan
untuk menganalisis tentang beragal aspek
kebakaran hutan dan lahan gambut. Citra
satelit dengan resolusi spasial rendah [~1 km)
namun  dengan resolusi  temporal  tinggl
[harian), seperti NOAA-AVHRR, ERS2-ATSRE,
EMVISAT-AATSR,  SPOT-VEGETATION, dan
MODIS, telah digunakan untuk menganalisis
kejadian kebakaran hutan dan lahan zerta
perkemnbangan sebaran titlk panas/hotspots
[Siegert & Hoffmann, 2000; Siegert et al,
2001; Wooster & Strub, 2002; Huang & Siegert,
2004; Miettinen et ol, 2007, Murdivarso &
Adiningsih, 2007; Tansey et ol., 2008a; Tansey
et al., 200Bb; Langner & Siegert, 2009; Segah
et al., 2010). Deteksi awal kebakaran hutan
rawa gambut beserta emisl yvang dihasilkan
dapat dilakukan secara akurat dengan
menggunakan citra satelit Bl-spectrol InfraRed
Detection—Het Spot Recognition System (BIRD-
H5R5) dengan didukung oleh data pengukuran
lapangan (Siegert et ol., 2004},

Huang dan Siegert [2004) melaporkan
bahwa data citra satelit ENVISAT multi-sensor
memberikan gambaran yang lebih baik tentang
kejadian kebakaran. Citra ENVISAT-AATSR yang
diperoleh pada malam hari dengan resolusi
spasial 1 km dapat digunakan untuk
mendeteksl titik panas [hofspols) vyang
berkorelasi balk dengan bekas kebakaran (fire
scors) darl citra Landsat. Sementara itu, citra
EMVISAT-MEdium Resolution Imaging
Spectrometer (MERIS) dengan resolusi spasial
1,2 km bermanfaat untuk memetakan bekas
kebakaran pada skala luas dam  untuk
mengidentifikasi asap  (smoke plumes),
sedangkan citra ENVISAT-ASAR dengan resolusi
spasial 150 m dapat digunakan untuk
memonitor kebakaran dan dampaknya pada
tingkat regional (Huang & Siegert, 2004).

Sebagal bagian dari kajian dinamika
penutupan lahan dam  analisis dampak
kebakaran, lahan vang terbakar [burnt areo)
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seringkall dianalisis berdasarkan interpretasi
visual dan data klasifikasi citra sebelum dan
sesudah kejadian kebakaran (Lee, 2000; Page
et ol, 2009; Segah et ol, 2010). Selain itu,
lahan vang terbakar dapat pula dipetakan
dengan menggunakan citra satelit Landsat dan
Disgster Monitoring Constellation  [DMC)
(Tanmsey et ol, 200Ba). Citra satelit ERS-5AR
multi-temporal  telah digunakan  untuk
mendeteksi lokasl kebakaran dan menentukan
luas lahan yang terbakar dan tingkat kerusakan
pada masing-masing kelas penutupan lahan
dengan membandingkan antara  kondisi
penutupan  lahan  sebelum dan  sesudah
kejadian  kebakaran [Siegert B Hoffmann,
2000; Slegert et ol,, 2001; Sugardiman, 2007).
Data citra satelit Landsat-TM/ETM+ dan ERS-
1/2 yang didukung oleh SIG dan pengukuran
lapangan mampu  mendeteksi  dampak
kebakaran, baik terkalt dengan luasan lahan
yvang terbakar maupun emisl karbon yang
dihasilkan (Boehm et al., 2001).

Data citra UDAR airborne telah
digunakan untuk mengestimasl rata-rata
kedalaman lahan gambut setahun setelah
terbakar di EKallmantan Tengah dengan
membuat DTM (digitel terroin model} dan
membandingkannya dengan lahan gambut
tidak terbakar di sebelahnya ([Ballhorn &
Siegert, 2008). Hasil estimasl tersebut
mempunyal tingkat kesesualan yang balk
dengan hasll pengukuran langsung di lapangan.
Kajlan yang laln menemukan babwa cltra
satelit Technology Experiment Caorrler (TET-1),
yang merupakan satu dari dua satelit Fire8ird
mission, dengan resclusi spasial 160 m telah
berhasil menggambarkan dengan balk
dinamika kebakaran hutan dan lahan di
Kalimantan Tengah ([&twood et al, 2016).
Selain [tu, data SPOT-VEGETATION juga telah
digunakan untuk mendeteks permulihan
vegetasl setelah kebakaran pada skala luas
(Segah et al., 2010).

D. KAJIAN TERKAIT DENGAN HIDROLOGI
LAHAN GAMBUT
Pemanfaatan teknologi Pl untuk menganalisis
kondisi  hidrologis  suatu  ekosistermn  lahan
gambut masih relatif terbatas. Data citra satelit
Landsat-ETM+, SPOT-HRVIR dan ALOS-AVNIR
dikombinasikan dengan 5RTM-DEM dan data
LIDAR telah dipunakan untuk menghasilkan
DTM dan memetakan saluran drainase terkait
dengan pemodelan tinggi muka air tanah
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{laenicke et ol, 2010). Selain itu, data citra
radar JERS-1 dan ALDS-PALSAR telah
dimanfaatkan untuk memonitor dinamika
banjir di bawah tegakan hutan rapat [Romshoo
et al, 2002; Romshoo, 2004; Hoekman &
Vissers, 2007; Hoekman, 2007; Hoekman,
2009). Kombinasi data citra Landsat-ETM+,
SATM-DEM dan kedalaman gambut telah
digunakan pula untuk menilai keterkaitan
antara pola banjir dan tinggl muka air tanah
dengan tipe vegetasi menggunakan model
hidrologl SIMGRO [Wosten et ol, 2006a;
Wissten et al., 2006b; Wosten et al., 2008).

Il KESIMPULAN

Teknologi Pl memegang peranan  penting
dalam kajian ekosistern lahan gambut tropis di
Indonesia dengan menyediakan data obyek
kajian secara luas, multi-temporal dan hemat
biaya [cost-effective]. Data Pl, baik pasif
maupun aktif, telah banyak diaplikasikan
terkait kajian tentang aspek-aspek ekosistem
lahan gambut, di antaranya adalah penutupan
lahan, blomassafkarbon hutan dan lahan,
kebakaran hutan dan lahan, serta hidrologl
lahan gambut. Barmyak kajlan yang menemukan
bahwa kombinasi dari beberapa data citra
satelit vang didukung oleh data pengukuran
lapangan memberikan hasil analisis yang lebih
baik. Mengingat bahwa citra hasil teknologl PI
bersifat multi-temporal, maka data tersebut
sangat bermanfaat untuk memonitor dinamika
perubahan ekosistern lahan gambut, baik
terkait lahan maupun hutan rawa gambut.
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TAMAN BURU LINGGA ISAQ, KSA ATAU KPA?

rovinsi Aceh merupakan salah satu

provinsi di Indonesia yang memiliki luas

kawasan hutan lebih dari 30% dari luas
daratannya, melebihi yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan. Menurut surat keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MNomor : 5K.858/Menlhk/Setjen/Pla.2/11/2016
tanggal 11 November 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor SK.
865/Menhut-11/2014 tentang Kawasan Hutan
dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, Provinsi
Aceh memiliki luas kawasan hutan 3.557.916
hektar dari luas daratan Provinsi Aceh
5.888.086 hektar (sumber : Qanun Aceh
Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh}.
Fungsi kawasan hutan di Provinsi Aceh sangat
beragam, diantaranya hutan konservasi (cagar
alam, suaka margasatwa, taman nasional,
Tahura, taman wisata alam/laut, taman buru),
hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan
produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat
dikonversi.

Taman Buru Lingga Isagq merupakan
hutan konservasi yang berada di Provinsi Aceh.
Taman Buru Lingga Isaq pertama kali ditunjuk
dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 70/Kpts/UM/2/1978 tanggal 7
Februari 1978 tentang Penunjukan Areal Hutan
Lingga Isaq seluas £80,000 Ha yang terletak di
Daerah Tk.ll Aceh Tengah, Daerah Tk.ll Aceh
Timur, Daerah Tkl Aceh Tenggara, Daerah
Istimewa Aceh sebagai Kawasan Hutan dengan
Fungsi sebagai Hutan WisatafTaman Buru.
Taman Buru memiliki pengertian kawasan
hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata
berburu {Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1959). Wilayah Taman Buru Lingga Isaq
juga telah ditunjuk menjadi salah satu
Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
(KPHK) dengan Surat Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.747/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 tanggal
20 September 2016 tentang Penetapan
Wilayah  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan
Konservasi Lingga Isaq, Terletak di Kabupaten
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Oleh: Galang Bagus Cendana, S. Hut.

Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur,
Provinsi Aceh seluas +86.634 hektar.

Penulis berpendapat bahwa kawasan
Taman Buru belum didukung sepenuhnya
dengan aturan turunan dari undang-undang
dan peraturan pelaksanaan dalam menjamin
eksistensinya menghadapi tuntutan jaman.
Penulis berpendapat demikian dikarenakan
telah melihat secara langsung di lapangan
yaitu areal Taman Buru yang berada di Desa
Reje Payung, Kecamatan Linge, Kabupaten
Aceh Tengah belum terkelola dengan baik
yaitu dapat terlihat adanya tekanan dari
masyarakat sekitar kawasan hutan berupa
maraknya pengambilan hasil hutan bukan kayu
secara illegal (getah pinus, jernang, dan
gaharu) dan perburuan satwa liar secara illegal
di dalam kawasan taman buru.

Yang menjadi pusat perhatian penulis
adalah Kawasan Taman Buru tidak secara
eksplisit dimasukkan ke dalam rinclan amar
putusan Surat Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.859/
Menlhk/Setjen/Pla.2/11/2016 tanggal 11
November 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : SK. 865/Menhut-11/2014
tentang Kawasan Hutan dan Konservasi
Perairan Provinsi Aceh walaupun peta
lampiran surat keputusan tersebut sudah
memuat klasifikasi KSA/KPA/Taman Buru.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat naskah surat
keputusan yang tertulis sebagai berikut :

“Pasal |

Mengubah Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor 5K.103/MenLHK-
/2015 tonggal 2 April 2015 tentong
Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK.865/Menhut-1l/2014 tanggal 29
September 2014 tentang Kawasan Hutan dan
Konservasi Perairan Provinsi Aceh, yaitu:
1. Amor KESATU, sehinggo berbunyi sebogai
berikut:
KESATU: Kawgsan Hutan dan Konservasi

Perairan Provinsi Aceh seluas # 3.563.813

Volume 15 Edisi IT Tahun 2017



(tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu
delapan ratus tiga belas) hektar, yang
dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai
berikut:

a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan
Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas
+ 1.057.628 hektar;

b. Kowasan Hutan Lindung (HL), seluas #
1.794.650 hektar:

¢. Kawdasan Hutan Produksi Terbatas (HPT),
seluas + 145,384 hektar;

d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP),
seluas + 551.073 hektar;

Kawasan Hutan Produksi yong dapat
dikonversi (HPK), seluas 15.378. *

Penulis beranggapan hal ini adalah
terkait dengan persoalan penulisan saja yang
merincikan isi keputusan tidak secara
mendetail, karena dalam amar keputusan
tersebut tidak menyebut kawasan Taman Buru
maupun luasannya {Keputusan Amar Kesatu
huruf a), namun di peta lampiran surat
keputusan tersebut tergambar kawasan Taman
Buru. Sekarang yang menjadi pertanyaan
adalah Taman Buru termasuk di dalam KSA
atau KPA? Oleh karena itu penulis ingin
mencoba meluruskan atau memberikan
pandangan terkait isi keputusan tersebut
dengan tetap memperhatikan peraturan
perundang-undangan.
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Seperti-— kita—tahu—dalam peraturan
tertinggi di bidang kehutanan yaitu Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjelaskan dengan terperinci
dalam pasal 7 yaitu Hutan Konservasi terdiri
dari Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA),
Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA), dan
Taman Buru. Sehingga dapat dipahami bahwa
Taman Buru adalah hutan konservasi diluar
KSA dan KPA. Adapun aturan terkait dengan
KSA dan KPA vyaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
KSA dan KPA yang diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan
KPA yaitu pasal 4 terperinci jelas menyebutkan
bahwa KSA terdirl atas cagar alam dan suaka
margasatwa, dan KPA terdiri atas taman
nasional, taman hutan raya, dan taman wisata
alam. Jadi berdasarkan dua peraturan di atas
jelas bahwa Taman Buru adalah tidak
termasuk ke dalam KSA maupun KPA.

Oleh  sebab  Keputusan  Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah
produk hukum yang berdasarkan pada aturan
konsiderans (undang-undang dan peraturan
pemerintah) dengan tujuan untuk memberikan
kepastian hukum makaalangkah lebih baik jika
isi amar putusan dibuat lebih jelas, tidak
mempunyai gambaran yang kabur, tidak samar
dan tidak membingungkan bagi setiap
pembacanya demi tegaknya kepastian hukum.




BIG DATA™~DAN MACHINE LEARNING

SEBAGAI ALAT BANTU

PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGGUNAAN RUANG

Oleh: irene B. Batoarung, ST, M.Sc

Analis Kebijakan Perlama pada Seldiljen Penegakan Hukum LHK

agchine  learning boleh Jadi
masihmerupakan hal vang kurang
familiar di  telinga sebagian

besarorang. Namun demikian, teknologi
machine learning sebenarnya bukanlah hal
yang baru di Indonesia, walaupun harus diakui
penggunaannya masih terbatas pada beberapa
industri, utamanya industri-industri yang lekat
dengan dunia digital. Misalnya saja,
perusahaan aplikasi transportasi online yang
memanfaatkan machine learning untuk
membaca pola kebiasaan pengguna layanan,
Industri perbankan mengaplikaslkannya dalam

menganalisis perilaku  nasabah  dalam
berinteraksi dan bertransaksi onfine, sehingga
dapat disimpulkan apakah terjadi

penyelewengan dana atau tidak, atau industri
telekomunikasi yang menggunakan machine
learning dalam menerjemahkan berbagai jenis
konten yang tersebar di internet. Tidak hanya
dl sektor swasta, pemanfaatan muochine
learning juga telah mulai diimplementasikan
pada sektor publik, misalnya saja Ditjen Pajak
vang mengeunakan machine learning agar
para wajlb pajak taat untuk membayar pajak
melalui pendekatan teknologi dan informasi.

Muachine learning merupakan cabang
dari disiplin ilmu Kecerdasan Buatan {Artificial
intelligence) yang mulai dikembangkan pada
tahun 1959 oleh perintisnya, Arthur Samuel
dengan menciptakan program yang dapat
mempelajari gerakan untuk memenangkan
permainan checkers dan menyimpan gerakan
tersebut ke dalam memorinya. Pada dasarnya
machine learning merupakan sebuah proses
algoritma komputer yang dapat mempelajari
data, mengenali pola, dan membuat model
berdasarkan data historis. Data merupakan
kunci machine learning Inl, dimana data
nantinya akan digunakan untuk melatih
algoritma untuk mencari model yang cocok
serta akan dipakai untuk mengetes dan
mengetahul performa model yang didapatkan
pada tahapan testing sehingga dapat
menghasilkan model untuk melakukan
klasifikasi atau prediksi terhadap data baru
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yang memungkinkan kita untuk membuat atau
mendukung pengambilan keputusan. Machine
learning mampu mengenal sebuah kejadian
tanpa perintah darioperator dan dapat
menerima dan mempelgjari informasl yang
masuk, tanpa perlu diawasi.

Aplikasi Machine Learning dalam Bidang
Geospasial

Walaupun sebenarnya merupakan teknologi
lama yang telah ada lebih dari 5 dekade lalu,
seiring dengan kemajuan infrastruktur TIK yang
semakin balk dan perkembangan Big Doto
yang memungkinkan komputasi dilakukan jauh
lebih cepat dengan dgte storoge vyang
mumpuni, teknologi maochine learning
diprediksi akan semakin marak
penggunaannya di masa depan. Khususnya
dalam bidang pgeospasial, pemanfaatan
machine learning sangat dimungkinkan dengan
perkembangan teknologli Big Dato dalam
menangani permasalahan pengolahan dan
manajemen data spasial yang sangat besar,
termasuk diantaranya foto udars, citra satelit,
Lidar, terrestrial photographs, peta dengan
berbagai jenis dan resolusi, dan berbagai
variasi data pgeospasial lainnya dan
pertumbuhan data akibat pembaruan data
setiap perlode.

Teknologi machine learming dapat
dikatakan telah mentransformasi Industri
geospasial. Aplikasi geospasial generasi

terbaru dengan pendekatan machine learning
memperkuat ekosistern geospasial dengan
menyediakan tingkat persepsl near-
humonrecl-time  dengan  kemampuannya
dalam mengidentifikasi objek dan pola dari
citra satelit. Perusahaan seperti Digital Globe
misalnya telah dapat mengembangkan
algoritma vyang “dilatih” untuk mendeteksi
objek seperti pesawat terbang, kendaraan, dan
bahkan gajah, dengan volume data satelit yang
sangat besar dan melalui proses komputas]
vang banyak agar hasilnya dapat lebih efektif.
Platform DigitalGlobe, GDBX, memiliki
kemampuan untuk mengaplikasikan machine
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learming pada observasi muka bumi. Selain itu
platform ini juga memiliki kemampuan crowd
sourcing untuk menemukan dan memvalldasl
objek pada citra untuk memvalidasi algoritma
yang digunakan dan “melatih” mesin tersebut.
Perusahaan lalnnya, Orbital Insight,
memproses jutaan data dari piotform GDBX
untuk menganalisis Big Data geospasial.
Dengan membandingkan data saat ini dan data
satelit historis yang telah dikumpulkan
sebelumnya, Orbital Insight mengembangkan
algoritma yang dapat memprediksi kejadian
{tutupan lahan, hasil panen, perkembangan
kota, dll} di masa yang akan datang. Sementara
itu perusahaan teknologi Microsoft telah
melengkapi piranti lunak mochine learning-
nya, Microsoft Azure, dengan fungsi analisis
real-time geospasial. Dengan adanya fungsi Ini,
Azure dapat mengidentifikasi data geospasial
seperti titik, garis, dan poligon, komputasi
poligon berimpitan, dan persimpangan antar
jalur, dil.

Lebih lanjut aplikasi machine learning
dalam geospasial kehutanan saat ini telah
banyak dikembangkan, misalnya saja platform
Global Forest Watch yang dikembangkan oleh
University of Maryland dan World Resources
Institute vang salah satunya  dapat
menganalisis laju deforestasi setiap 16 hari
dengan data satelit. Di samping itu, pada
Januari 2017 lalu dilaporkan bahwa AidData
dan Global Environment Facllity telah berhasil
mengidentifikasi faktor faktor yang
berkontribusi pada degradasi lahan (a.l.
aktivitas manusia vyang menyebabkan
hllangnya produktivitas pertanian, tutupan
hutan, biomassa, dan keanekaragaman hayati)
dalam skala global dengan menggunakan
algoritma machine learning. Peneliti geospasial
AldData, Dan Rufola, menjelaskan metode
penelitian unik ini: "Kami melatih algoritma
kami untuk menggunakan data satelit dengan
resolusi lebih tinggi (resolusi 30 meter)
dibanding resolusi 500 meter yang umumnya
digunakan untuk studi global. Artinya, kami
dapat melihat perubahan pada setiap pchon,
bukan hanya seluruh wilayah hutan, Algoritma
kaml kemudian membandingkan wilayah studi
GEF dengan non wilayah studi yang mirip, dan
membangun kontrafaktual yang akurat
mengenai apa yang akan terjadi pada lahan,
balk ataupun buruk, tanpa adanya proyek
GEF”. Algoritma machine Jlearning vang
digunakan pada studi ini mensortir berbagai
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data, belajar —uniuk--mengidentifikasi dan
menemukan titik hasil dengan penyimpangan
positif — tanpa diberitahu bagaimana dan
dimana menemukannya.

Urgensi Penerapan Teknologl Big Datapada

KLHK

Dengan semakin mudahnya akses terhadap

data dan informasi pada era digital, sektor

publik memerlukan pendekatan teknologl dan
strategi yang baru untuk memanfaatkan hal
ini. Perkembangan teknologi juga menuntut
sektor publik untuk segera bertransformasi
dari penerapan business as usualke perubahan
progresif dengan memanfaatkan kemajuan
teknologi vang ada. Dengan kewenangan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK) yang mellputl wilayah yang sangat luas

(termasuk di dalamnya kawasan hutan dan

bukan kawasan hutan) dan dengan berbagai

keterbatasan sumber daya, sudah saatnya

KLHK menerapkan TIK yang lebih lanjut,

misalnya dengan pemanfaatan Big Doto

dengan teknologi machine learning ini.

Terdapat tipa urgensi penerapan teknologi

machine learning untuk analisis geospasial di

KLHK, yaitu:

1. Secara operasionalisasi, pengembangan
geospasial imtelligence dapat memberikan
data yang akurat dan faktual di lapangan
{dengan tingkat kepercayaan tertentu,
sesuai dengan komputasi  statistik).
Teknologi ini dapat memberikan gambaran
mengenai kondisi kawasan hutan dan
bukan kawasan hutan yang terkait dengan
kewenangan KLHK dengan hasil yang
hampir sama dengan persepsi manusia dan
data yang near reai-time.

. Secara Insthtusl, implementasi Big Data dan
machine learning dapat meningkatkan
efektivitas pelaksanaan tugas, anggaran,
maupun waktu. Efisiensi dan efektifitas
kerja akan turut membantu menciptakan
tata pemerintahan yang baik {good
governance). Dengan analisis data vang
cepat dan menyeluruh, petugas lapangan
KLHK dapat menyasar objek dengan lebih
akurat sehingga pada akhirnya akan
menghasilkan penghematan waktu
pelaksanaan dan utamanya menghemat
anggaran negara.

. Secara strategis, pemanfaatan machine
fearning dalam pemantauan kawasan hutan
dan bukan kawasan hutan akan mendukung




pengambilan kebijakan berdasarkan data
dan aktualitas di lapangan. Algoritma
maochine learning dapat memberikan
informasi kejadian di lapangan (contoh:
bukaan lahan secara illegal di kawasan
hutan) secara neor reaci-time sekallgus
memprediksi pola  sekaligus lokasi
pembukaan lahan di kawasan hutan.
Dengan demikian, dapat memberikan
peringatan leblh dini bagi KLHK dan
mempercepat pengambilan keputusan.

Analisis Manfaat Machine Learning pada
KLHK

Pemanfaatan machine learning di KLHK dengan
semakin berkembangnya TIK dewasa ini
menjadi hal yang sangat mungkin dilakukan.
Data sebagal komponen penting
pengembangan teknologi machine learning
dapat menjadi kekuatan dan juga sekalipus
kelemahan KLHK. KLHK tentunya memiliki data
yang paling akurat dan terpercaya serta
menyeluruh mengenai kondisi lingkungan
hidup dan kehutanan di Indonesia, namun
kualitas data harus menjadi perhatian. Kualitas
data (volume, velocity dan wvoriety) yang
dimiliki KLHK menjadi titik sentral
pengembangan Big Data di KLHK.
Permasalahan di institusi pemerintah biasanya
karena tidak adanya manajemen data vang
baik, data dijadikan sebagai bahan baku
laporan {setelah selesai bahan baku data
sudah tidak ada), serta data vang dibutuhkan
tidak konsisten {data historis sulit diperoleh).

Kekuatan selanjutnva yakni kolaborasi
dalam pewujudan  machine  learning.
Pengembangan pembelajaran mesin tentunya
memeriukan kolaborasi antar unit kerja
internal KLHK, utamanya Ditjen terkait,
Pusdatin, serta Balltbang Inovasi. Selain Ru,
pelibatan berbagai pemangku kepentingan
juga menjadi hal yang krusial, utamanya pakar
dari universitas-universitas dengan berbagai
latar belakang terkait, lembaga — lembaga
penelitian, €SO, praktisi TIK, dan berbagai
pihak lainnya vang dapat membantu
pewujudan hal ini.

Hambatan pengimplementasian
machine learning secara teknis yakni rumitnya
integrasl data dan maslh  kurangnya
kemampuan 5DM yang memahami teknologi.
Secara biaya juga harus diakui teknologi ini
dapat dikatakan tidak murah, biaya
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pengembangan —Big—-Datebervariasi antara
2.500 USD = 10.000 USD per Terabyte. Selain
itu, sistem ini juga bukannya tanpa kelemahan.
Kelemahan krusialnya menurut beberapa
peneliti yakni, karena sistem machine learning
mengembangkan aturannya sendirl, terkadang
tidak dapat dijelaskan bagaimana atau
mengapa algoritma memberikan hasil
tertentu. Hal ini masih menjadi hal yang riskan
untuk bergantung pada “kotak hitam” ini.

Sehubungan dengan hal tersebut,
pengembangan Rencana Induk untuk TIK
{RITIK} KLHK menjadi hal yang krusial.

Mengingat nilai investasi untuk infrastruktur
teknologl informasi sangat tinggi ditambah lagi
dengan kecenderungan teknologi vang cepat
usang, perencanaan kebutuhan TIK, termasuk
pengembangan Blg Datog maupun machine
learning, membutuhkan kecermatan vang
tinggi dalam perencanaannya. RITIK akan
mengintegrasikan pengembangan TIK antar
satuan ker]a sehingga visi dan kepemimpinan
TIK menjadi lebih jelas dan utamanya prioritas
pengembangan TIK pun menjadi lebih jelas.

Probabliitas ImplementasiBlg Datapada
Program Prioritas KLHK

Tujuan yang diharapkan dari
pengimplementasian Big Dota pada KLHK yakni
berdaya guna secara operasional,
meningkatkan efektifitas dan efesiensi
institusi, serta menghasilkan  kebijakan

strategis yang akurat dan berdampak.

Utamanya dalam penvelesaian konflik
berlarut-larut mengenal penguasaan kawasan
hutan secara illegal oleh pihak swasta,
masyarakat, pemerintah daerah setempat
{melalul peletakan fasllitas sosial dan fasilitas
umum di dalam kawasan hutan}, dipandang
memeriukan pendekatan alternatif setelah
pendekatan melalui kebijakan maupun
tindakan persuasif maupun represif masih
helum membuahkan hasil yang
menggembirakan. Implementasi Big Daoig
dapat mengintegrasikan berbagai jenis data
dan informasi (termasuk data sosial ekonomi)
sehingga dapat menghasilkan alternatif solusi
vang lebih komprehensif.

Ke depannya, dengan penerapan Big
Data, ground check di lapangan akan semakin
efektif, dimana lokasi pelaksanaan ground
check didasarkan pada tingkat kepentingan
dan urgensl yang dapat dihasilkan dari

‘pemrosesan machine learning.
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Selain ity diharapkan dengan
implementasi Big Dato, upaya merealisasikan
program TORA {Tanah Objek Reforma Agraria)
yang menjadi amanat Presiden kepada KLHK
dapat terealisasi sesual target. Kurangnya
integrasi data menyebabkan pemahaman yang
parsial sehingga menimbulkan kendala dalam
kebijakan. Seringkali kendala TORA di lapangan
yakni alokasi wilayah TORA pada wilayah yang
rawan konflik. Misalnya saja hasll pemantauan
tim Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan pada
Ekosistem Tesso Nilo bulan Juni lalu
menunjukkan bahwa wilayah alokasi TORA
tersebut sangat rawan. Penguasaan hutan
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secara ilfegal marak-di-~dalamnya. Hal ini
menjadi ironi, mengingat bahwa KLHK telah
memiliki peta sebaran wilayah konflik seluruh
Indonesia, namun alokasi wilayah TORA masih
bersinggungan dengan wilayah konflik
tersebut.

Di masa depan diharapkan implementasi
Blg Deota dan machine Jlearning dapat
membanty memberikan informasi vyang
komprehensif dalam pengambilan keputusan
sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh KLHK
dapat berkualitas dan berdampak luas bagl
kesejahteraan rakyat.




SEKILAS ACARA WORKSHOP ON REGIONAL LAND COVER MONITORING
SYSTEM (RCLMS) — PRODUCTION WORKSHOP #4
CUSTOMIZATION AND USER ENGAGEMENT, SERVIR -MEKONG

Oleh: Melisa Elisabeth
4BCLMS) - Production Workshop #4:

miir-ricms.appspot.com; (2} Peserta
yang dilakukan pada tanggal 1 %.d.°37% _ ahami struktur dan operasi
Agustus 2017 yang diselenggarakan di rogram RLCMS; (3) ldentifikasi dan rencana
Bangkok, Thailand. Peserta Workshop yang pengembangan  RLCMS  sesual  dengan
diundang dari beberapa negara diantaranya kebutuhan pengguna.
yaitu Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam dan RCLMS merupakan sistemn pemantauan
Mepal dan beberapa organisasi tergabung penutupan lahan dengan metode otomatis
dalam Program Servir Mekong seperti ADPC klasifikasi yang diproses dengan aplikasi survey
|Aslans Disaster Preparedness Center), NASA hutan/penutupan lahan vyaitu Collect Earth
(The Natlonal Aeronoutics and  Space Online dengan portal ceo.sig-gis.com yang
e infstration), USAID (The United Stotes memungkinkan pengumpulan data melalui
_[Br International Development), FAD data citra satelit yang sudah tersedia secara
Food and Agriculture Organization of the online (Google Earth, Bing Maps dan lain-lain).
‘d  Nations). SERVIR-Mekong bekerja
beberapa -organisasi tersebut untuk
n sistem RCLMS.
-Mekong bekerja bersama
n° beberapa organisasi ini  untuk
rbalki pengelolaan lingkungan dan
berikan bantuan membangun ketahanan
rhadap efek negatif pada perubahan iklim
. pada negara-negara yang sudah didukung
' diantaranya vaitu Kamboja, Laos, Vietnam,
Thafland dan Myanmar. SERVIR bekerja untuk

Workshop on Regional Land
stomization ond User Eﬁg‘qg

memperlancar akses data dan citra dari satelit Gambar 2. Aplikasi Collect Earth Onilne
sehingga pengguna dapat mengintegrasikan
informasi ini ke dalam alat dan model yang Awal Program SERVIR Mekong ini

dapat diakses oleh berbagai pengguna yafig dimulai dari suatu kondisi yang sedang dialami
membutuhkan data tersebut. \" oleh Bumi saat ini sebagai saksi dari sistem
iklimg, yang belum pernah terjadi sebelummya.
Bl satu kejadian yang terjadi saat ini yaitu
I@nasgn bumi dengan kenaikan permukaan
jir dan kekeringan yang terjadi lebib
ekosistemn berubah secara dramatis
g+ mengubah mata pencaharian bagi
yang terkena dampak besar Dalam
s lingkungan yang berubah, beberapa
IBeEn masyarakat membutuhkan Informasi
¥ang dibutuhkan untuk memahami dan
memecahkan tantangan lokal, nasional dan
internasional. Solusi dari tantangan inl dengan
menggunakan iimu  pengetahuan  dan
Tujuan dari kegiatan ini antara lain yaitu teknologi. Sehingga diperlukan pengambilan
(1) Meluncurkan portal Regional Land Cover tindakan sebelum kerusakan menjadi lebih
Monitoring System (RCLMS] dengan alamat parah,

Garmbar 1. Peserta Workshop

WAL T
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Salah  satunya dengan  membangun statistik untuk menunjukan tingkat emisi gas

sistern  pemantauan  penutupan  lahan rumah kaca, vang akan digunakan sebagai
menggunakan teknologl penginderaan Jauh pengelolaan kegiatan untuk menurunkan emisi
melalui  pemanfaatan penggunaan satelit. dan melaporkannya kepada UNFCCC (United
Salah satu jenis satelit yang baik digunakan Nations Framework Convention on Climate
adalah satelit pengamat bufi yang dirancang Change.

"

khusus untuk mengamati Bumi dari orbit.
Peluncuran satelit buatan .man
pertama “Sputnikl® diluncurkan oleh: Negad®
Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957 hingg
berbagai satelit pun mulai berkembang deng
berbagai macam jenis satelit yang Sgug
hingga sekarang. Penggunaan saf]
memberikan keuntungan wntuk mend
pengetahuan dan pemahaman kondis
seluruh tanah. Mengumpulkan ?ﬂ :
tentang planet dan ikiim dalam sKala yang Gambar 4, Diskusi Nasional GHG
global. Data vyang dikumpulka#h selama i akan. berdanjct: dengan

bertahun-tahun, memillki potensi informasi P rogram bt i Ui s i c
vang bisa diketahui khususnya penyebab pesiart CAN GREArBas] QAN VWINSIchs I Lt

S R menggunakan sistem RCLMS salah satunya
prnbhsn dim nl alatnya yaitu Collect Eorth Online guna
membantu memberikan layanan di negara-
negara yang sudah berkerja sama untuk
membantu  menurunkan resiko  perubahan
Iklirn dan lingkungan termasuk bencana.

Kelebihan dari Pemantauan penutupan
lahan dapat dilakukan dengan menggunakan
cloud computing/sistem komputer awan yang
mempunyal kelebihan lebih cepat dan tidak
membutuhkan alat penyimpanan dan alat

: pemrosesan citra satelit  sendifi serta
" Kegiatam RCLMS ini sebagai bagian dari membutuhkan sedikit SDM. Hai ini berpeluang
- gram  SERVIR-Mekong  yang  sudah sebagai bahan pengembangan  sistem

ksanakan dari tahun 2014-2019. Program monitoring hutan nasional sehingga lebih

Garfbar 3. Diskusi Sistem ACLMS

" servir Mekong ini bekerja sama dengan cepat, akurat, konsisten dan transparan.

beberapa organisasi untuk membantu negara- invedrmsis hsnisers 0F Erran et & Foresto

negara dalam  menggunakan  informasi Borviv . it bttt oyoes

disediakan melalul observasli bumi dan =] =2

teknologi geospasial untuk mengatur resiko = ==

vang terjadi pada iklim. = A=
Workshop ke 4 melanjutkan kerjasama = |:—-"—._r—|

yang diperkenalkan sebelumnya pada : ! '

Workshop ketiga. Partisipasi organisasi dan- o

lembaga berkolaborasi membangun.
RCLMS pada negara masing-masi
disesugikan dengan rencana pem
negara tersebut sendiri,
Salah satunya negara Vietnam :
Myanmar merencanakan menggunakan s-stern "
inl sebagali ukuran dan pelaporan guna
mengatasi perubahan iklim, salah satunya
melalui pengembangan peta tahunan dan

Volume 15 Edisi IT Tahun 2017 31




PENGELOLAAN HUTAN

Oleh: Andika Pratama

Technology is the art of utilizing scientific knowledge
(Kust & Rosenweig)

satu fakior yang  memberikan

kontribusi yang signifikan disetiap sendi
kehldupan. Tak dipungklrl lagl bahwa peranan
teknologi mempunyai andil besar terhadap
kemajuan peradaban manusia, sangat
disayangkan jika tidak dipergunakan untuk
menunfang efislensl dan efektifitas pekerjaan.
Salah satu teknologi paling mutakhir yang
bisa dimanfaatkan  untuk menunjang
pekerjaan yaitu Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
atau lebih dikenal dengan sebutan Drone.
Drone merupakan pesawat tanpa awak vang
dikendalikan dengan sebuah remote control
yang dilengkapi dengan GPS sebagai navigasi
dan fock position. Remote Drone dapat
digantikan dengan smartphone mengunakan
aplikasi yang dapat didownload di oppstore
maupun playstore.

Perkembangan teknologl menjadi salah

Definisi teknologi menurut Miarso
{2007:62). Teknologi adalah proses yang
meningkatkan nilai tambah, proses tersebut
menggunakan atau menghasilkan suatu
produk, produk yang dihasilkan tidak terpisah
dari produk lain vang telah ada, dan karena
itu menjadl baglan Integral darl suatu sistem.
Sedangkan pengertian teknologi  menurut
situs Wikipedia adalah keseluruhan sarana
untuk menyediakan barang-barang yang
diperlukan bagl kelangsungan dan kenyamanan
hidup manusia.

Unmanned Aerigl Vehicle (UAV), vang
leblh dikenal dengan Drone adalah sebuah
mesin terbang yang berfungsi dengan kendali
jarak jauh oleh pilot atau mampu
mengendalikan dirinya sendirl, mengunakan
aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa
digunakan kembali dan mampu membawa
muatan. Penggunaan dan pengembangan
teknologi drone muncul sejak awal abad 19,
sebelum perang dunla |, pertama kall tanggal
22 Agustus 1849, Pada sast ity
pertempuran antara . Autris=

Venesla, Italla. Austrla yang menguasal
mayoritas wilayah Italia meluncurkan ratusan
balon dari kapal Austria Vulcano. Kemudian,
pada tangeal 8 November 1893, Nicolas
Tesla keturunan Serbia mematenkan remote
kontrol atau pengendali jarak jauh temuannya
yaitu kapal dan balon yang bisa dikendalikan
dal Jarak Jauh. Pada awalnya Drone
dikembangkan untuk kebutuhan militer, namun
seiring berjalan waktu perkembangan
teknologi membuat drone juga mulai banyak
diterapkan untuk kebutuhan slipll, di bidang
bisnis, dan industri.

Schenamya, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan juga mempunyal sarana
angkutan udara yaitu microfight trike sebanyak
27 (dua puluh tujuh) unit yang saat ini
tersebar di 8 [delapan) Taman Nasional (TN},
14 (empat belas) Balal Pemantapan Kawasan
Hutan (BPKH} dan Direktorat Inventarisasi
Pemetaan Sumber Daya Hutan (IPSDH).
Microffght trike merupakan salah satu sarana
angkutan udara yang dapat digunakan untuk
menunjang pengurusan hutan, hanya saja
peralatan tersebut tidak tersebar secara
merata dan belum beroperasl secara optimal.

Saat ini fotogrametri atau teknik
pemetaan melalui foto udara sudah banyak
yang mengunakan UAV/drone  dalam
mengambil dan  merekam data  untuk
kegiatan survel lapangan karena
menghasilkan cakupan lahan yang luas,
sedangkan Implementasinva dinilai leblh

praktis dan murah jika dibandingkan dengan
menyewa peralatan fotogrametri lainya. Hal
Inl tidak mengherankan [ika mengunakan
UAV/drone yang dilengkapi GPS dan kamera
digital serta peralatan komputer yang baik
survei pemetaan fotogrametri  dapat
menghasilkan data dengan akurasi 1-2 cm
{www.koordinat.|d}. Maka dari Itu UAV/drone
merupakan salah satu teknologi mutakhir
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hutan khususnya ditingkat tapak.

UAV/drone juga memiliki keterbatasan,
sebagal contoh salah satu Jenls pesawat
Aerosonde sejauh Inl hanya digunakan di
daratan dan pada daerah di mana kendaraan
dapat diluncurkan. Hal ini mungkin karensa
kesulitan  pengoperasiannya, UAV/drone
tersebut juga tidak bekerja dengan baik pada
angin besar seperti yang ditunjukan oleh Lin
dan Lee (2008) saat digunakan untuk
mengukur kecepatan angin dalam topan.
Keterbatasan UAV/drone antara lain: (1)
Persyaratan pelatihan dan peraturan untuk
menerbangkan UAV/drone di udara; (2)
keterbatasan kemampuan sensor gambar; (3)
pengolahan citra dapat lebih sulit apabila
stabilitas pesawat rendah dari penggunaan
sensor yang berkualitas rendah.

Hasil analisis dari beberapa kegiatan
atau penelitian mengunakan UAV/drone,
diuralkan oleh Barnard Microsystems Limited
(2011) bahwa keuntungan UAY dibandinghkan
dengan pesawat berawak, antara lain:

¢ Dapat diterbangkan kapanpun, siang
maupun malam. Dalam kondisi cuaca

vang berbahava UAV/drone masih
dapat digunakan tanpa khawatir
keselamatan awak yang
mengendarainya.

e Dengan contro!l computer, pesawat

dapat terbang pada jelur penerbangan
yvang akurat, maka dua UAV dapat
terbang berdekatan satu sama lain,
sehingga survei dapat dilakukan dalam
waktu yang lebih singkat.

¢ Jlka terjadl suatu kesalahan dalam
sistem, pesawat dapat digantikan oleh
UAV back-up, agar pekerjaan yang
dilakukan dapat selesai tepat waktu.
Beberapa UAV Juga dapat mengukur
data di lokasi survei yang sama, untuk
memberikan data yang berkualitas.

¢ Dapat terbang rendah dengan aman
sehingga memungkinkan pemetaan
aeromagnetic dengan resolusi tinggi.

+ Data darl masing-masing penerbangan
UAV dapat di-update di server computer
secara real time, sehingga

memungkinkan pengguna  melihat

informasi terbaru  melalui internet.

_Ijarganya
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ewdE" berawak, baik

args n pesawatnya, biaya
terbang, operasional, maupun unit
pengontrol pesawat di darat.

» Leblh ramzh lingkungan dan tidak bising,
dengan perbandingan bahan bakar 16
g/km untuk UAV dan 152 g/km untuk
Skylane Cessna, maka UAV?drone
menghasiikan CC2 leblh sedikit.

Dari wraian di atas penggunaan
UAV/drone sangat bermanfaat dalam
mendukung  keglatan pengelolaan dan

pemantapan kawasan hutan antara lain untuk
patroli udara, pemantauan titik api (hotspot),
pemetaan tata batas, serta percepatan proses
penetapan kawasan hutan. Kemudlan Juga
untuk inventarisasi dan pemantauan sumber
daya hutan, survey udara untuk areal
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan potret
udara untuk koreksi informasi geospasial.

Seperti salah satu contoh pada kegiatan
verifikasl survel hutan alam primer, teknologi
drone Inl sangat membantu pelaksana dalam
mengetahui kebenaran data penutupan
lahan hasil penafsiran citra sehingga dapat
meningkatkan kualitas hasil  penafsiran.
Dengan memanfaatkan teknologi drone
penafsir dapat membandingkan secara
langsung kenampakan obyek di citra dan
kenampakan obyvek vang sama di lapangan
sesuai karakteristiknya. Jika ditinjau dari aspek
pendanaan, teknologi drone sangat efisien
serta waktu pelaksanaan menjadi lebih
efektif apablla dibandingkan dengan ground
check lapangan yang membutuhkan waktu
yang lama dengan biaya yang relatif lebih
mahal. Ada beberapa hambatan yang perlu
diperhatikan jika mengunakan teknologi
drone ini antara lain, adanya persyaratan
khusus vang diperlukan seperti izin
penerbangan drone, selalu terhubung antar
plranti yang digunakan dan Jika tidak cermat
dalam penentuan fock position pada titik
sampel plot maka data yang dihasilkan
menjadl kurang baik.

Pengetahuan menjadi sangat penting
seandainya inovasi ini terealisasi, hal ini tidak

dapat dipungkiri karena membutuhkan
support yang diyakini dapat meng-cover
pelaksanaan tugas di lapangan.

igriukan payung hokum




S

iflapat mengakomodasl  kapasitas
penggunaan teknologi drone ini  untuk
memperbaharui pengetahuan teknis pelaksana
di lapangan.

Jika ditinjJau darl penjelasan di atas
transformasi secara integral penggunaan
teknologi UAV/drone banyak sekali manfaat
yang diperoleh balk darl segl aspek efisiensl
pendanaan maupun  aspek  efektivitas
pekerjaan. Maka dari itu tidak ada salahnya
Jjika diterapkan secara inklusif di Unit Pelaksana
Teknls Direktorat Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan dalam rangka pelaksanaan
kegiatan pengelolaan hutan yang lebih efisien
dan mengikuti perkembangan zaman.
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MODEL OPTIMASI POLA PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
DI WILAYAH KAWASAN RAWAN BENCANA VULKANIK

Latar Belakang

erkembangan pengelolaan hutan rakyat

mengikuti kebutuhan petani berakibat
pada perimbangan pergeseran faktor
ekologi dan ekonomi. Demikian juga dengan
silvikultur tradisional yang berkembang ke
sistern monokultur, kondisi tersebut berakibat
pada penurunan sistem pengelolaan hutan
rakyat sebagai bentuk dari kelestarian.
Pengelolaan hutan rakyat baik di pekarangan
dan tegalan berdasarkan model pemanfaatan
ruangnya meliputi dataran rendah yang
dicirikan dengan basis produksi pangan,
datsran pertengahan atav tinggl untuk
produksi kayu serta jenis di bawah naungan
dengan nilai ekonomi rendah tetapi
mempunyai diversifikasi yang tinggi {Grant. L.
W, dkk., 1997 dan Priyono Suryanto, 2014).

Pentingnya hutan rakyat dalam konteks
kehidupan di atas dalam pengelolaannya tidak
bebas dari tantangan. Tantangan yang paling
penting adalah pergeseran dari hutan rakyat
sebagai  hutan miniatur menjadi  hutan
monokultur.  Pergeseran ini  terjadi  ketika
hutan rakyat mengalaml penguatan fungsi
produksi. Hal ini terjadi karena bidang
pertanian telah mengalami penurunan
produksi akibat perubahan iklim. Peningkatan
produksi hutan rakyat diwujudkan dengan
pemilihan jenis spesies yang berkembang
pesat dengan sistem maonokultur tanam.

Permasalahan pokok yang menjadi fokus

dalam makalah ini adalah bagaimana
mengetahui dinamika ruang yang
dikembangkan dalam pengelolaan  hutan

rakyat sebagal dasar untuk mempersiapkan
pengelolaan  yang lebikh  produktif  serta
berkelanjutan, dan petani hutan rakyat dapat
memilih skenario pengelolaan hutan rakyat
yang terbaik atau optimal melalui pemodelan
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Oleh: Setiaji
Staf Jaringan Data Spasial Kehutanan

simulasi yang dapat memprediksi tingkat
pendapatan petani hutan rakyat pada berbagai
luas unit pengelolaan yang tersedia, dan layak
untuk diusahakan, dengan analisis manfaat
dan biaya dari beberapa variabel ekonomi
melalui pendekatan pemodelan sistem. Tujuan
dari pembuatan makalah ini adalah menmyusun
dan membuat model simulasi pengelolaan
hutan serta menentukan model pengelolaan
hutan rakyat terbaik/optimal di Kecamatan
Cangkringan dengan  berbagai skenario
pangelolaan hasil hutan. Adapun manfaat yang
diharapkan adalah : pertama, model simulasi
pengelolaan hutan ini diharapkan dapat
membantu dan memberikan masukan dalam
pengelolaan  hasil hutan dalam  rangka
meningkatkan pendapatan; kedua,
memberikan informasi mengenal pengelolaan
hutan rakyat yang memiliki potensi untuk
dikembangkan di Kecamatan Cangkringan;
ketiga, dapat dijadikan alternatif kebijakan
pengelolaan hutan rakyat di kawasan rawan
bencana  Merapi  bagi  kesejahteraan
masyarakat,

Hasil dan Pembahasan

Penyusunan Model Simulasi Pengelolaan
Hutan Rakyat di Kecamatan Cangkringan

Dalam penyusunan model pengelolaan hutan
rakyat terdiri dari satu model utama yaitu
model ekonomi, submodel dinamika lahan,
submodel produksi kayu, submodel produksi
non kayu, Model simulasi ekonomi ini terdiri
dari empat sub model antara sub satu sub
model dengan sub model lainnya tidak saling
mempengaruhi namun  model utama
dipengaruhi secara langsung dan tidak
langsung oleh sub model yang ada. Berikut
adalah gambaran interaksi sub model dan
maodel utama dalam Gambar 1.
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Gambar 1. interaks sub model dengan model utama

Identifikasi Isu, Tujuan, dan Batasan
Isu yang diangkat ke dalam pemodelan
simulasi Ini adalah peningkatan pendapatan
petani hutan rakyat di Kecamatan Cangkringan
dengan mengembangkan keglatan usahanya,
sedangkan tujuan dari penyusunan model ini
adalah membuat model simulasi pengelolaan
hutan hutan rakyat dan menentukan model
simulasi terbaikfoptimal berdasarkan NPV,
BCR vyang diperoleh dari beberapa
skenario pengelolaan hutan vyang telah
dirancang. Pembuatan model imi
memperhatikan potensi tegakan, perubahan
volume produksi, suku bunga, rasio ke lestarian
hutan, dan jangka waktu pengelolaan.
Batasan-batasan yang digunakan dalam
pemyusunan model simulasi ini terdirl dari
biaya, benefit cost ratio {BCR), daur, dinamika
lahan, fluktuasi blaya, fluktuasi produksi,

— |

fluktuasi harga, gangguan hutan, harga, jumlah
pohon, jangka waktu, lahan hutan rakyat, luas
areal hutan rakyat, luas penanaman, lokasi, net
present value (NPV), pemasukan, pendapatan,
pengeluaran, pemanfaatan tanaman, rasio
kelestarian hutan, riap, stonding stock. suku

bunga, volume kayu sengon, dan wvolume
produksi.

Formulasi Model Konseptual

Konseptualisasi model dilakukan  untuk
mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap
model wyang akan dibuat. Konseptualisasi
model dilakukan dengan mengidentifikasikan
semua komponen yang terlibat  dalam
pemodelan dan mengelompokannya ke dalam
beberapa baglan seperti dijelaskan dalam
Gambar 2.
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Penggunaan Model

Penggunaan  model  dilakukan  untuk
menerapkan model ke dalam skenario-
skenario yang telah dirancang sebelumnya.
Penggunaan model dalam berbagai skenario
kebijakan ini digunakan untuk mencapai tujuan
dari pembuatan makalah yaitu memperoleh
rekomendasi pengelolaan usaha optimal/
terbaik terutama dari segi kelestarian ekonomi
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atau membantu kebijakan publik. Proyeksi
yang digunakan dalam skenaric kebijakan
penggunaan model pengelolaan hutan rakyat
dijelaskan dalam Gambar 3 dan skenario
pengelolaan hutan rakyat dalam Gambar 4,
pilihan skenario kebijakan dalam Tabel 1 dan
Alternatif pengelolaan hutan rakyat dalam

Tabel 2 sebagai berikut:
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Gambar 3, Proyeksi pengelolaan hutan rakyat dengan skenario {(a); nilai NPV HR, BCR HR, biaya pengelolaan kayu,
pendapatan hutan rakyat berdasarkan kondisi berjalan (b); skenario pengelolaan lahan hutan rakyat dengan alokasi
lahan dua kali lipat saat ini (c); skenario pengelolaan lahan hutan rakyat dengan alokasi semua lahan untuk kayu (d);
skenario pengelolaan lahan hutan rakyat dengan alo kasi semua lahan untuk non kayu.
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Gambar 4. Skenario kebijakan pengelolaan hutan rakyat (a); berdasarkan
nilai Net Present Value {NPV) {b); berdasarkan nilai Benefit Cost Ratio (BCR)
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Tabel 1. Pilihan skenario kebijakan, dinamika |ahan, produksi kayu, produksi non kayu, dan nilai
ekonomi pada berbagai pilihan kebijakan sampzi dengan periode akhir jangka waktu

investasl,
Skenario Indikator
Kebijakan Dinamika Lahan  Produksi Produksi Non Milai Ekonomi
Kayu Kayu
(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) NPY BCR
Skenario 1 3470 34,7 B2 0,82 208 2,08 203,996,676 8
Skenario 2 6240 69,4 768 0,76 249 249 200,582,259 8
Skenario 3 3470 34.7 112 1,12 50 0,5 221,496,565 8
Skenario 4 3470 34,7 8 0,009 779 7,79 156,135,355 ]
Berdasarkan kondisi saat inl dapat berada di tahun ke & [enam) yang berarti

dihitung keadaan Break Event Point {BEF) atau
tittk Impas pengelslaan  hutan  rakyat
(muitikultur) adalah luas mahoni (20,85214
ha), luas sengon (1,678264 ha), total luas kayu
(22,5304 ha), luas total non kayu (42,39872
ha). Luas total pengelolaan kayu dan non kayu
adalah (62,92912 ha) atau 1,35 % |uas
pengelolaan hutan rakyat dari luas seluruh
Kecamatan Cangkringan (4799 ha). Titik impas

Tabel 2. Alternatif Pengelolaan Hutan Rakyat

dimulainya keuntungan
pengelolaan lahan hutan rakyat.

Kebijakan pengelolaan hutan rakyat
pada berbagai skenario  memberikan
keragaman manfaat ekonomi dan lingkungan,
serta  dapat dikelola sebagai  kawasan
pengelolaan adaptif maupun intensif. Berbagai
alternatif pengelolaan hutan rakyat terdapat
pada Tabel 2.

pendapatan

Gangguan Blaya Modal / Anggota / Peruntukan Peruntukan
Hutan [manusia Investasi (Rp)  Pemberdayaan Kayu Mon Kayu
dan alam} {Orang/@1 ha) (Ha) (Ha)
{rerata %) (Break Event (Break Event {Break Event {(Breok Event Point)
Point} Point) Paint)
10 506.492 444 T 22.5 42.4

Pemilinan berbagai jenis pohon kayu
dan non kayu yang ditanam adalah jenis yang
cepat tumbuh, bernflal ekonomi tinggl, dan
menguntungkan  semua  pihak, terkait
pemilihan kayu yang dipanen setiap tahun
adalah riap pertumbuhan setiap hektar, serta
peningkatkan ketrampilan budidaya
masyarakat tanl hutan rakyat mellput
pemilihan bibit, pemupulkan, penanggulangan
penyakit, pengolahan tanah, dan penanaman,
memperoleh rap tahunan yang maksimum
dengan menentukan umur tebang atau rotasi
tebang vang tepat, penjarangan yang tepat
ggar membuka ruang tumbuh yang cukup
kepada tegakan tinggal, dan perlindungan
berbagal gangguan yang dapat merusak
tegakan. Hasil hutan yang lestari dipenuhi bila
wvolume hasil yang dipungut sama besarnya
dengan volume riap pertumbuhan dari seluruh
tegakan pada waktu itu dalam satu unit
kekekalan.

Kesimpulan
Berdasarkan hasll analisis finansial yang telah
dilakukan, maka skenario pengelolaan hutan
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rakyat terbaik/optimal atau dinyatakan lestari
secara ekonomi di Kecamatan Cangkringan
adalah skenario ketiga, valtu pengelolaan
hutan rakyat dengan skenario semua alokasi
lahan untuk kayu . Dengan menerapkan
skenarioc ini  petani hutan rakyat akan
memperoleh keuntungan sebesar NPV yaitu
Rp. 221496565 selama jangka waktu
pengelolaan selama 10 tahun dengan
memperhitungkan tingkat inflasi sebesar 7%.
Pada kondisi berjalan pengelolaan hutan
belum optimal, hutan rakyat periu dikelola
SECara adaptif maupun intensif.
Pengembangan hutan rakyat pada lahan
dampak bencana di Kecamatan Cangkringan
meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan
masyarakat dalam pengelolaan hutan. Proses
pembuatan model dan penggunaan model
dalarn skenario pengelolaan hutan yang dapat
rakyat memberikan masukan bagi para
pengambil kebijakan publik didemokan dalam
makalah ini.

Volume 15 Edisi 1T Tahun 2017



Daftar pustaka
Abdarllah 0.5., Hadikusumah HY., Takeuchi K.,

Dkubo 5 and Parikesit, 2006,
Commercialization of hemegardens in an
Indanesian village: vegetation

composition ond functional changes
dalam Tropical homedardens: A time-
tested  exomple of  sustainable
ogroforestry. Editor Kumar B.M. and
Mair P.K.R. Springer Science, Dordrecht.

Asnan, Hefnl, Sardjono, M.A. Ruchaemi, A. dan
Agang, M. W. 2012, Optimalisasi
Pendopatan Huten Tanaman Jenls
Meranti Merah, Sengon, Mahoni, Pulal
dan Boyur dalam Kombinasi Pengeloioan
i Kalimantan Timur. Jlurnal Hutan Tropls
Volume 13 No. 2, September 2012.
Samarinda (ID): Laboratorium Sosial
Ekonomi dan Laboratorium Biometrika
Fakultas Kehutanan Universitas
Mulawarman.

Aswandi, Ronggo, 5.Suprivo, H. Hartono.
Faktor-faktor Penentu Kekritisan dan
Pengembangan  Kriterla  Indikator
Kekritisan Ekosistern Gambut Tropika di
Trumor dan Singkll, Provinsl Aceh. Jurnal
Manusia dan Lingkungan Volume 22,
MNo.3:319-325, Nopember 2015.

Barrios, G.1., 2003, Plant-plont interractions in

tropical agriculture. Dalam Tropical

Agroecosystems. Editor ). Vandermeer.

Mew York, NY-:CRC Ptrss,

Consolidated  Analysis  Centers

Incoporated Inc. Modeling B Simulation

[CACT]

Volume 15 Edisi IT Tahun 2017

39

Basics:
(http://www.caciasl.com/ms_basics.cfm
| [11 Desember 20015]

Carter, J.n.d. Recent experience in
collaborative  forest  management
approaches:  review of key issues.
Switzerland:Intercooperation.

Forrester, JW. 1999, Systems Dynamics: The
Foundation Under Systems Thinking.
Sloan School of  Management
Massachusetis Institute of Technology.
Cambridge, MA 02139,
-4828. hitml

Grant. ). W,, E.K. Pedersen and 5.L Marin.
1997. Ecology and MNatural Resource
Management: Systemn Analysis and
Simulation. Addison-Wesley Publising
Company. Reading. Massachusetts.

Harmini, Ratna W.A., Juniar A. Model Dinamis
Sistern  Ketersediaan Daging Sapl
MNasional. Jurnal Ekonomi Pembangunan
Volume 12, MNo.1:128-146 (2011).
Kementerian Pertanian,

Morecroft, J. D. W. And J.D. 5terman (eds).
1954, Maodelling  for Learning
Organzations System Dynamic Series.
Productivity Press, Portland, Oregon.

Purnomo H. 2003. Model Dinamika Sistem
untuk Pengembangan Alternatif
Kebijakan Pengelolaan Hutan yang Adil
dan Lestari. Jurnal Manajemen Hutan
Tropika Volume IX, No. Z2:42-62 (2003).
Institute Pertanian Bogor.

B




e URGENSIINVENTARISASI HUTAN

DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN KEHUTANAN
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH MENUJU PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Oleh: Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P.

Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan BPKH Wilayah XVi Palu

A. Pendahuluan

engelolaan hutan harus dilakukan

dengan memenuhi  prinsip-prinsip

kelestarian. Kelestarian hutan dapat
terwujud bila terpenuhi setidaknya tiga syarat
pengelolaan hutan, yaitu (1) adanya jaminan
kepastian kawasan hutan (pemantapan
kawasan hutan); (2) pemanfaatan hutan (etat
produksi) yang tidak melebihi riap tegakan;
dan (3) adanya jaminan permudaan kembali
setelah kegiatan pemanfaatan hutan atau
penebangan. Kepastian kawasan hutan dapat
dicapai melalui proses pengukuhan kawasan
hutan sehingga seluruh kawasan hutan
memiliki status sah secara hukum, diakui oleh
berbagai pihak tanpa ada konflik dan tumpang
tindih kepentingan (legal dan legitimate).
Volume dan luas pemanfaatan hutan yang
tidak melebihi riap tegakan atau pertumbuhan
dapat dicapai melalui pengaturan hasil hutan
secara lestari, sehingga diperlukan informasi
potensi sumber daya hutan yang bisa
diperoleh melalui kegiatan inventarisasi
hutan. Ketiga syarat kelestarian hutan tersebut
secara ringkas meliputi tiga kegiatan yaitu
pengukuhan kawasan hutan, inventarisasi
hutan dan pengaturan hasil, serta penanaman
atau rehabilitasi hutan dan lahan. Ketiga
kegiatan tersebut merupakan bagian dari
pengurusan hutan (perencanaan kehutanan
dan pengelolaan hutan) yang dilakukan oleh
Pemerintah cq. Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan untuk memperoleh manfaat
hutan secara lestari dan kesejahteraan
masyarakat.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor
41 tahun 1999 tentang Kehutanan,
perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi
hutan,  pengukuhan kawasan  hutan,
penatagunaan kawasan hutan, pembentukan
wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan
rencana kehutanan, yang dimaksudkan untuk
memberikan pedoman dan arah yang

kehutanan yang lestari untuk kemakmuran
rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Inventarisasi hutan  dilaksanakan  untuk
mengetahui dan memperoleh data dan
informasi tentang sumber daya, potensi
kekayaan alam hutan, serta lingkungannya
secara lengkap (Anonim, 2006). Data dan
informasi hasil inventarisasi hutan digunakan
untuk mendukung kegiatan pengukuhan
kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan,
pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
penyusunan MNeraca Sumber Daya Hutan,
rencana kehutanan, dan sistem informasi
kehutanan. Menurut skala pengelolaan,
inventarisasi hutan meliputi inventarisasi
hutan tingkat nasional, wilayah, daerah aliran
sungai, dan unit pengelolaan. Berdasarkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/
OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan,
inventarisasi hutan  tingkat nasional
dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan
Hutan.

Inventarisasi hutan tingkat nasional
dilakukan melalui kegiatan Enumerasi TSP/PSP
(Temporary Sample Plot dan Permanent
Sample Plot), yaitu dengan cara membuat PSP
dan TSP pada lokasi yang telah ditentukan
untuk mendapatkan data dan informasi
tentang potensi sumberdaya hutan dan kondisi
lahan. Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi
PSP merupakan upaya memonitor perubahan
dan perkembangan keadaan sumber daya
hutan secara berkala. Hasil dari kegiatan ini
dapat dijadikan sumber data dalam
penyusunan informasi sumber daya hutan atau
Neraca Sumber Daya Hutan yang merupakan
salah satu instrumen penting dalam proses
perencanaan kehutanan dan pembangunan
wilayah, Lange {2003) dalam Nugroho (2011)
menyatakan bahwa neraca sumber daya ( asset
accounts) menggambarkan perubahan stok
sumber daya alam sepanjang waktu dan bisa

menjamin Wﬂbﬂwmﬁank
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—dijadikan sebagai indikator apakah telah terjadi
deplesi ataupun penambahan sumber daya
alam, sehingga neraca ini dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam proses
penentuan kebijakan.,

Artikel ini membahas optimalisasi
penggunaan data dan informasi SDH hasil dari
inventarisasi hutan nasional atau Enumerasi
TSP/PSP di Provinsi Sulawesi Tengah dalam
rangka mendukung perencanaan kehutanan
yang berkelanjutan dan pengelolaan hutan
lestari.

B, Urgensi Informasi Potensi Hutan dalam
Perencanaan Kehutanan di Provinsi
Sulawesi Tengah

Data dan informasi SDH merupakan salah satu

variabel penting dalam proses perencanaan

kehutanan, sehingga perlu  dilakukan
pengelolaan agar data dan informasi tersebut
dapat diolah dan disajikan dengan akurat,

-;_{Egrﬁﬂﬁ_ﬂ'@tha ilmu

pengetahuan (science], teori dan fakta di
lapangan, sehingga diperlukan kegiatan survey
atau pengumpulan data di lapangan.
Perumusan rencana kegiatan kehutanan
disusun melalui proses analisa terhadap data
dan informasi hasil survey atau inventarisasi
hutan. Data potensi hutan yang dihasilkan dari
kegiatan Enumerasi TSP/PSP dapat menjadi
salah satu sumber informasi untuk melakukan
analisa potensi hutan dalam proses
penyusunan rencana kehutanan.

Berdasarkan desain klaster sistematis
yang berukuran 10 km x 10 km, jumlah plot
PSP di Provinsi Sulawesi Tengah adalah
sebanyak 365 klaster, dimana sampai dengan
tahun 2017 telah dilaksanakan sebanyak 236
klaster dan masih tersisa 129 klaster yang
belum dilaksanakan. Perkembangan
pelaksanaan Enumerasi TSP/PSP  setiap
kabupaten disajikan pada Tabel 1.

terkini dan terintegrasi. Menurut teori
perencanaan, setiap penentuan kebijakan
Tabel 1. Perkembangan Enumerasi TSP/PSP Sampai Dengan Tahun 2017
Jumlah Klaster
No Kabupaten belum sudah
P dilaksanakan | dilaksanakan | *U™2P
1 | Banggal 14 30 44
2 | Banggai Kepulauan 6 8 14
3 | Banggai Laut 1 2 3
4 | Buol 17 25
5 | Donggala 2 25 28
6 | Morowali 11 13 24
7 | Morowali Utara 41 19 60
8 | Parigi Moutong 1 29 30
9 [ Pose 32 12 44
10 | Sigi 3 29 32
11 | Tojo Unauna 6 a5 41
12 | Tolitoli 3 17 20
Jumliah 129 236 365
Sumber: BPKH Wilayah XVi Palu tahun 2017
Penulis melakukan analisa data dan potensi tegakan per kabupaten, wilayah

Enumerasi TSP/PSP vyang bersumber dari
database Sipotan-Lu {Sistem Informasi Potensi
Hutan BPKH Wilayah XVI Palu) untuk
mengetahui kondisi dan potensi hutan di
Provinsi Sulawesl Tengah, sehinga dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
perencanaan kehutanan. Database Enumerasi
TSP/PSP dan data kelas diameter pohon dapat
_ digunakan untuk analisa sebaran lokasi klaster

___J
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KPH, tutupan lahan, tipe hutan, fungsi hutan
dan struktur tegakan di Provinsi Sulawesi
Tengah. Data vyang digunakan untuk
perhitungan dan analisa dalam artikel ini
adalah hasil Enumerasi TSP/PSP tahun 2011 —
2017, yang dipilih hanya klaster yang masih
valid, yaitu tidak mengalami perubahan status
kawasan hutan (berdasarkan Peta Kawasan

Hutan = dan KonservasiPerairan Provinsi




— Sulawesi Tengah, SK.869/Menhut-11/2014) dan
penutupan lahan tahun 2016 atau dengan kata
lain, klaster dalam kawasan hutan dan masih
berhutan. Selama periode tahun 2011 — 2017
telah dilakukan Enumerasi TSP/PSP sebanyak
154 klaster, dimana 4 klaster telah berubah
menjadi APL dan 9 klaster menjadi tidak
berhutan, sehingga data yang digunakan dalam
analisis ini adalah sebanyak 141 klaster (38,6%
dari keseluruhan jumlah klaster di Provinsi
Sulawesi Tengah).

Data yang digunakan dalam analisis
harus valid dan mewakili karakteristik hutan di
Provinsi Sulawesi Tengah, oleh karena itu
dilakukan analisa perbandingan sebaran
klaster dengan fungsi kawasan hutan dan
tutupan lahan. Berdasarkan hasil perhitungan,
klaster yang telah dilaksanakan sebagian besar
berada di dalam kawasan Hutan Lindung
{37,6%) dan Hutan Produksi Terbatas {32,6%),
dengan tutupan lahan berupa hutan lahan

- kering nrmMrkan data

statistik BPKH Wilayah XVI Palu tahun 2016,
luas kawasan hutan di Provinsi Sulawesi
Tengah didominasi oleh Hutan Produksi
Terbatas (32,5%) dan Hutan Lindung (29,9 %)
dari luas total kawasan hutan. Sedangkan
tutupan lahan tahun 2016 didominasi oleh
hutan lahan kering primer sebesar 58,5% dari
luas keseluruhan kawasan hutan vyang
berhutan di Provinsi Sulawesl Tengah.
Perbandingan antara sebaran lokasi klaster
dengan luas kawasan hutan secara lengkap
disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2,
sebaran lokasi klaster yang telah dilaksanakan
selama periode 2011 — 2017 telah mewakili
luas populasi secara proporsional. Dengan
demikian, data dan informasi potensi hutan
tersebut dapat digunakan sebagai sumber
informasi dan pertimbangan dalam
penyusunan rencana kehutanan di Provinsi
Sulawesi Tengah.

Tabel 2. Proporsi Jumlah Klaster Periode 2011 - 2017 dengan Luas Kawasan Hutan

No.[Fungsi Hutan Luas{Ha) | % |lumliah Klaster %

1 |KSA/KPA 988.533 | 23,12 200 14,18
2 [HL 1.278.069 | 29,90 53| 37,59
3 [HPT 1389.736 | 32,51 46| 3262
4 |HP 401533 | 9,39 14 953
5 [HPK 217.219 | 508 8| 567

Jumlah 4.275.080 | 100,00 141| 100,00

Sumber: Analisa Data BPKH Wilayah XVi Palu tahun 2017
Identifikasi potensi dan peluang Alam/Kawasan Pelestarian Alam, yaitu sebesar

pengembangan produk/komoditi kehutanan
dapat dilakukan dengan memperhatikan
potensi sumber daya hutan yang dimiliki oleh
suatu wilayah. Potensi tegakan hutan
dinyatakan dalam volume pohon (m¥ha) dan
jumlah pohon [N/ha) yang memiliki diameter
di atas 20 cm. Volume pohon dikelompokan
kedalam tiga kategori, vyaitu rendah
{<44,47m?), sedang (44,47-186,64m? dan
tinggi (>186,64m®. Berdasarkan  hasil
perhitungan volume pohon pada 141 klaster
(PSP), rata-rata potensi tegakan di Provinsi
Sulawesi Tengah adalah 146,4m%ha (kategori
sedang) dan jumlah pohon 101 batang/ha,
dengan luas bidang dasar 12,6m%ha. Kawasan
hutan dengan tutupan hutan lahan kering
primer memiliki potensi tegakan lebih besar
daripada hutan lahan kering sekunder. Potensi
tegakan tertinggi berada pada kawasan Suaka

173,7m*/ha, dengan tutupan lahan sebagian
besar hutan primer dan kondisi topografi
berat/aksesibilitas rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan pada
Tabel 2, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki
potensi tegakan yang cukup potensial dan
layak untuk dimanfaatkan secara ekonomi
dalam mendukung pembangunan daerah,
khususnya pada kawasan Hutan Produksi
Tetap dan Hutan Produksi Terbatas dengan
tutupan lahan hutan sekunder sebagai areal
pemanfaatan hasil hutan kayu. Potensi
tegakan menurut kelas diameter pada areal
hutan sekunder di kawasan HP dan HPT
disajikan pada Tabel 4, dimana potensi
tegakan berdiameter lebih dari 50 cm masih
cukup menjanjikan untuk diusahakan yaitu
sebesar rata-rata 54,8m¥ha, dengan jumlah
pohon 14 batang/ha.
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~ Tabel 3. Potensi Tegakan menurm—m

Tutupan Lahan
No. Fungsi Hutan Primer Hutan Sekunder Primer dan Sekunder

Hutan |jumlah |iml Pohon|Volume|Jumiah |Jml Pohon | Volume | Jumlah | Jml Pohon | Volume
Klaster| (N/Ha) |(m?/Ha)|Klaster| (N/Ha) |(m*/Ha)| Kiaster| (N/Ha)} |{m*/Ha)

1 |HL 35 o8 1443 18 86| 1058 53 94| 1312
2 |HP 9 1pa) 150,1 5 105| 141,1 14 107| 1468
3 |HPK 3 B0, 1059 5 96| 1815 8 90| 153,2
4 |HPT 24 116 1699 22 88| 129,7 46 103| 150,7
5 |KSA/KPA 18 105 173,7 2 181 1739 20 113| 1737
JUMLAH 89 105, 1564 52 93| 129,2 141 101| 146,4

Sumber: Database Enumerasi TSP/PSP BPKH Wilayah XVI Palu dan Olah Data tahun 2017

Jenis pohon dominan yang ditemukan di
kawasan HP dan HPT tersebut adalah Bayur
{Pterospermum spp.), Binuang (Octomoles sp.},
Bintangur (Calophyllum spp.), Damar (Agathis,
s5p.), Nantu (Palaguium sp.), Kume (Palaquium
obtusifolium), Jambu-lambu (Eugenia sp.),
Palapi (Heritera spp.), dan Gopasa (Vitex
glabra), dimana sebagian besar merupakan
Jenis kayu komersial. Potensi tegakan tersebut
berada pada seluruh wilayah KPH (Tabel 5),

sehingga peluang pemanfaatannya dapat
dilakukan oleh KPH yang bermitra dengan
pihak lain (swasta dan masyarakat)
berdasarkan arahan dalam dokumen RPHIP.
Data potensi tegakan di KSA/KPA dan HL
digunakan sebagal Informasi mengenal
keragaman jenis dan jenis endemik di kawasan
tersebut, sehingga dapat dirumuskan rencana
kegiatan perlindungan, pengamanan dan
konservasi terhadap jenis-jenis tersebut.

Tabel 4. Potensi Tegakan menurut Kelas Diameter pada Hutan Sekunder

Kelas Diamater {cm)
Fungsi 20-29 30-39 40-49 50- 59 60 up Jumiah
Hutan v v v v v v
N/ha | {m¥ha) | N/ha | (m¥ha) | N/ha | (m¥ha) | N/ha | {m¥ha) | Nfha | (mYha) | N/ha | {m¥ha)
HPT 31 146 | 28 53| 15 22 6 15,3 8 478 | 89| 1253
HP 51 171 | 23 168 | 11 15,0 8 16,4 7 29,9 | 100 95,2
Rerata 41 58| 26 21| 13 18,6 7 159 7 389 | 94| 1102

Sumber: Database Enumerasi TSP/PSP BPKH Wilayah XVI Palu dan Oloh Data tahun 2017

Enumerasi TSP/PSP dilakukan untuk
mengetahui dan menyajikan data potensi SDH
saat ini {current stock) di kawasan hutan atau
wilayah KPH, sekaligus merupakan baseline
data dalam perencanaan dan penyusunan
neraca sumber daya hutan. Dalam rangka

ulang pada PSP yang telah dibuat (Re-
Enumerasi PSP) pada jangka waktu tertentu,
misalnya setiap 5 tahun sekall. Namun sejak
tahun 2013, kegiatan Re-Enumerasi PSP di
Provinsi Sulawesi Tengah tidak dilakukan
karena keterbatasan anggaran, sehingga tidak

melakukan  monitoring dan  evaluasi dapat dilakukan pemantauan pertumbuhan
keberhasilan  pengelolaan  hutan, dan pohon maupun perhitungan riap tegakan,
perhitungan riap tegakan sebagali dasar serta penyusunan NSDH menjadi sulit
pengaturan hasil hutan (penentuan etat), dilakukan,
maka harus dilakukan kegiatan pengukuran
Tabel 6. Potensi Tegakan menurut Wilayah KPH

Jumlah e Volume

No. Unit KPH

1 | KPHP Unit | {KPH Pogogul)

%]

KPHP Unit Il (KPH Gunung Dako)

3 | KPHL Unit lll (KPH Dampelas Tinombo) o™ | 10|
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e et
S umish | Volume

Mo, Unit KPH Pohon
Klaster (N/Ha) {m*fHa)
4 | KPHP Unit IV (KPH Dampelas Tinomba) 3 87| 2894
5 | KPHP Unit V (KPH Dolago Tanggunung) 2 65| 868

KPHP Unit Vi dan KPHL Unit IX (KPH Dolago

6 | Tanggunung) 6 114| 1358
7 | KPHP Unit Vil {KPH Banawa Lalundu) g 100 | 1158
B | KPHL Unit VIl (KPH Kulawi) B a3 150,1
9 | KPHP Unit XI {KPH Sintuwu Maroso) 1 76 a4.7
10 | KPHL Unit XIIl (KPH Tepo Asa Aroa) 3 69| 1335
11 | KPHP Unit XIV (KPH Tepeasa Marosa) g 00| 1397
12 | KPHP Unit XV (KPH Tepo Asa Aroa) 3 84| 1971
13 | KPHP Unit XV1 (KPH Sivia Patuju) 7 120 1110
14 | KPHP Unit XVII {KPH Sivia Patuju) 6 110| 1882
15 | KPHP UNIT XVIll {KPH Balantak) g 82 | 1031
16 | KPHP Unit XIX (KPH Toil! Baturube) B a7 1074
17 | KPHP Unit XX (KPH Balantak) 6 114 | 1354
18 | KPHP Peling {Unit XX1) 3 62| 816
19 | KPHE 20 1i3 173,7
a0 | Non KPH B a0 153,2
Grand Total 141 im 1464

Sumber; Database Enumerosi TSP/PSP BPKH Wiloyoh X1 Polu dan Oleh Data tohun 2017

Analisa struktur tegakan hutan dilakukan
untuk mengetahui  struktur pohon  yang
mengisi suatu kawasan hutan berdasarkan
kelas diameter, Suhendang (1985) dalam
Komara (2008) menyatakan bahwa struktur
tegakan hutan merupakan  hubungan
fungsional antara kerapatan pohon (jumiah
pohon per ha) dengan diameternya. Meyer et
al, (1961) dalam Komara (2008) menyvatakan
bahwa hutan normal umumnya memiliki grafik
struktur tegakan berupa huruf " terballk.
Berdasarkan perhitungan, tegakan pohon di

Secara umum, kurva struktur tegakan hutan
digambarkan berbentuk mendekati huruf J
terbalik (Gambar 1), sehingga tegakan hutan di
Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikategorikan
sebagal hutan normal. Hal ini mengindikasikan
bahwa hutan terdiri dari campuran seluruh
kelas diameter yang mencerminkan hutan
segala umur yang didominasi aleh permudaan
pohon  kecill vyamg dapat menjamin
keberlangsungan tegakan di masa yang akan
datang. Berdasarkan hasil perhitungan, potensi
permudaan pada tingkat semal, pancang dan

Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh tiang secara berurutan adalah 10.625
pohon berdiameter kecil (20-29 cm), dan anakanfha, 2.287 anakan/ha dan 547
seiring dengan pertambahan kelas diameter, batang/ha.
maka jumlah pohon per ha semakin berkurang.
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— €. Penutup
Perencanaan kehutanan yang berkelanjutan,
terukur dan aplikatif dapat dicapai salah
satunya melalui dukungan data dan informasi
SDH yang akurat, terkini dan terintegrasi yang
diperoleh dari hasil inventarisasi hutan
{Enumerasi TSP/PSP). Berdasarkan hasil analisa
dan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa
informasi SDH memiliki kontribusi yang
penting dan signifikan dalam proses
perencanaan kehutanan yang berkelanjutan di
Provinsi Sulawesi Tengah menuju pengelolaan
hutan lestari. Namun, pelaksanaan Enumerasi
TSP/PSP dan Re-Enumerasi PSP belum
dilakukan pada seluruh klaster di Provinsi
Sulawesi Tengah yang menyebabkan informasi
potensi hutan dan pertumbuhan riap tegakan
belum dapat menggambarkan kondisi SDH
secara keseluruhan di wilayah Provinsi
Sulawesi Tengah. Dengan demikian, masih
diperlukan dukungan kebijakan dan anggaran
dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan
inventarisasi hutan nasional (Enumerasi
TSP/PSP dan Re-Enumerasi PSP} untuk
mendukung penyusunan dan  penyajian
informasi SDH vyang akurat, terkini dan
terintegrasi, sehingga dapat terwujud
perencanaan kehutanan yang berkelanjutan
dan pengelolaan hutan lestari.
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INVENTARISASI HUTAN DI INDONESIA; SEBUAH TINJAUAN

A. Latar Belakang

nventarisasi sumber daya hutan di
Ilndonesia sudah dilaksanakan sejak tahun
1989 (Anonim, 2014). Inventarisasi hutan
bertujuan untuk menaksir potensi sumber
daya hutan vyang akan dijadikan dasar
perencanaan pembangunan sektor kehutanan,
serta dapat digunakan sebagai referensi untuk
kegiatan lainnya, semisal inventarisasi Gas
Rumah Kaca (GRK), penaksiran potensi
kandungan biomassa di atas permukaan tanah
(above ground biomass, AGB), dan sebagainya.
Kegiatan inventarisasi sumber daya
hutan dilaksanakan melalui pengamatan dan
pengukuran plot permanen (Permanent
Sample Piot, PSP) dan plot sementara
(Temporary Sample Plot, TSP). Pelaksanaannya
selama hampir tiga dekade tidak banyak
berubah, baik metoda pengambilan data,
bahan dan peralatan yang digunakan, maupun
institusi pelaksana (SUB-BIPHUT, BPKH).
Berbekal pengalaman tersebut, disajikan
review terhadap pelaksanaan inventarisasi
hutan di Indonesia, khususnya terkait teknis
pengambilan data, dan analisa serta
pengolahan datanya, dengan harapan semoga
pelaksanaannya kedepan lebih efisien, efektif,
dan tetap akurat.

B. Penggunaan Alat Ukur

Pengukuran dimensi pohon menggunakan dua
alat ukur, yaitu pengukur diameter pohon
menggunakan pita ukur (phi band), dan
pengukur tinggi pohon menggunakan Spiegel-
Relascope  (Anonim, 2012). Pengukuran
diameter dengan pita ukur merupakan
pengukuran langsung karena dilakukan dengan
melilitkan pita ukur pada batang pohon,
kemudian diameter pohon dapat dibaca secara
langsung pada pita tersebut. Sementara,
pengukuran tinggi merupakan pengukuran
tidak langsung, yaitu dengan membaca sudut
kemiringan pangkal pohon, tinggi bebas

Oleh: Emba Tampang Allo, 5.Hut., M.Sc.
Analis Data pada BPKH Wilayah XVI Palu;
Pilot Microlight — Trike

cabang, dan tinggi total terhadap posisi {mata)
pengamat. Hasil pembacaan ini kemudian
diolah untuk mendapatkan tinggi pohon yang
diukur.

Sejatinya jenis alat ukur tinggi pohon
tidak perlu ditetapkan dalam juknis (Anonim,
2012), tetapi pelaksana diberi pilihan untuk
menggunakan alat ukur tinggi pohon sesuai
dengan alat tersedia, dan mampu digunakan
dengan baik dan benar. Apapun jenis dan
bentuk alat ukur pohonnya, kesemuanya
hanya menghasilkan salah satu variabel, yaitu
tinggi pohon, dalam rangka penaksiran volume
tegakan. Yang membedakan hanyalah sisi
praktis, hemat waktu, dan tingkat keakuratan

pembacaan datanya.
Sebagai contoh, pembacaan data untuk
Spiegel adalah tiga kali, sebagaimana

digambarkan pada paragraf sebelumnya.
Dengan demikian kemungkinan kesalahan
pembacaan datanya adalah tiga kali juga,
sehingga akan berpengaruh pada kualitas data
yang dihasilkan. Selain itu, jarum penunjuk
skala/angka membutuhkan jeda yang agak
lama untuk menunjukkan angka yang tetap.
Dibandingkan dengan Dendrometer, yang telah
memanfaatkan teknologi laser, dibutuhkan
hanya dua kali pembacaan, yaitu tinggi bebas
cabang dan tinggi total, yang hasilnya akan
tampil di layar dalam unit satuan yang bisa
dipilih pengguna (matrik ataunon metrik).
Guna meningkatkan ketelitian pembacaannya,
alat ini bisa disambungkan dengan pengukur
jarak berbasis laser lainnya {Anonim, 2006},
semisal Llaser Range Finder. Alat inipun
sekaligus dapat pula digunakan untuk
mengukur/membaca diameter pohon setelah
jarak antara pohon dan pengamat telah
diinput (manual, atau menggunakan alat
pengukur jarak), sehingga sangat praktis
digunakan pada topografi yang berat dan sulit
untuk dicapai, seperti pada jurang yang curam
atau pada lereng yang terjal.
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Gambar 1. Penggunaan Berbagali Macam Alat Ukur Inventarisasi Hutan. a: Dendrometer, b& d: Telepon Pintar,
c:Spiegel-relascope. (Sumber Foto: a, b, dan c: Penulis; d: Vastaranta et al., 2015).

Pilihan lainnya adalah pengukuran tinggi
pohon menggunakan telepon pintar. Saat ini
perkembangan software telepon pintar sudah
sangat maju, sehingga telah tersedia pula
perangkat lunak untuk mengukur tinggi pohon,
baik berbasis android, iOS, maupun berbasis
windows. Perangkat lunak ini memanfaatkan
kamera ponsel dan input jarak pengamat
dengan pohon untuk menghitung tinggi
pohonnya, berdasarkan kalkulasi
akselerometer dan giroskop ponsel. Sekalipun
perangkat lunak inl masih membutuhkan
penyempurnaan sebelum digunakan secara
luas (Bijak and Sarzyfiski, 2015), akan tetapi
tingkat kesalahan pembacaannya kurang lebih
sama dengan alat pengukur tinggi pohon
(hypsometer)  lainnya  (Villasante  and
Fernandez, 2014). Selain itu, telah tersedia
pula perangkat lunak telepon pintar yang
dapat menafsir atribut-atribut inventarisasi
hutan berdasarkan foto yang diambil dari plot
menggunakan kamera ponsel. Berdasarkan
gambar tersebut, dapat ditaksir Luas Bidang
Dasar (LBDS) per jenis pohon, diameter, dan
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tinggi pohon, yang selanjutnya diolah untuk
menghitung potensi tegakan dalam plot
tersebut (Vastaranta et al,, 2015).

Kedua alat ukur tinggi terakhir di atas,
dianggap lebih teliti, karena memberikan hasil
pembacaan dalam angka digital, serta
penentuan titik bidik tinggi yang lebih tepat
karena memanfaatkan layar, kamera, dan view
finder. Ketiga alat yang disebutkan Ini, tersedia
hampir di semua BPKH, sehigga dapat
dimanfaatkan pada inventarisasi sumber daya
hutan selanjutnya.

C. Pengolahan Data

Pengolahan data hasil pengamatan dan
pengukuran dituangkan dalam tiga macam
tabel vang disiapkan untuk pengukuran
menggunakan Phi Band dan Spiegel Relascope,
yaitu Permanent Plot A (Gambar 2} untuk
kategori Tiang dan Pohon dalam P5SP;
Permanent Plot B untuk permudaan (semai,
dan pancang) beserta rotan dan bambu dalam
PSP; dan tabel untuk TSP,
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Gambar 2. Tabel Pengolahan Data Satu RU PSP. (Sumber Data: Penulis, Hasil Olah Data PSP Klaster 181 Provinsi

Sulawesi Tengah, 2017)

Yang digaris bawahi disini adalah adanya
pengurangan 0,3 m Tinggi Bebas Cabang (TBC)
pohon (bole height} sebagaimana pada
Gambar 2 di atas, yang selanjutnya digunakan
untuk perhitungan volume pohon. Besaran
pengurangan 30 cm TBC dimaksudkan untuk
tinggi tunggak yang tertinggal di tanah setelah
pohon ditebang.Pengurangan tinggi tersebut
tentunya akan memberikan bias (mengurangi)
terhadap total volume riil tegakan dalam plot,
bahkan tidak menutup taksiran volume
tegakan lebih rendah lagi ketika pelaksana
melakukan pengamatan dan pengukuran
pohon dengan tidak seksama.

Pengurangan ini sebenarnya tidak tepat,
karena luaran inventarisasi hutan adalah
taksiran wvolume pohon berdiri (standing
stock). Disamping itu,tidak semua pohon yang
diamati dan diukur akan ditebang, khususnya
pohon-pohon dalam plot di kawasan hutan
konservasi dan hutan lindung. Disisi lain,ada
pula jenis-jenis pohon tertentu yang bahkan
diambil bukan saja sampai pangkal pohonnya,
tetapi sampai ke akar-akarnya, semisal Jati
(Tectona sp), dan Eboni (Diospyros sp).

Permasalahan lain vyang terkait
pengolahan data adalah penetapan nilai Phi
yang digunakan dalam perhitungan volume
pohon, antara 3,14;22/7; atau m. Sekalipun
nilai ini hampir sama, tetapi jika digunakan
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dalam perhitungan volume akan memberikan
nilai yang sedikit berbeda, khususnya pada
nilai desimal (angka di belakang koma). Jika
hasil perhitungan (misalnya M5 Excel)
dibandingkan dengan hasil perhitungan
berbasis sistim, semisal SIPOTAN-LU buatan
BPKH Wilayah XVI Palu, dan tidak
menggunakan nilai Phi yang sama, maka
hasilnya akan berbeda. Karenanya nilai ini
periu ditetapkan dalam petunjuk teknis
selanjutnya.

D. Pemetaan

Gambar 3 menyajikan peta pohon dalam satu
Record Unit (RU) PSP dengan koordinat lokal,
dibuat berdasarkan azimuth dan jarak datar
pohon dari pusat RU.Selama ini, untuk
keseluruhan 1 PSP, ada 16 peta pohon (sesual
jumlah RU PSP) yang dibuat secara terpisah.

Dengan menggunakan logika sederhana,
dapat dibuat satu peta pohon gabungan untuk
keseluruhan 1 PSP dalam koordinat lokal
{Gambar 4 Kiri) yang diolsh menggunakan M5
Excel, yang kemudian memungkinkan diolah
lebih lanjut dan diubah ke dalam koeordinat
geografis (Gambar 4 Kanan) dalam aplikasi GIS,
ArcGlS. Data koordinat-koordinat pohon ini
dapat diarsipkan, dan diunggah ke GPS untuk
memudahkan pelaksanaan re-enumerasi pada
plot bersangkutan.
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o
Gambar 3. Peta Pohon dalam satu Recovd Uit [RL).
(Sumber Data: Penulls, Hasll Olah Data PSP Klaster
181 Provinsd Sulawesl Tengah, 2017)
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Pada Gambar 4 Kanan, berdasarkan
wama kawasannya, menunjukkan bahwa
lokasi PSP berada dalam Kawasan Hutan
Lindung. Warna pohon dalam plot tersebut
dibedakan berdasarkan jenisnya. Untuk
kebutuhan analisis, simbol dan warna pohon
dalam plot dapat dibedakan berdasarkan
atribut lainnya, semisal kelompok diameter,
tinggl, volume, dsb, Garls berwarna merah
dalam peta adalah |ejak GPS (trock) menuju
pusat klaster, yang dapat dijadikan sebagai
pemandu (trock bock) jika plot ini akan diukur
dan diamati kemball {re-enumerasi). Jejak GPS
selama pengukuran dan pengamatan dalam
plot telah dihilangkan untuk alasan estetika.
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Gambar 4. Peta Pohon dalam PSP Kirl: Feta Pohon PSP Berkoordinat Lokal, Kanan: Peta Fohon Berkoordinat
Geografis. {Sumber Data: Penulis, Hasil Olah Data PSP Klaster 181 Provinsi Sulawesi Tengah, 2017)

E. Metoda Sampling
Metoda sampling yang diterapkan pada
Inventarisasl hutan sekarang inl adalah metoda
sampling sistimatis dengan grid 10 x 10 km dan
5 % 5 km. Untuk daerah dengan topografi yang
relatif datar - landai, sampling sistimatis
tidaklah terlalu bermasalah, tetapi untuk
daerah dengan topografi yang berat
{bergunung), sistim sampling ini cukup berat
untuk dilaksanakan, karena sebaglan plot
berada di daerah yang terpencll dan susah
dijangkau. Sebagai gpambaran, untuk daerah
Provinsi Sulawesi Tengah, sebagian besar
lokasi klaster yang belum dilaksanakan berada
pada daerah dengan elevasi lebih dari 1.000 m
dpl, dan dapat dicapai setelah perjalanan 2 - 7
hari.

Alternatif metoda sampling vang cocok
untuk daerah bertopografi berat adalah
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samping acak stratifikasi (Strotified Random
Sampling), khususnya berdasarkan tipe
bentang  lahannya. Dengan  demikian,
pelaksanaan  inventarisasi  hutan  dapat
dilaksanakan dengan lebih cepat karena lokasi
plat dapat dipilih pada area yang lebih mudah
dicapai, serta tetap  memperhatikan
keterwakilan setiap tipe bentang lahan sesuai
dengan kaidah-kaidah inventarisasi yang ada.

F. Potensi Pengembangan Kedepan
Gurnia memudahkan pelaksanaannya,

inventarisasi hutan dapat memanfaatkan
teknologi penginderaan jauh vyang telah
tersedia saat ini, misalnya melalui sistem
kamera udara pesawat Ultrolight yang ada di
14 BPKH, LIDAR, atau kombinasi keduanya.
Perangkat lunak pengolah foto udara vyang
tersedia  sekarang Inl  telah  mampu




mengekstrak point clouds dari sebuah mosaik
foto udara, serta mampu menyajikan dimensi
pohon setara dengan LUDAR (White et ol
2013; Penner et al., 2015; Rahif et al., 2015; 5&t-

Onge et al., 2015).
Point cloud darl foto udara sangat
potensil  digunakan  untuk  keperluan

inventarisasi hutan, karena memungkinkan
untuk mendeteksi per individu pohon, serta
mengestimasi  tinggl pohon (Demir, 2017),
dicontohkan pada Gambar 5. Hasll olahan foto
udara ini jika ditumpangsusunkan dengan peta
pohon seperti pada Gambar 4 Kanan, dapat
digunakan untuk mengoreksi posisi pohon,
maupun untuk mengoreksi tinggi masing-
masing pohon, sehingga diperoleh data yang
lebih akurat lagi.Teknik pemanfaatan foto
udara ini, juga akan memberikan estimasi
potensl tegakan yang cukup valld, berdasarkan
perekaman data berulang (rewisit) yang
digunakan  untuk  memprediksi  tingkat
pertumbuhan pohon dalam plot pengamatan
(Nystrém et al., 2015).

Gambar 6 Kiri menyuguhkan pemisahan
secara jelas antara DSM dan DTM, yang
diekstrak dari sebuah mosaik foto
udara.Pemisahan ini dapat pula dijadikan
sebagal referensl untuk koreksl tinggl pohon,

dan koreksi posisi  pohon  dengan
memanfaatkan mosaik fotonya (Gambar 6
Kanan).

Gambar 5. Paint Cioud dar Foto Udar Diwarnal Sesual
Ketingglan Pohon; Hijaw: Pohon Leblh Pendek, & Mersh:
Pohon Leblh Tinggl. Sumber:{Nevalainen et al., 2017)

Gambar & merupakan salah satu contoh
pemanfaatan sistem kamera udara pesawat
Ultralight BPEH Palu. Foto-foto  hasil
perekaman Bulan November 2016 (area Kota

Palu) diclah menggunakan perangkst lunak
Correlator 3D, menghasilkan sebuah foto

mosalk tergeoreferensi (Gambar & Kanan),
DTM, dan DSM.Garis mersh a — b pada mosaik
merupakan garis transek pada DTM dan DSM
untuk menghasikan profil melintang a2 — b
pada Gambar 6 Kirl.
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Gambar & Contoh Pengolahan Lanjutan Fota Udara. Kiri: Profil Melintang Foto Udara, Kanan; Mosalk Foto Udara,
Sumber Foto: Penulls, Pengalahan Data Hasll Akuksiz] BRIKH Palu, Nopember 2018,

Studi terbaru menunjukkan bahwa point
cloud dari foto udara dapat mendeteksi
individu pohon dengan sangat baik, serta
berpotensi  unmtuk  dikembangkan dan
disempurnakan guna keperluan klasifikasi jenis
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pohondi masa datang (Nevalainen et al., 2017).
Informasi tinggi pohon akan lebih akurat di
ekstrak darl foto udara jika telah tersedia DTM
LiDAR pada area tersebut (Ullah et al, 2017),
karena kemampuan sinyal LIDAR menembus
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kanopi hutan hingga mencapai permukaan
tanah.

LIDAR, khususnya tipeAirborne Laser
Scanning, ALS, adslah pilihan paling akurat
untuk estimasi variabel struktur hutan (Ullah et
al, 2017), salah satunya karena ALS
memprediksi tinggi pohon lebih baik dibanding
berbagai alat ukur tinggi pohon (hypsometer),
mendekati tinggi aktualnya{Sibona et al,
2016). Disamping itu, LIDAR Juga telah
digunakan untuk klasifikasi jenis pohon {Allo,
2016}, Hambatan utama penggunaan LiDAR
saat ini adalah biaya awalnya yang tinggi,
khususnya untuk pengadaan sensor, dan
mounting, sekiranya akan dipasang di pesawat
ultralight.

Karenanya, pemanfaatan foto udara
sebagai alternatif metode inventarisasi hutan
di Indonesia memungkinkan untuk
diwujudkan, mengingat sarana dan prasarana
pendukungnya telah tersedia.

G. Penutup

Inventarisasi hutan di Indonesia telah
dilangsungkan selama hampir tiga dekade. Di
beberapa tempat, telah dilaksanakan
pengukuran dan pengamatan ulang (re-
enumerasi) pada plot. Dari sudut pandang
pelaksana, beberapa komponen inventarisasi
hutan, khususnya terkait teknis pengambilan
data, analisis, dan pengolahan datanya, dapat
disesuaikan dengan kondisi, ketersediaan alat,
dan metode terkini,sehingga pelaksanaannya
dapat lebih efisien, efektif, dan tetap akurat,
dengan tidak berpaling dari kaidah-kaidah
inventarisasi hutan,
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POTRET HUTAN BENGKULU

Oleh: Bayu Oktaviardi, S. Hut

Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Pertarma, BPKH Wilayah XX Bandar Lampung

PENDAHULUAN

rovinsi Bengkulu dengan luas * 2 juta

hektar, hampir setengah wilayah

daratannya merupakan kawasan hutan
yang didominasi oleh hutan yang berada di
gugusan bukit barisan sumatera.Sementara
wilayah daratan Bengkulu di bagian barat
merupakan dataran rendah dengan yang relatif
datar namun sempit. Lansekap bukit barisan
yang bergelombang hingga curam terbentang
memanjang mulai dari ujung tenggara hingga
barat daya wilayah daratan Bengkulu.
Lansekap ini menjadikan Provinsi Bengkulu
sebagai wilayah penting penyangga dua taman
nasional yang oleh UNESCO ditetapkan
statusnya sebagai situs warisan dunia. Dua
taman nasional (TN) adalah TN Bukit Barisan
Selatan dan TN Kerinci Seblat. Ibarat jembatan
penghubungekosistem hutan di lansekap bukit
barisan di Bengkulu terkoneksi dengan TN
Bukit Barisan Selatan dan TN Kerinci Seblat
yang menjadi tempat hidup bagi Harimau
Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan
Badak Sumatera (Rhinoceros sumatrensis), dan
Gajah (Elephos maximus sumatrae). Selain
sebagai penghubung ekosistem hutan di dua
TN tersebut, lansekap bukit barisan yang

merupakan wilayah hulu yang menjadi
penyangga kehidupan bagi masyarakat di
bawahnya. Hampir semua hulu Daerah Aliran
Sungai di Bengkulu berada pada lansekap ini.
Sehingga menjaga wilayah ini sama halnya
dengan menjamin kebutuhan vital masyarakat
Bengkulu seperti kualitas dan kuantitas air,
mencegah bencana banjir dan longsor.

KAWASAN HUTAN BENGKULU

Penataan ruang kehutanan di Provinsi
Bengkulu terus mengalami perubahan sejak
tahun 1985 hingga terakhir penunjukan
kawasan hutan tahun 2012 (Tabel 1). Melalui
Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan No. 383 tahun 1985 ditentukan
luas total kawasan hutan seluas 1.157.045
hektar. Kemudian tahun 19998 melalui
SK.420,kawasan hutan Bengkulu direvisi
dengan luas total 926.722 hektar. Perubahan
terakhir terjadi di tahun 2012 melalui 5K
Menhut No. 784, luas total kawasan hutan
Bengkulu menjadi 924,631 hektar. Kawasan
hutan Bengkulu sejak tahun 1985 hingga 2012
mengalami pengurangan seluas 232.414
hektar.

Tabel 1. Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Tahun 1985 - 2012

Luas (Hektar)
K Hutan 5K, 383 SK.420 SK. 420 SK.784
Tahun 1985 Tahun 1998 Tahun 1999 Tahun 2012
Update

A. Kawasan Konservasi (KSA/KPA) 296.038 444.882 455.040 462.965
1. Taman Nasional 405,286 412,325 412,325

2. Cagar Alam 6.723 7.512 4,300

3. Taman Wisata Alam 14.954 16.681 27.630

4. Taman Buru 16.797 17.380 16.962

5. Taman Hutan Raya 1.122 1.162 1.748

B. Hutan Lindung 441.050 252.042 256.109 250.750
C. Hutan Produksi 419917 224.040 215.573 210.916
1. Hutan Produksi Terbatas 213.916 182.210 171.541 173.280

2. Hutan Produksi Tetap 26.913 41.830 44.032 25.873
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3. Hutan Produksi yang dapat di
Konversi

JumlahTotal Luas Kawasan Hutan

Keterangan:

179.088 = -

1.157.045 920.964

11.763

926.722 924.631

*) Hasll Perhitungan Tim Terpadu (TIMDU) Review Kawasan Hutan Provinsl Bengkulu (SK. Menhut
No.411/Menhut-VII/2009 Tanggal 7 Juli 2009), Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, 2014.

B KONSERVASI

mHL

'HPT

HP

= HPK

APL

Gambar 1. Persentase Luas Kawasan Hutan
Prov. Bengkulu (SK. No. 784 Tahun 2012}

Saat ini hampir setengah dari luas
daratan atau 46 persen darl wilayah Bengkulu
merupakan kawasan hutan. Kementerian
Kehutanan mengelompokan kawasan hutan di
Provinsi Bengkulu berdasarkan fungsi yaitu
Kawasan Konservasi {Kawasan Suaka Alam dan
Pelestarian Alam} sebesar 23%, Hutan Lindung
sebesar 12%, Hutan Produksi Terbatas 9%,
Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang
dapat dikonversi masing-masing 1%. Data luas
kawasan hutan ini menunjukan bahwa
kawasan hutan di Provinsi Bengkulu sebagian
besar merupakan kawasan lindung terdirl dari
kawasan suaka alam dan pelestarian alam
serta hutan lindung sebesar 35%, sementara
11% lainnya merupakan kawasan hutan
produksi. Meskipun demikian, keberadaan
kawasan hutan di Provinsi Bengkulu yang
memiliki luas hampir setengah darl wilayah
provinsi tersebut, tidak dapat menunjukkan
luas hutan eksisting di Bengkulu karena tidak
seluruh lahan yang berstatus kawasan hutan
memiliki tutupan hutan di atasnya. Kondisi ini
seharusnya dapat menjadi pertimbangan

dalam menetapkan prioritas penataan ruang
Bengkulu

Provinsi mengedepankan

agar
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kepentingan pelestarian hutan. Hal ini
merupakan tantangan, bahkan cenderung
dianggap sebagai beban bagi Provinsi Bengkulu
dalam memenuhi tuntutan pembangunan dan
pengembangan daerah.

TUTUPAN HUTAN DAN DEFORESTASI

Data Ditjen Planologi Kehutanan menunjukkan
pada tahun 1990 seluas 989,538 hektar atau
sekitar 49% hutan menutupi wilayah daratan
Provinsi Bengkulu. Dari total luas hutan yang
ada saat itu, 26% masih berupa hutan primer
dan 23% berupa hutan sekunder. Sementara
itu, dengan membandingkan proporsi luas
hutan yang hilang sampai dengan tahun 2013
telah terjadi total deforestasi sebesar 28%.
Selanjutnya, berdasarkan tipe tutupan hutan
primer dan sekunder, maka sekitar 18% hutan
primer terdeforestasi sedangkan luas hutan
sekunder yang terdeforestasi sebesar 39%.
Kondisi ini telah menyebabkan luas tutupan
hutan Bengkulu pada tahun 2013 hanya sekitar
36% dari luas daratan Bengkulu dengan
komposisi 22% merupakan hutan primer dan
14% berupa hutan sekunder.
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Gambar 2. Tutupan Hutan Prov. Bengkulu Tahun 1990 dan 2013

a) Luas tutupan hutan tehun 1980

b} Dimamika tutupan hutan darl tahun 1990 hingga 2013

c] Luas tutupan hutan tahun 2013

Keterangan:
i

l..}

Luas (hektar) hutan primer dan sekunder yang terdeforestasi dari tahun 1990-2013
Persentase luas hutan primer dan sekunder yang terdeforestasl darl tahun 1550-2013

Sumber: BPKH Wilayah Il Folembang, 2014 fdaota diolah)

EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN
WILAYAH PERTAMBANGAN

Hutan Bengiulu saat ini mengalami kepungan
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
dari berbagai arah. Kondisi ini dipicu oleh
konflik kepentingan lahan dari berbagai sektor
terutama perkebunan  kelapa  sawit,
pertambangan dan ruang kelola masyarakat.
Investasl perkebunan yang membutuhkan
lahan yang relatif luas memberikan tekanan
pada kawasan hutan untuk bisa dikonvers
menjadi lahan perkebunan, Disamping itu,

menguntungkan mengakibatkan banyakmya
konversi hutan menjadi kawasan perkebunan
yang terjadi baik legal melalui pelepasan
kawasan hutan maupun penyerobotan
kawasan hutan secara illegal untuk dijadikan
perkebunan kelapa sawit. Ekspansi
perkebunan  kelapa  sawit  mendorong
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dari
hasil hutan dengan memanfaatkan kawasan
hutan lindung dan hutan produksi terbatas
yang tidak dibebani izin. Belum lagi potensi
dari kandungan mineral dan batubara di

berkembangnya  Investasi di  bidang bawah kawasan hutan yang terus dijadikan
perkebunan yang dianggap lebik target para invertor untuk dieksploitast.
AL,
= Kanwasan Hutan = Nan Eswasan Hutan
Gambar 3. 5tatus Lahan Perkebunan
Sawit
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Dari hasil analisis spasial yang dilakukan
oleh Ulayat (2013), tutupan kelapa sawit di
Bengkulu menunjukkan luasan yang cukup
ekstrim. Total luas perkebunan sawit di
Bengkulu mencapai 415.567hektar. Dari total
luas perkebunan sawit terscbut diantaranya
seluas 29,258 hektar berada di dalam kawasan
hutan., Sawit yang berada di dalam kawasan
hutan didominasi berada pada kawasan
produks! terbatas (HPT), produksi tetap (HP)
dan produksi yang dapat dikonversi (HPK) di
Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko.
Perkebunan sawit yang berada di dalam

kawasan hutan tersebut ditenggaral milik
beberapa peruszhaan sawit dan masyarakat.
Luas total wilayah pertambangan di Provinsi
Bengkulu 526.214,41 hektar. Dari luas total izin
usaha pertambangan (IUP) di Bengkulu hingga
tahun 2014, tambang dengan izin operasi
produksi seluas 49675 dam tahapan izin
eksplorasi seluas 476,540 hektar. Lebih dari
setengah luas total Izin eksplorasi tambang
berada di kawasan hutan. Kemudian dari total
luas tambang yang sudah beroperasi 7.351
diantaranya berada di Kawasan Hutan.

Tabel 2. lzin Uszha Pertambangan sampai tahun 2014
Lokasi/Tahapan Tambang Luas (Ha)

Kawasan Hutmn
EKSPLORASI

OPERASI PRODUKS!
Non Kawasan Hutan

EKSPLORAS]

OPERAS| PRODUKS!

Grand Total

248,873.63
241,522.35
7,351.28
277,340.78
235,017.50
42,323.28

526,214.41

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, 2014

Gambar 4,
b} ‘Wilayah lein Pertambangan di Prow. Banghkulu

8] Tutupan Perkebunan Sewit di Provims Bengkulu

Mamun demlklan, dar luas 735128
hektar fzin operasl tambang yang berada di
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kawasan hutan hanya 2.662,65 hektar yang
memiliki izin pinjam pakal kawasan hutan.
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Tabel 3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH} Pertambangan

Tanggal Luas
Nama Perusahaan Nomor SK IPPKH IPPKH Tahun IPPKH
Ratu Samban Mining, PT SK.600/Menhut- 21-Oct-10 2010 128,58
/2010
Bara Indah Lestari, PT SK.710/Menhut- 13-Nov-13 2013 1013,28
11/2009
SK.781/Menhut-
/2013
Pertamina Geothermal Energy, PT  SK.879/Menhut- 06-Dec-13 2013 80,79
/2013
Bukit Sunur, PT SK.117/Menhut- 14-Feb-13 2013 700
11/2013
Danau Mashitam, PT SK.138/Menhut- 01-Mar-13 2013 370
/2013
Danau Mashitam, PT SK.138/Menhut- 01-Mar-13 2013 370
/2013
2.662,65
Sumber: BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, 2015
Dengan laju deforestasi yang tinggi, DAFTAR PUSTAKA

kondisi lansekap hutan bukit barisan di
Bengkulu saat ini terkepung dari berbagai arah.
Hal ini merupakan konsekuensi logis dari
semakin giatnya pembangunan daerah dan
semakin meningkatnya jumlah penduduk yang
tak lepas dari kebutuhan akan lahan.
Terbatasnya ketersediaan ruang dan lahan non
kawasan hutan di Bengkulu semakin
menambah peliknya persoalan tumpang tindih
kepentingan ruang dan lahan. Potret hutan
Bengkulu merupakan tulisan yang menyajikan
informasi mengenai kondisi hutan, kawasan
hutan dan penggunaan ruang dan lahan di
Bengkulu. Data dan informasi inl diharapkan
dapat menjadi bahan pertimbangan dalam tata
kelola hutan, hutan dan tambang serta ruang-
ruang bagl masyarakat, sehingga dapat
disinergikan dalam rencana pembangunan
yang berkelanjutan.
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INVENTARISAS| HUTAN DAN SOSIAL BUDAYA PADA KPH

Olah: M. Fauzi dan Dodi Rahmansyah
Pengendoli Ekosistern Hutan

poda Direktorat Inventarisasi dan Pernontauan Sumber Daya Hutan

Pandahuluan

Dalam rangka tata hutan dan

penyusunan rencana  pengelolaan
mengenal

hutan diperlukan data dan informasl
potensl sumber daya hutan,
karakteristik wilayah, kondisi sosial ekonomi,
serta inforrmasi leinnya pada suatu wilayah
KPH. Untuk memperoleh data dan informasi
potensi pada suatu wilayah KPH maka perlu
dilakukan Inventarisasl hutan dan  soslal
budaya pada wilayah KPH tersebut. Selaln
sebhagalbahan penyusunan tata hutan dan
rencana pengelolaan hutan, data dan
informasi hasll Inventarisasl hutan tersebut
dapat digunakan sebagal bahan dalam proses
pengukuhan kawasan hutan, penyusunan
neraca sumber daya hutan dan penyusunan
sistern informasi kehutanan.

Penerapan metode inventarisasi hutan
vang baik dan efisien di tingkat KPH
merupakan prasyaret dalam merumuskan
rencana pengelolasn 10 tahun serta rencana
pengelolaan tabunan KPH. Inventarisasl dl
tingkat Unlt Pengelolaan (KPH) harus dilakukan
sacara berkala untuk menentukan potensi hasll
hutan kayu dan bukan kayu sebagal dasar bagl
pengelolaan hutan.

Pada awal tahun 2017, Direktur Jenderal
Planologl Kehutanan dan Tata Ungkungan
telah menetapkanperaturan yang mengatur
pelaksanaan Inventarisasi hutan pada wilayah
KPH, vyaitu Peraturan Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungsn
Nomor P. 1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1/2017 tentang
Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan Dan Sosial
Budaya hasyarakat Pada Kesatuan
Pengelolsan Hutan Lindung (KPHL) Dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produks! {KPHP).

Pelaksanaan Inventarisasi hutan dan
soslal budaya pada KPHL dan KPHP
dilaksanakan minimal 1 (satu} kall dalam 5
tahun yang dikoordinaslkan oleh Balal
Pemantapan Kawasan Hutan beserta anggota
tim yang berasal darl KPH/Dinas Kehutanan
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Provinsl yang membidangi Kehutanan.
inventarisasi secara periodik ini mengacu pada
Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tehun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan. Inventarisasi bertujuan untuk
mengetahui perubahan varlabel yang diamatl.
informasi  mengenal perubahan tersebut
merupakan Informasl Intl untuk menllal secara
retrospektf keberhasllan pengelolaan hutan
selama perode sebelumnya dan  untuk
perencanaan pengelolaan hutan  periode
berikutnya.

Perdirfen Inl Juga mengatur mengenal
keglatan Inventarisas| fauna dan Jasa
iingkungan. Meskipun keglatan Inventarisasl
tersebut dilakukan tidak teralu mendalam
tetapi diharepkan dapat dipercleh data dan
infermasi potensi fauna dan jasa lingkungan
yang dapat digunakan untuk penyusunan
rencana pengelolaan hutan suatu wilayahKPH,

Tulisan ini menjelaskan metode inventarisasi
hutan pada KPH, khususnya pada kegiatan
pengumptlan data.

A. Inventarisasl Hutan

Kegiatan inventarisasl hutan Idealnya
dilakukan dengan survei |lapangan, akan tetapi
pada Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan

dan Tata Lingkungan Nomor
P.L/PKTL/IPSDH/PLAY  1/2017  terdapat
beberapa batasan mengenai  teknis

pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPH.
Keglatan inventarisasl hutan dengan survei
lapangan dilakukan pada areal yang
berpenutupan hutan dan tidak dibebanl
perizinan. Apabila pada areal berpenutupan
hutan telah dibebani izin tetapi belum
dilakukan inventarisasi hutan cleh pemegang
izin, maka kegiatan inventarisasi hutan
dilakukan dengan survei lapangan. Akan tetapi
apabila pada areal berpenutupan huian
tersebut telah dibebani izin tetapl sudah
dilakukan Inventarisasl hutan oleh pemegang
lzin, maka keglatan inwventarisasl hutan
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dilakukan melalui pengumpulan data
sekunder. Data dan informasi potensi hutan
pada areal yang dibebani izin diperoleh dari
laporan hasil inventarisasi hutan, seperti
inventarisasi hutan menyeluruh berkala
(IHMB), inventarisasi hutan pada areal izin
pinjam pakal kawasan hutan. Data dan
informasi yang dikumpulkan berupa potensi
kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Dalam hal sebagian areal berhutan
tidak dapat dilakukan survei lapangan karena
keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu, maka
penaksiran potensi dilakukan berdasarkan
data hasil survei lapangan pada lokasi lain
dalam wilayah KPH vyang diintegrasikan
dengan penafsiran penginderaan jauh dari
citra satelit resolusi tinggi/sedang.

B.1. Inventarisasi Flora

Untuk kegiatan inventarisasi flora, desain
penempatan plot sampling inventarisasi hutan
yang digunakan adalah strotified stystematic
sampfing with random start. Areal yang akan
disampling distratifikasi berdasarkan
penutupan lahan yaitu hutan lahan kering
primer, hutan lahan kering sekunder, hutan
rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan
mangrove primer, hutan mangrove sekunder,
dan hutan tanaman vang merupakan hasil
reboisasi. Adapun intensitas sampling yang
digunakan adalah sebesar 0,056 %, dengan
jarak antar plot sejauh 3 km x 3 km.
Pengalokasian jumlah plot sampling ke dalam
masing-masing stratum dilakukan secara
proporsional yaitu alokasi jumlah plot sampling
mempertimbangkan ukuran stratum. Stratum
yang besar diberi alokasi jummlah plot sampling
yang besar pula.

P

-
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= =
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Gambar 1. Desain Sampling Inventarisasi Hutan pada wilayah KPHL dan KPHP.

Plot inventarisasi hutan pada hutan
lahan kering berupa klaster berbentuk persegi
dengan ukuran 100 m x 100 m, yang di
dalamnya terdapat plot berbentuk lingkaran
sebanyak 5 buah yang ditempatkan pada
setiap sudut klaster dan di tengah klaster

(a)

Gambar 2.

dengan masing-masing luas plot 0,1 ha (jari-jari
= 17,8 m) sehingga luas satu klaster adalah 0,5
ha. Sedangkan pada hutan rawa dan hutan
mangrove ukuran klaster adalah 50 m x 50 m
dengan luas dan penempatan plot sama
dengan di hutan lahan kering.

(b}

{a) Desain klaster berbentuk persegl ukuran 100 m x 100 m untuk hutan lahan kering,

sedangkan ukuran 50 m x 50 m untuk hutan rawa dan mangrove;

(b} Desain Plot Sampling.
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Keglatan perencanaan Inwventarisasl
hutan dilakukan melalul beberapa tahap.
Tahap pertama adalah pengumpulan peta
dasar dan peta tematlk sepertl peta RBI, peta
areal kerjJa KPHL/KPHP, peta kawasan hutan,
peta perizinan di dalam kawasan hutan, peta
penutupan lahan, dan citra satelit resolusi
tinggi minimal liputan 2 tahun terakhir. Dalam
hal citra satelit resolusi tinggi tidak tersedia
maka dapat digunakan cltra satelit resolusl
sedang.

Tahap berikutniya adalah  melakuken
penapisan terhadap peta penutupan lahan
dengan membedakan kawasan  yang
berpenutupan hutan dan non hartan. Kawasan
vang berpenutupan hutan ditapls kemball
dengan memlllh kawasan yang tidak dibebani
izin. Sehingga areal yang akan diinventarisasi
untuk disurvei di lapangan adalah kawasan
yang masih berhutan dan tidak dibebani izin,
yvang kemudian distratifikasi berdasarkan tipe
hut@n yang bersumber dari peta penutupan
lahan yang dikelompokkan menjadi 7 [tujuh)
kelas tipe hutan, yattu hutan lahan kering
primer, hutan lahan kering sekunder, hutan
rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan
mangrove primer, hutan mangrove selunder,
dan hutan tanaman. Terhadap areal berhutan
dan telah dibebani izin maka dilakukan
identifikesi mengenai para pihak pemegang
izin untuk didata, kemudian dilakukan
pengambilan data hasil inventarisasi hutan
yang sudah dilakukan para pemegang [zin
sepertl  Inventarisasl Hutan Menyeluruh
Berkala {IHMB) atau Inventarisasl hutan
lalnnya.

Penentuan Jumlah dan penyebaran
klaster dllakukan pada masing-masing stratum
kelas penutupan hutan ditentukan

bardasarkan Intensitas sampling sebesar 0,056
%. Peletakan dan penyebaran klaster dilakukan
secara slstematlk dengan penentuan klaster
awal secara random dan [arak antar klaster
berikutnya adalah sefauh 3 km x 3 km. Semua
klaster dicatat koordinatnya agar
memudahkan dalam pencarian pada saat di
lapangan. Luas minimal stratum untuk bisa
ditempatkan satu klaster adalah 900 ha untuk
hutan lahan kering, sedangkan untuk hutan
rawa dan hutan mangrove minimal seluas 200
ha. luasan minimal tersebut adalah luasan
dalam stratum total meskipun stratum
tersebut terbagl dalam beberapa pollgon.

Perencanaan THIk (kat (T1) dl lapangan
yang dapat berupa titlk markan ditentukan
dengan memilllh obyek-obyek dl lapangan yang
bersifat permanen dan tidak berubah seperti
percabangan sungai, persimpangan jalan,
jembatan, tugu, atau tands-tanda lainnya.
Pertimbangan dalam menentukan titik ikat
adalah titik yang paling dekat dengan titik
klaster dan mudah dicari di lapangan.
Koordinat titlk Ikat dl lapangan dicatat
knordinat gaografis,
ditentukan arah azimuth ke titik pusat klaster
(T2} serta jarak datamya. Penentuan thtik ikat
[T1) dibuat untuk setiap stratum.

Tahap berkutnya adalah pembuatan
peta kerla Inventarisasl hutan dengan skala
1:50.000 atau 1:100.000yang berisi informasi
minimal berupa rencana titik ikat (T1}
(koordinat, azimuth ke T2, jarak datar ke T2},
desain sampling klaster {koordinat,
penyebaran klaster, dan nomor urut klaster),
fungsl kawasan hutan, penutupan lahan,
laringan Jalan, sungal, dan perkampungan/
desa/permukiman.
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Pada pelaksanaan Inventarisasl di
lapangan, apabila titik T1 sudah ditemukan,
lakukan  pangukurankoordinat titlkk Ti
manggunakan GPS dan catat pada Tally Sheet,
Nilai koordinat titik T1 yang terbaca di layar
GPS difoto sebagal dokumentasl pelaporan.
Lakukan pemasangan papan tanda T1 berupa
sebuah plat (seng) berukuran 30 cm x 30 cm
dengan tullsan hitam dan dipasang pada pohon
hidup yang kuat dan sehat atau dipancang yang kuat.
Saelanjutnya dllakukan penentuan tittkk T2
menggunakan GPS dengan cara tracking.
Selama tracking, lakukan perekaman koordinat
titlk setlap 100 m sampal ditemukannya titik
T2 dan dicatat pada Tally Sheet. Setelah lokasi
titlk T2 ditemukan, lakukan pengukuran
koordinat titik T2 menggunakan GPS dan hasll
pengukuran yang tersa)l pada layar GP5 difoto
sebagal dokumentasi pada pelaporan. Pada
tahap selanjutnya, pengukuran koordinat
menggunakan GPS dan pengambilan foto layar
GPS dilakukan di setlap titlk pusat klaster,
Lakukan pengamatan dan  pengukuran
lapangan darl pusat klaster/plot 1 berupa
Informasi  kondisl fislk lapangan yaitu:
ketinggian tempat, kemiringan lapangan, dan
kondisi hamparan lahan.

Pada masing-masing plot lingkaran
ukuran 0,1 ha (Jari-jarl = 17,8 m) dibuat lagl
bebarapa subplot pengamatan berbentuk
lingkaran dengan ukuran sub plot Jari-jarl 1 m
untuk pengamatan tingkat semai, sub plot jari-
Jarl 2 m untuk pengamatan tingkat pancang,
sub plot jarl-Jarl 5 m untuk pengamatan tingkat
tlang. Pada plot Inl juga diamati rotan muda
(balum slap panen) yaltu rotan vyang
mempunyal panjang batang darl leher akar ke
daun hijau pertama (bebas pelepah) < 3 m.
Adapun untuk pengamatan hasll hutan bukan
kayu sepert! rotan dewasa (slap panen) vang
mempunyal panjang batang 2 3 m, bambu, dan
sagu dilakukan pada sub plot Jari-jari 10 m.
Untuk pengamatan pohon dilakukan pada sub
plot jarljari 17,8 m. Paramater pengukuran
pohon berupa nama |enls, diameter, tinggl
total, tinggl bebas cabang, Jarak datar pohon
darl pusat plot, dan azimuth pohon darl pusat
plot. Pengukuran dlameter pohon dilakukan
pada ketingglan 1,3 m di atas pangkal pohon.
Untuk konsistens! pengukuran diametar
pohon, dapat digunakan alat bantu berupa
tongkat sepanjang 1,3 m yang diletakkan di
baglan tanah tertinggl tempat batang pohon
berdiri. Untuk pohon berbanir, titik
pengukuran dbh (dlometer at breast height)
pohon berada pada ketingglan 20 cm di atas
banir utama.




Gambar 4, llustrasi posisi pengukuran diameter pohon pada berbagai kondisi,

Dikarenakan kondisi l|apangan tidak
selalu akan sesuai dengan peta rencana kerja,
maka sangat mungkin terjadi adanya
pergeseran titikk pusat klaster. Pergeseran
tersebut dapat dilakukan apabila |lokasi klaster
tidak memungkinkan untuk dijangkau seperti
berada di jurang ataupun berada pada daerah
terjal dengan kelerengan = 45°. Kemungkinan
lain yang dapat menyebabkan pergeseran titik
pusat klaster adalah apabila lokasi klaster
berada di daerah konflik dan daerah keramat
atau berada pada areal yang tidak berhutan.

Pergeseran titik pusat klaster terssbut
dapat dilakukan dengan ketentuan pergeseran
yvang dilakukan maksimal radius jarak datar %
500 m, atau apabila dalam radius tersebut
tidak dapat dilakukan inventarisasi, maka
dapat dipindahkan ke sebaran klaster lainya di
stratum yang sama. Pergeseran lokasi klaster
Juga harus disertai berita acara pergeseran
yang ditandatangani ketua regu dan anggota
serta dilampirkan foto lokasi klaster awal dan
klaster perpindahan.

32 persen atas (] 100 %, maka (M = C&
100 B -0 %) x [ = [ (arak datar), maka
AD = (% otas - Bo bawan) x D + nga bacaan
berush dan tansh

'«\ 8D = (% bebas cabang - % hawah) + gy

bacaan bavash dan tanah

Y

"3 st

Gambar 5. llustrasi pengukuran tinggi pohon

B.2. Inventarisasi Fauna dan Jasa Lingkungan

Untuk inventarisasi fauna dan jasa lingkungan,
perolehan data dan informasi potensi
dilakukan pada saat pengukuran di dalam plot
klaster maupun saat perpindahan antar klaster
selama inventarisasi flora dilakukan. Adapun
data dan Iinformasi potensi fauna yang
dikumpulkan adalah nama species, jumlah,
habitat dan penyebaran. Sedangkan data dan

62

informasi potensi jasa lingkungan seperti
sumber air, panas bumi, obyek wisata, dil. Data

dan informasi jasa lingkungan vang
dikumpulkan adalah nama dan lokasi
administrasi beserta titik koordinat dimana
potensi jasa lingkungan itu berada.

Pengamatan dan pendataan keberadaan
fauna dapat dilakukan dengan cara visual,
jejak, suara, kotoran, sarang, dan tanda-tanda
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lainnya. Pendataan yang dllakukan berupa
hama Jenls dan Jumlah. Pengamatan potens]
Jasa flingkungan Juga dllakukan pada saat
pengukuran dl dalam plot klaster maupun saat
perpindahan antar klaster Pengamatan
terhadap keberadaan jasa lingkungan yang
dilakukan seperti keberadaan air terjun, air
panas, sumber mata air, obyek wisata, dil.
Dalam hal keberadaan jasa lingkungan
tersebut berasal darl Informasl masyarakat
agar dideskripslkan posisinya secara spaslal
melalul perkiraan azimuth dan Jaraknya.

B. Inventarisasl Sosial Budaya

Tahap perslapan kegiatan Inventarlsasi Soslal
Budayayang terpenting adalah penetapan
lolkasl keglatan. Penetapan lokasl
diprioritaskan untuk desa yang berada dI
sekitar KPH, baik di dalam ataupun di luar KPH
yang ditentukan secare sengaja (purposive
sompling). Penentuan lokasi  tersebut
mempertimbangkan pengaruh keberadaan
desa tersebut terhadap pengelolaan KPH, atau
sebaliknya, pengaruh  keberadaan KPH
terhadap kehldupan soslal ekenoml  dan
budaya masyarakat desa dl sekitar KPH. Jumiah
desa sekitar KPH yang dilakukan Inventarisasl
ditentukan minimal 10% dari jumlah desa di
sekitar kawasan hutan atau minimal 4
(empatjdesa. Beberapa pertimbangan dalam
penentuan desa sasaran kegiatan inventarisasi
adalah intensitas interaksi desa dan hutan,
sosial budaya, wilayah administrasi dan
kondisl hutan.

Sebelum melakukan kegiatan
inventarisasifsurvei tingkat lapangan/desa,
periu dllakukan konsultasl dan koordinasl
dengan dinas provinsl yang menangani
kehutanan, Instansl terkalt dl tingkat
kabupatenfkota sepert] Bappeda dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang
relevan, serta kantor Camat setempat.
Koordinasi juga perlu dilakukan dengan Balai
Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung dan Balai
Pengelolaan Hutan Produksi yang wilayah
kerjanya mencakup KPH yvang akan dilakukan
Inventarisasl hutan.

Pengumpulan date  dalam  kegigtan
inventarisasi  sosial  budaya  masyarakat
menggunakan  metode  kualatlf  dan
kuantitatif.Pengumpulan data dengan metode
kualltatlf dipunakan untuk memperoleh data
tentang persepsl, pengegallan  sejarah
kepemllikan lahan, kebllakan pemberdayaan
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masyarakat, Interaksl masyarakat dengan
sumberdaya hutan, konfllk kawasan serta
pemanfaatan sumberdaya hutan oleh
masyarakat maupun pemerintah. Untuk
memperoleh data tersebut diperlukan 4 teknlk
pengumpulen data, yaitu studi literatur,
observasi, wawancara, dan diskusi
terbatas.Untuk pengumpulan data dengan
menggunakan metode kuantitetit  dilakukan
untuk mengetahul  tingkat kesejahteraan

masyarakat berdasarkan sumber mata
pencaharian serta potensi perekonomian
masyarakat. Metode  kuantiatf  Juga
digunakan untuk  mengetahul  tinglat

ketergantungan masyarakat terhadap kawasan
hutan. Metode pengumpulan deta dilakulkan
dengan menggunakan kuisoner {daftar isian)
dengan responden sebanyak 10 (sepuluh)
oranguntuk  masing-masing desa  dengan
mempertimbangkan Jenls mata pencaharian
masyarakat.

€. Kesimpulan

Dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal
Planplogl Kehutanan dan Tata Lingkungan
Nomor P.1/PKTLAPSDH/PLA.1/1/2017 tentang
Petunjuk Teknls Inventarisasi Hutan dan Soslal
Budaya Masyarakat Pada Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung [(KPHL} Dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP}
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan
efektivitas peleksanaan kegiatan inventarisasi
baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan
keglatan sertadalam memformulasikan tujuan
dad pelaksanmaan Inventarisasl pada tingkat
unit pengelolaan.

Metode Inventarisasl vang terdapat
dalam Petunjuk Teknis Inventarsas] Inl apablla
diimplementaslkan dengan balk akan
menghasilkan data dan Informasl yang akan
digunakan sebagai dasar bagl seluruh anallisis
lebih lanjut dari tahapan-tahapan perencanaan
yang telah ditentukan dalam pengelolaan
KPH.Penerapan metode inventarisasi hutan
yang tepat dan efisien di tingkat KPH
merupakan presyarat untuk perumusan
parencanaan Jangka pendek dan Jangka
panjang KPH dimana saat Inl pembangunan
KPH menjadi hal utama dalam reformas| sektor
kehutanan Indonesla. Inventarisasl spesifik
perlu dilakukan secara berkala di KPH untuk
memberikan gambaran dasar pengelolaan
hutan dengan menentukan potensi hasil hutan
dan hasil hutan bukan lkayu.




PERMASALAHAN TENURIAL DAN KONFI.lI( KAWASAN HUTAN

PENDAHULUAN

udah sejak lama permasalahan kawasan
hutan  bukan  terletak  kepada

sumberdaya yang ada di dalam hutan,
tetapi lebih kepada masalah tenurial, tempat
dimana hutan itu tumbuh dan berada.Pada
kenyataannya yang disebut dengan kawasan
hutan adalah wilayah tertentu (termasuk
tanah) beserta dengan sumberdaya yang ada
didalamnya. Tanah menjadi subyek penting
yang sering menjadi sumber dasar konflik
diantara para pemangku kepentingan,
diantaranya antar kementerian dan instansi
pemerintah, antar pemerintah pusat dan
daerah, antar masyarakat lokal dengan
pemerintah dan antar masyarakat lokal
dengan perusahaan pemegang konsesi/lisensi
yang diberikan oleh pemerintah. Padahal,
secara hukum aspek legal kawasan hutan
sudah kuat ditampung dalam peraturan
perundangan kehutanan yang saat ini berlaku,
mulai dari UU sampal dengan peraturan
perundangan di bawahnya. Hal ini
menunjukkan bahwa pada dasarnya eksistensi
kawasan hutan sudah diakul secara nasional.
Namun demikian sampai saat ini keberadaan
kawasan hutan selalu terusik oleh dinamika
pembangunan secara keseluruhan. Sengketa
kawasan hutan juga mengalami kenaikan
jumlah maupun kualitasnya. Salah satu aspek
yang perlu dicermati adalah persoalan-
persoalan tenurial dan konflik yang ada di
seputar kawasan hutan.

Tenurial

Tidak ada batasan yang baku mengenai definisi
tenurial, namun secara umum tenurial atau
“tenure” dapat dimaknai sebagai hak
pemangkuan dan penguasaan terhadap lahan
dan sumberdaya alam vyang dikandungnya.
Pada kamus Webster tenurial diartikan hal -
ihwal yang terkait dengan tanah baik sebagai
pribadi atau kelompok, dimana perolehan hak
didapat secara sah sesuai peraturan
perundangan maupun secara adat atau karena
telah menempati untuk waktu yang lama.

Oleh: Aris Handono
(Fungsionai Surta)

FAO mengkategorikan tenurial tanah
sebagai: individual, komunal, open access.

a. Individual, adalah hak yang dimiliki oleh
individu, kelompok, entitas usaha sehingga
pihak lain tidak berhak atas bidang tanah
tersebut;

b. Komunal, adalah hak yang dimiliki oleh
kelompok masyarakat untuk secara
bersama menggunakan sebidang tanah
untuk pemanfaatan bersama;

c. Open occess, adalah suatu bidang tanah
tidak diberikan hak tertentu dan tidak
seorangpun; dilarang  menggunakan/
memaanfaatkannya.

d. Negara, adalah hak menguasai atas tanah
karena merupakan barang publik.

Menurut Bruce {1998) dalam Review of
tenure terminology, Iistilah "tenure” berasal
dari jaman feodal Inggris. Setelah menduduki
Inggris tahun 1066, bangsa Normandia
menghapuskan hak-hak masyarakat atas
tanahnya, dan mengganti hak tersebut hanya
sebagai pemberian grant (bantuan) dari
pemerintahan baru.

Beberapa sumber menjelaskan bahwa
kata tenure berasal dari kata dalam bahasa
Latin  “tenere” yang mencakup arti:
memelihara, memegang, memiliki. Land
tenure berarti sesuatu yang dipegang dalam
hal ini termasuk hak dan kewajiban dari
pemangku lahan ("holding or possessing” =
pemangkuan atau penguasaan). Land
tenure adalah  istilah  legal  untuk hak
pemangkuan lahan, dan bukan hanya
sekedar fakta pemangkuan lahan. Seseorang
mungkin memangku lahan, tetapi ia tidak
selalu mempunyali hak menguasai, sehingga
sering ditemukan, bahwa hak-hak atas tanah
dan sumber-sumber alam ini bersifat
multidimensi dan berlapis-lapis. Tidak jarang
terjadi, orang atau kelompok orang yang
berbeda-beda mempunyai hak pada sebidang
tanah atau sesuatu sumber alam yang sama.

Volume 15 Edisi IT Tahun 2017



Sistem "land tenure" adalah keseluruhan
sistem dari pemangkuan yang diakui oleh
pemerintah secara nasional, maupun oleh
sistem lokal. Sebuah sistem "fond tenure” sulit
dimengerti kecuali dikaitkan dengan sistem
ekonomi, politik dan sosial yang
mempengaruhinya. [Bruce, 1998]

Pengakuan secara Individu terhadap
lahan yang bukan merupakan lahan yang
dikuasai negara biasanya tidak menimbulkan
banyak masalah karena sudah diatur secara
tunggal dalam UU Agraria. Namun pengaturan
hak penguasaan oleh kelompok atau negara
masih menjadi polemik yang berkepanjangan.

Bagi pemerintah acuannya jelas pada UU
No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa

“Kawasan hutan” dikuasai oleh negara
termasuk pengaturan-pengaturan
terhadapnya, sedangkan hutan  adat

merupakan wilayah masyarakat adat atau
masyarakat hukum adat yang berada dalam
hutan negara. Namun bagi sebagian besar
masyarakat (khususnya masyarakat hukum
adat) lahan “kawasan hutan” tersebut secara
“de facto" adalah merupakan hutan adat yang
dikuasai oleh masyarakat, bukan merupakan
bagian dari hutan negara. Pengakuan hutan
adat oleh masyarakat dalam UU memang telah
disebutkan, namun pengaturannya belum jelas
dan mendetail, sehingga muncul multi-
interpretasi terhadap pengaturan “kawasan
hutan” yang ada “hutan adat”nya.

Kesimpang-siuran pengaturan lahan
kawasan hutan inilah yang selalu menimbulkan
permasalahan tenurial yang sangat komplek
dalam kawasan hutan. Dari sisi peraturan
perundangan secara “de jure” pengakuan
penguasaan terhadap kawasan hutan oleh
pemerintah sudah jelas, namun secara “de
facto” permasalahannya tidaklah sederhana.
Apalagi model-model pengakuan penguasaan
oleh masyarakat sangatlah lokal spesifik,
antara daerah satu dengan daerah lainnya
sangatlah berbeda.

Hak menguasai tanah oleh negara
bersifat mutlak. Tanpa penguasaan yang
besifat demikian maka kesejahteraan secara
adil dan merata tidak akan tercapal. Undang-
undang MNomor 5 Tahun 1960 tentang
peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
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sebagai peraturan pelaksana ketentuan Pasal
33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945,
mempertimbangkan bahwa negara tidak perlu
bertindak sebagai pemilik tanah, hanya
terbatas sebagi pihak yang menguasai tanah.
Hak menguasai negara atas tanah memperoleh
legitimasi  dikarenakan  status  negara
pencerminan dari organisasi kekuasaan bangsa
yang mengemban tugas yang sama berupa hak
dan kewajiban yang berasal dari nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula
legitimasi hak menguasai negara diperoleh dari
sifat organism negara sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakayat serta eksistensinya
sebagai negara berdasarkan kedaulatan
negara. Sebagai konsekuensi, hak menguasai
dari negara ini merupakan hak yang tertinggi,
yang berartl hak-hak atas tanah yang lain
berada di bawah hak penguasa. Akibat
selanjutnya adalah apabila negara
menghendaki untuk menguasal tanah yang
sudah dibebani dengan hak-hak lain, maka
hak-hak lain ini harus dikalahkan (Winahyu
Erwiningsih, 2009: 42-43)

PERAMBAHAN KAWASAN

Berbeda dengan persoalan di  atas,
permasalahan perambahan kawasan hutan
lebih disebabkan pada kurangnya lahan usaha
masyarakat sekitar hutan. Ada kecenderungan
masyarakat untuk mengokupasi kawasan
hutan yang ada, atau memanfaatkan lahan
kawasan hutan untuk usaha
pertanian/perkebunan. Dalam kondisi ini
biasanya keterikatan masyarakat dalam suatu
komunitas masyarakat adat sudah tidak ada,
okupasi yang dilakukan lebih kepada
kepentingan Individu akibat keterdesakan
sempitnya lahan wusaha. Termasuk dalam
katagori ini masyarakat yang masih
mempraktekkan polaperladangan berpindah.

Masyarakat umumnya mengetahui
bahwa yang mereka okupasi atau dirambah
adalah kawasan hutan negara, yang tidak
dengan serta merta dapat mereka miliki.
Namun mereka biasanya menuntut dibukanya
akses dalam pemanfaatan hutan, baik
lahannya maupun potensinya. Mereka sadar
dan mengetahui telah menduduki lahan yang
bukan menjadi miliknya. Kondisi ini biasanya
terjadi di seputar kawasan hutan yang cukup
padat penduduknya, al: kawasan hutan
produksi yang dikelola aleh Perum Perhutani di




Jawa, kawasan hutan produksi dan hutan

lindung di Lampung atau Sumatera Selatan,
praktek perladangan berpindah di sebagian
Sumatera dan Kalimantan.

Keragaman kondisi sosial budaya
masyarakat sekitar kawasan hutan adalah
suatu keniscayaan. Hampir tidak ditemui
adanya keseragaman sosial budaya antar
wilayah, pasti ada perbedaan kondisi sosial
budaya antara daerah satu dengan daerah
lainnya. Disamping itu, keragaman juga
ditunjukkan oleh potensi yang ada di daerah
masing-masing, ada daerah yang miskin SDA
dan ada daerah yang kaya SDA. Potensinya pun
bisa berbeda-beda ada vyang kaya SDA
pertambangan, ada yang kaya SDA kehutanan,
ada yang kedua-duanya, atau ada daerah yang
miskin dua-duanya.

Sedangkan untuk kesenjangan blasanya
terdapat ketimpangan antara wilayah sekitar
kawasan hutan sebagai daerah “rural” dan
wilayah perkotaan sebagal daerah “urban”.
Ditinjau dari aspek sosial biasanya terkait
dengan ketersediaan fasilitas sar-pras (sarana
dan prasarana) pendukung standar hidup
layak, misal: sar-pras pendidikan, kesehatan,
transportasi, pemukiman, jaringan air bersih.
Wilayah “rural” timpang dengan wilayah
“urban”. Untuk kesenjangan ekonomi akan
terlihat jelas bagaimana lengkapnya aspek-
aspek pendukung kegiatan ekonomi di wilayah
perkotaan dibandingkan dengan wilayah
“rural”. Keterbatasan akses ekonomi akan
sangat menghambat proses perkembangan di
wilayah “rural”.

Konflik

Sudah sejak lama permasalahan kawasan
hutan bukan terletak kepada sumberdaya yang
ada di dalam hutan, tetapi lebih kepada
masalah tenurial, tempat dimana hutan itu
tumbuh dan berada. Pada kenyataannya yang
disebut dengan kawasan hutan adalah wilayah
tertentu (termasuk tanah) beserta dengan
sumberdaya yang ada didalamnya.
Permasalahan tenurial yang terjadi
berkembang menjadi konflik tenurial dan
konflik soslal yang merupakan akumulasi dari
kegiatan penggarapan lahan di kawasan hutan
oleh masyarakat atau pihak ketiga yang tidak
mendapatkan penanganan serius.
Permasalahan tenurial tersebut seperti
kegiatan penggarapan lahan secara liar,
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bibrikan lahan; penambangan liar, kerja sama
lahan yang melewati batas waktu kemudian
berkembang menjadi pendudukan/okupasi
dan klaim kepemilikan lahan ataupun proses
Tukar Menukar Kawasan Hutan yang tidak
tuntas.

Lebih jauh, Safitri et all, 2011 dalam
Mongabay Indonesia, Tipologi konflik tenurial
kehutanan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Konflik antara masyarakat adat dengan
Kemenhut. Ini  terjadi akibat ditunjuk
danfatau ditetapkannya sebuah wilayah
adat sebagai kawasan hutan negara

. Konflik antara masyarakat vs Kemenhut vs
BPN. Misalnya konflik penerbitan bukti hak
atas tanah pada wilayah vyang
diklasifikasikan sebagai kawasan hutan

. Konflik antare masyarakat transmigran vs
masyarakat (adat/lokal) vs Kemenhut vs
pemerintah daerah vs BPN. Misalnya konflik
karena  program  transmigrasi  yang
dilakukan di kawasan hutan.

. Konflik antara  masyarokat  petani
pendatang vs Kemenhut vs pemerintah
daerah. Misalnya konflik karena adanya
gelombang petani pendatang yang
memasuki kawasan hutan dan melakukan
aktivitas pertanian di dalam kawasan
tersebut.

. Konflik antara masyarckat desa s
Kemenhut. Misalnya konflik karena
kawasan hutan memasuki wilayah desa.

. Konflik antara calo tanah vs elit politik vs
masyarakat petani vs Kemenhut vs
BPN. Misalnya konflik karena adanya
makelar/calo tanah vyang umumnya
didukung oleh  ormas/parpol vyang
memperjualbelikan tanah kawasan hutan
dan membantu penerbitan sertifikat pada
tanah tersebut.

. Konflik antara masyarakat lokal (adat} vs
pemegang lzin. Meskipun ini terjadl akibat
Kemenhut melakukan klaim secara sepihak
atas kawasan hutan dan memberikan hak
memanfaatkannya kepada pemegang Izin,
seringkali tipologi ini juga dipicu karena
pembatasan akses masyarakat terhadap
hutan oleh pemegang izin.

. Konflik antar pemegang izin kehutanan dan
izin-izin lain seperti pertambangan dan
perkebunan,

. Konflik karena gabungan berbagai aktor 1-
8.
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Dalam prakteknya terdapat dualisme
kebijakan pertanahan di Indonesia, di dalam
kawasan hutan legalitas pemanfaatan tanah
adalah melalui izin dari Kementerian
Kehutanan, sedangkan di Iluar kawasan
kehutanan, atau yang disebut dengan Area
Peruntukan Lain (APL) administrasi dan
penguasaan tanah merupakan kewenangan
Badan Pertanahan Nasional (BPN). Fakta ini
berimplikasi pada munculnya berbagai aturan
dan regulasi bidang pertanian di dalam dan
luar kawasan hutan, termasuk munculnya
permasalahan kepastian hukum pengakuan
penguasaan tanah oleh masyarakat (misalnya
masyarakat adat yang telah lama bermukim di
wilayah tersebut)) Di luar kawasan
dimungkinkan pemberian sertifikat tanah
(penguasan privat/individual) sedangkan di
dalam kawasan tidak dimungkinkan karena
asumsi bahwa tanah kawasan hutan dikuasai
oleh negara (dalam hal ini KemenLHK).

Undang-undang nomor 41/1999 tentang
Kehutanan menyebutkan bahwa terdapat dua
status hutan yaitu terbagi menjadi hutan
negara dan hutan hak. Hutan Negara sendir
diartikan sebagal hutan yang berada pada
tanah yang tidak dibebani hak atas tanah
{(Pasal 1 Angka 4). Sebaliknya, hutan hak adalah
hutan yang berada pada tanah yang dibebani
dengan hak atas tanah. Hutan negara
merupakan hutan yang di atas tanahnya sudah
tidak ada lagi hak atas tanah, yang berarti tidak
ada konfllk dengan masyarakat. Dalam hutan
negara, dalam hal ini oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memiliki
kewenangan untuk mengurus, memanfaatkan,
termasuk dengan memberikan izin pada plhak

ketiga.

Masalah utamanya adalah’ suatu kawasan
hutan negara bisa jadi diakui oleh negara
terlebih dahulu, tanpa melibatkan pihak lain
terutama masyarakat lokal yang telah ada
terlebih dahulu disana. Hal ini menjadikan
posisi kawasan hutan yang telah ditetapkan
tidak bisa terlepas dari bayang-bayang konflik
di kemudian hari. Apa yang dinyatakan dalam
Undang-Undang ini kemudian menuai
ketidakpuasan atas tidak dijelaskannya secara
gamblang tentang status hutan adat
Argumentasi yang disampaikan adalah
terdapat masyarakat hukum adat yang telah
bergenerasi berdiam di kawasan hutan,
bahkan sebelum MNegara Kesatuan Republik
Indonesia berdiri.

Apabila permasalahan konflik tenurial
dan konfiik sosial yang timbul kurang
tertangani dan terselesaikan dengan baik maka
akan terjadi “bom waktu”. Sampai saat ini
permasalahan maupun potensi permasalahan
yang timbul belum teridentifikasi dengan baik
sehingga perlunya identifikasi dan inventarisasi
Permasalahan Tenurial kawasan hutan,
melakukan pemetaan areal konflik untuk
mengetahui lokasi, sebaran dan luasan area
konflik, melakukan analisis dan pendalaman
permasalahan tenurial sehingga dapat
menentukan lokasi mana vyang segera
mendapat prioritas untuk diselasaikan.
Pemetaan areal konflik unmtuk mengetahui
lokasi, sebaran dan luasan area konflik dapat
menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi
{CSRT) sehingga dapat diperoleh ambaran
secara |ebih detail.

Gambar 1. Kondisl kawasan hutan di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pmrdlng,a@:lﬁ

Volume 15 Edisi II Tehun 2017

67

LT




Faktor yang penting di dalam keamanan
tenurial adalah masyarakat sekitar hutan.
Keberadaan masyarakat sekitar hutan harus
dipandang sebagai satu kesatuan sistem hutan.
Hal itu berarti keberadaannya harus
dipertahankan dan diberdayakan agar mampu
berpartisipasi dalam pengelolaan hutan
sebagai sumberdaya alam agar lestari dan
masyarakatnya sejahtera.

Agenda prioritas Nawacita memuat
agenda reforma agraria dan strategi
membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai
dari daerah dan desa. Nawacita kemudian
dituangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN)
2015 - 2018 dengan mandat antara lain (1)
mewujudkan tersedianya sumber Tanah Obyek
Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya

retribusi tanah dan legalitas aset; (2)
meningkatkan akses masyarakat untuk
mengelola hutan melalui hutan

kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman
rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta
kemitraan seluas 12,7 juta ha; dan (3)
membangun kedaulatan pangan berbasis
agribisnis kerakyatan (pembukaan 1 juta lahan
sawah baru). Khusus membahas terkait
kebijakan Pemerintah dalam penyediaan
sumber TORA, redistribusi tanah dan legalisasi
aset, rangkaian kebijakan tersebut dilakukan
melalui  kegiatan (1) identifikasi dan
inventarisasi penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah {[IPAT)
sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya
mencapai 9 juta ha; (2) identifikasi kawasan
hutan vyang akan dilepaskan sedikitnya
sebanyak 4,1 juta ha;(3) identifikasi tanah hak,
termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis
masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah
transmigrasi di luar kawasan hutan yang belum
bersertifikat, yang berpotensi sebagai TORA
sedikitnya sebanyak 1 juta ha; dan (4)
identifikasi tanah milik masyarakat dengan
kriteria penerima Reforma Agraria untuk
legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta ha.
Adapun tujuan dari reforma agraria adalah
mengurangi ketimpangan penguasaan dan
pemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
yang berbasis agraria, menciptakan lapangan
kerja untuk mengurani kemiskinan,
memperbaiki akses masyarakat kepada
sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan
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dan kedaulatan pangan serta'memperbaiki dan
menjaga kualitas lingkungan hidup serta
menangani dan menyelesaikan konflik agraria.
Terkait hal tersebut, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dimandatkan untuk
melakukan identifikasi kawasan hutan yang
berpotensi untuk dijadikan sebagai obyek
pengembangan perhutanan sosial melaul Peta
Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
{PIAPS) merupakan instrumen yang disiapkan
untuk memberikan arahan kawasan hutan
yang dapat dikelola oleh masyarakat dibawah
skema Perhutanan Sosial, yakni pengelolaan
Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan
Tanaman Rakyat, Kemitraan dan Hutan Hak.

PIAPS menggambarkan indikasi sebaran
lokasi arahan perhutanan soslal yang menjadi
pedoman KLHK dalam melskukan penataan
hak dan akses rakyat terhadap kawasan hutan.
PIAPS merupakan salah satu penjabaran
komitmen politik rejim pemerintahan Jokowi
dalam mengukuhkan hak dan memperluas
akses rakyat terhadap wilayah kelola di
kawasan hutan.

Sebagaimana yang telah diamanahkan
dalam RPIMN 2015-2019, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah
menetapkan Peta |dentifikasi dan Areal
Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas £ 13.462.102
{tiga belas juta empat ratus enam puluh dua
ribu seratus dua) Hektar dengan Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SK.22/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2017 tanggal 16
Januari 2017. Berdasarkan hasil identifikasi,
Areal Perhutanan Sosisal yang berada di Hutan
Produksi seluas + 5.938.422 (lima juta
sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat
ratus dua puluh dua) Hektar menjadi dasar
permohonan untuk lzin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Tanaman Rakyat (IUPHHK -
HTR), Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD),
lzin Usaha Kemasyarakan (IUPHKm), dan
Kemitraan dengan KPH; di Hutan Lindung
seluas * 3.167.227 (tiga juta seratus enam
puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh)
Hektar menjadi dasar permohonan untuk Hak
Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), lzin Usaha
Kemasyarakatan (IUPHKm), dan Kemitraan
dengan KPH; di lahan gambut seluas &
2.222.167 (dua juta dua ratus dua puluh dua
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ribu seratus enam puluh tujuh) Hektar hanya
intuk Izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
dan pemanfaatan jasa lingkungan; dan potensi
Areal Perhutanan Sosisal yang berada di
wilayah 20% lzin Usaha Pemanfatan Hasil
Hutan Kayu Hutan Tanaman seluas &
2.134.286 {dua juta seratus tiga puluh empat
ribu dua ratus delapan puluh enam) Hektar
untuk kemitraan dengan masyarakat. Dengan
ditetapkannya PIAPS maka akses bagi petani
gurem atau petani tak bertanah diwilayah
wilayah yang berada didalam atau di sekitar
kawasan hutan semakin terbuka aksesnya dan
akan menambah penghasilan
petani/masyarakat disekitar hutan. Jika
dilakukan dengan seksama, perhutanan sosial
akan memberikan dampak positif pada
masyakat sekaligus tetap mempertahankan
keberlanjutan fungsi hutan.

Disamping mengidentifikasi  areal
perhutanan sosial Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan juga dimandatkan untuk
melakukan identifikasi kawasan hutan sebagai
sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)
sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Sejalan
dengan tujuan dari reforma agraria, identifikasi
lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan
tersebut diarahkan dalam rangka untuk
memberi kepastian hukum atas penguasaan
tanah oleh masyarakat di dalam kawasan
hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik
dalam kawasan hutan. Identifikasi calon lokasi
TORA yang berasal dari kawasan hutan dengan
kriteria:

(1) Alokasi 20% dari seluruh pelepasan
kawasan hutan untuk perkebunan; sesuai
PeraturanMenteri Kehutanan Nomor
P.17/Menhut-1/2011 tanggall6 Maret
2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
/2010 tentang Tata Cara Pelepasan
Kawasan Hutan Produksi yang dapat
Dikonversi bagi setiap perusahan
perkebunan diwajibkan membangun
kebun masyarakat sebesar 20% dari total
kawasan HPK yang dilepaskan dan dapat
diusahakan.Alokasi 20% wuntuk kebun
masyarakat sejalan dengan tujuan
reforma agraria, yaitu mengurangi
ketimpangan penguasaan dan pemilikan
tanah, menciptakan sumber-sumber
kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat yang berbasis agraria,
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menciptakan——lapangan  kerja untuk
mengurani  kemiskinan, memperbaiki
akses masyarakat kepada sumber
ekonomi, serta memperbaiki dan
menjaga kualitas lingkungan hidup;

{2) Hutan produksi yang dapat diKonversi
{HPK) tidak produktif:

{3) Program Pemerintah untuk pencadangan
pencetakan sawah baru {Pemerintah telah
mencadangkan kawasan HPK untuk
pencetakan sawah baru di Provinsi
Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan
Kalimantan Timur);

(4) Permukiman transmigrasi beserta fasos-
fasumnya vang sudah memperoleh
persetujuan prinsip (dilakukan melalui
perubahan batas dengan mengeluarkan
seluruh lokasi permukiman transmigrasi
dalam kegiatan penataan batas kawasan
hutan sesuai ketentuan dalam Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-
11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan
Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Permenhut No. P.62/Menhut-11/2013);

(5) Permukiman, fasos dan fasum;

{6) Lahan garapan berupa sawah dan tambak

rakyat;

(7) Pertanian lahan kering yang menjadi
sumber mata pencaharian utama
masyarakat setempat.

Untuk kriteria 5,6 dan 7 perlu dilakukan

inventarisasi dan werifikasi lokasi TORA

sebagaimana diatur dalam Rancangan

Peraturan Presiden tentang Penyelesaian
Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
Selanjutnya bila hasil identifikasi dan
verifikasi tersebut direkomendasi dikeluarkan
dari kawasan hutan, maka selanjutnya perlu
dilakukan  perubahan batas dengan
mengeluarkan hak-hak masyarakat tersebut
dalam keglatan penataan batas kawasan
hutan sesuai ketentuan dalam Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-
11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
sebagaimana  telah  diubah  dengan
Permenhut Nomor P.62/Menhut-11/2013.

Dengan terbukanya akses ini diharapkan
ada perubahan pandangan dan sikap dari
masyarakat yaitu pertama  rumongso
handarbeni artinya masyarakat merasa
memiliki hutan sebagai tempat hidup, kedua
melu mahayubagyo artinya masyarakat turut
mengelola dan memanfaatkan hutan dengan




penuh tanggung jawab dan ketiga melu
hangrungkepi artinya masyarakat dengan
penuh kesadaran turut melindungi hutan dari
setiap ancaman yang datang dari luar maupun
di dalam kawasan hutan itu sendiri.
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m--uesl_ﬁu PLEMENTATION COURSE

Pelatihan Desain  dan  Implementasi
REDD+ tingkat advance ini diinisiasi oleh
Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAD) dan Global Forest
Observations Initiotive |GFOI) yang merupakan
kemitraan informal antara negara-negara dan
institusi-institusi vang berhubungan dengan
kegiatan Reducing Emission From Degradation
ond Deforestation (REDD). Pelatihan ini
dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 15
september 2017 di Creswick Campus, School of
Ecosystern and Forest Sciences, University of
Aelbourne, Australia. Pelatihan ini berfokus
pada peningkatan kapasitas kegiatan National
Forest Monitoring Systems (MFMS)  dan
Measurement, Reporting and Verification
(MRY) dalam rangka keglatan REDD+,

Adapun tujuan pelatihan inl adalah
meningkatkan kapasitas darl institusi-institusl

Oleh:

Hanifah Kusumaningtyas, 5.Hut, M.S.E*
Endrawati, 5. Hut**

Adnin Damaraya, 5.Hut**

REDD+ di Indonesia dalam  rangka
mengembangkan Sistem Pemantauan Hutan
Masional (National Forest Monitaring System-
MFMS) untuk kegiatan Pengukuran, Pelaporan
dan \Verifikasi (Monitoring, Reporting ond
Verification-MRV) REDD+ serta kegiatan-
kegiatan lainnya yang terkait.

Pelatihan ini dilkuti oleh peserta yang
berasal dari perwakilan beberapa instansi,
antara lain Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Badan Informasi Geospasial
(BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Masional  (LAPAN) serta Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat
lenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim, Balai Penelitian dan

Pembangan Inovasi, Pusat Diklat BFFSDM, dan
Biro Kerjasama Luar Negeri).

Gambar 1. Peserto dan Pengajor Advanced REQOD+ Design and Implementation Course

Selama 2 minggu, peserta baik sebagai
individu maupun sebagal kelompok, mengikuti
pelatihan secara aktif baik di sesi kuliah, sesi
diskusi aktif maupun sesi presentasi. Garis
besar materi yang diberikan pada pelatihan Ini
adalah bahwa kegiatan peningkatan MRV

yaitu Pengaturan Kelembagaan (institutional
Arrangements),  Kebijakan dan  Desain
Keputusan (Policy And Design Declsions),
Pengukuran Dan Estimasi (Measurement And
Estimotion) serta Pelaporan Dan Verifikas|
(Reporting And Verification).

REDD+ hwn«m utama“-\\__—
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tersebut
tools wang disebut
REDDCompass yang dikembangkan oleh Global

Keempat tema
terakomodir  melalui

utama

Forest Observation [nitigtive [GFOI) dan
diinisiasi oleh Australion Aid, Norwegion
Ministry of Climote and Enwvironment, Sitva
Carbon, Food and Agriculture Orgonization of
the United National (FAD) dan Committee on
Earth Observation Sotellites (CEQS5) dengan
berbasis website maupun affiine yang
memberikan kemudahan bagl user sebagai
panduan dalam melakukan analisis mengenai
MRY REDD+ terutama dalam rangka
perhitungan Forest Reference  Emission
Level (FREL) dan National Forest Maonitoring
Systems (MFMS).

Melalui metode ini, peserta dituntun
untuk dapat mengidentifikasi perkembangan
kegiatan-kegiatan pendukung kegiatan MRV
(Maonitoring, Reporting ond Verification) yang
telah dilaksanzkan hingga sast ini. Dengan
demikian, dapat ditentukan aspek-aspek yang

memberikan  dampak  signifikan  serta
tantangan yang dihadapi selama
pelaksanaannya.  Metode  REDDCompass

tersebut sangat berguna dalam penyusunan
rencana penyempurnaan roadmap REDD+ di
walktu yang akan datang.

Mﬁﬁi di atas.
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Untuk  mempermudah  pemahaman
materi, digunakan pendekatan sederhana
berbasis web-portal REDDCompaoss yang dapat
diakses secara bebas melalui  laman
https.//www.reddcompass.org/. Dalam
menguraikan empat tema tersebut di atas,
REDDCompass menyediakan panduan terkait
metode dan  pedoman Globol  Forest
Observation Initiotive [GFOI) and Methods
Guidance Document (MGD), data dan referensi
hingga materi pelatihan dan penelitian lanjut

vang diselenggarakan oleh Food and
Agriculfture Organization of the United
National  (FAD), SilvaCarbon, Global

Observation of Forest ond Land Cover
Dynamics (GOFC-GOLD), World Bank dan
organisasi/institusi lainnya,

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan berperan aktif dan
berkontribusi besar dalam kegiatan MRV
REDD+ khususnya dalam penyediaan data
aktifitas (octivity data) untuk pengukuran
Forest Reference Emission Level (FREL). Dengan
adanya Pelatihan Desain dan Implementasi
REDD+ tingkat advance diharapkan dapat
mendorong peningkatan dan pengembangan
dalam pencapaian kinerja yang lebih baik dan
lebih akurat.

Pesertg Pelotihon dar Direktorat Jenderal

Blanodogi Kehutonon don Toto Lingkungan
setelah sesi presentasi di hodapan Rektor
don Dosen Melbourne University

Selama pelatihan berlangsung, setiap
peserta juga diwajibkan umtuk membuat
rencana perbaikan sektoral dalam kegiatan
REDD+ sesuai dengan fokus pekerjaan masing-
masing. Sedangkan di akhir kegiatan peserta
diwajibkan membuat roadmap REDD+ tingkat
Masional baik untuk jangka pendek maupun
jangka_panjang. berdasarkan piramida empat

T REDDER sebagaimana
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= Penilalan darl hasil pelatihan in tih A clilrsbeirie luasi terhadap
dilakukan secara profesional dan masuk ke pengaplikastan materi  pelatihan  dalam
dalam  kurikulum Program Pascasarjana, pengembangan REDD+ pada tlap institusi
Fakultas Kehutanan dan Ekosistem Universitas peserta.

Melbourne. Untuk mencapal tujuan dari

*Kepala Seksi Inventarisasi Unit Pengelolaan
**PEH pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantawan Sumber Daya Hutan
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RAKORNIS TAHUN 2017

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Dilaksanakan pada Tanggal 11 s.d 13
Oktober 2017 di The Mirah Hotel Bogor

Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Ditjen

Tahun 2017 Bapak Ir. Trivono Saputro,

E ;ambutan dari Ketua Panitia RAKORNIS
MMSI

-.D;ira Narasumber yang Hadir Pada Kegiatan
RAKORNIS Ditjen Planologi Kehutanan
A dan TataLingkungan Tahun 2017

Masing—Masing Unit Kerja vang

Sﬁ.si Warung Diskusi (WARSI) dari
Terkait




RAKORNIS TAHUN 2017

Tahun 2017 oleh Ibu Muthivah

Pemandu Acara pada RAKORNIS
Mahmud

. ara peserta vang Hadir pada Kegiatan
RAKORNIS Ditjen Planologi Kehutanan
’ dan Tata Lingkungan Tahun 2017
g "..!--g
4

esi Tanva Jawab Peserta dengan
Narasumber yang Hadir pada Kegiatan
RAKORNIS Tahun 2017

rahan  serta Penutupan Regsmatan
RAKORNIS Tahun 2017 oleh Bapak
Ir. Yana Juhana, M.Sc, Forest. Trop.
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